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PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG- UNDANG REPUBLI K | NDONESI A

NOMOR 7 TAHUN 1983
TENTANG
PAJAK PENGHASI LAN

DENGAN RAKHVAT TUHAN YANG MAHA ESA

Presi den Republik I ndonesi a,

bahwa Negara Republik Indonesia adal ah
negara hukum berdasarkan Pancasila dan
Undang- Undang Dasar 1945 yang nmenjunjung
tinggi hak dan kewajiban warga negara,
karena itu perpajakan sebagai salah satu
perwij udan kewaji ban kenegaraan nerupakan
sarana peran serta dal am penbi ayaan negara
dan penbangunan nasi onal ;

bahwa sistem perpajakan yang nerupakan

. dasar pel aksanaan penmungutan pajak negara

yang selama ini berlaku, tidak sesuai | agi
dengan tingkat pertunbuhan ekonom dan
kehi dupan sosi al masyarakat |ndonesia, baik
dal am segi kegot ongroyongan nasi onal naupun
dal am nenunj ang penbi ayaan penbangunan;
bahwa si stem perpaj akan yang tertuang dal am
ket ent uan per at uran per undang- undangan
per paj akan yang selama ini berlaku belum
sepenuhnya dapat nenggerakkan peran serta
senua | api san subyek paj ak dal am
peni ngkat an peneri naan negara yang sangat
di perl ukan guna mewuj udkan kel angsungan dan
peni ngkat an penbangunan dal am rangka
menper kokoh ket ahanan nasi onal :

bahwa pajak nerupakan salah satu sunber
peneri maan negara yang harus berkenbang dan

meni ngkat , sesuai dengan per kenbangan
kemanmpuan riil rakyat dan |aju penbangunan
nasi onal ;

bahwa sistem dan peraturan perundang-
undangan perpaj akan yang nerupakan | andasan
pel aksanaan pemungutan pajak negara yang
selama ini berlaku perlu diperbaharui dan
di sesuai kan dengan Pancasila dan Undang-
Undang Dasar 1945;

f. bahwa ..
bahwa ol eh karena itu sistem dan peraturan
per undang- undangan perpaj akan pada unumya,
paj ak perseroan, paj ak pendapat an, dan
paj ak atas bunga, dividen din royalti yang
berl aku dewasa ini pada Kkhususnya perlu
di perbaharui dan di sesuai kan sehingga | ebih
menber i kan kepasti an hukum seder hana,
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nmudah pel aksanaannya, serta l|ebih adil dan
mer at a;

bahwa untuk dapat nencapai maksud tersebut
di atas perlu disusun Undang-undang tentang
Paj ak Penghasi | an;

Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), dan
Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
Ketetapan Mjelis Pernusyawaratan Rakyat
Republ i k | ndonesi a Nonor 1/ MPR/ 1983
tentang Garis-garis Besar Hal uan Negar a;
Undang- undang Nonor 6 Tahun 1983 tentang
Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
(Lenbaran Negara Tahun 1983 Nonmor 49
Tanbahan Lenbaran Negara Nonor 3262);

Dengan perset uj uan

DEWAN PERWAKI LAN RAKYAT REPUBLI K | NDONESI A,

Dengan nencabut

1.

VEMUTUSKAN :

Pasal 15 ke 4 dan ke 5 dan Pasal 16 Undang-
undang Nonor 1 Tahun 1967 tentang Penananan
Modal Asing (Lenmbaran Negara Tahun 1967
Nonor 1, Tanbahan Lenbaran Negara Nonor
2818) sebagaimana telah diubah, dengan
Undang- undang Nonmor 11 Tahun 1970 tentang
Per ubahan dan Tanmbahan Undang-undang Nonor
1 Tahun 1967 tentang Penananan Mbdal Asing
(Lenbaran Negara Tahun 1970 Nonor 46,
Tanbahan Lenbaran Negara Nonor 2943);

2. Pasal 9, ..
Pasal 9, Pasal 12 ke 4 dan ke 5, Pasal 13,
dan Pasal 14 Undang- undang Nonmor 6 Tahun
1968 tentang Penanaman WMdal Dalam Negeri
(Lenbaran Negara Tahun 1968 Nonor 33,
Tanbahan Lenbar an Negar a Nonor 2853)
sebagai mana telah diubah dengan Undang-
undang Nonor 12 Tahun 1970 t ent ang
Perubahan dan Tanbahan Undang-undang Nonor
6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dal am
Negeri (Lenmbaran Negara Tahun 1970 Nonor
47, Tanmbahan Lenbaran Negara Nonor 2944);

Menet apkan : UNDANG UNDANG TENTANG PAJAK PENGHASI LAN.
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BAB |
KETENTUAN UMJUM

Pasal 1

Paj ak Penghasilan dikenakan terhadap orang pribadi atau
per seorangan dan badan berkenaan dengan penghasilan yang
diterima atau di perol ehnya sel ama satu tahun paj ak.

(1)

(2)

(3)

BAB ||
SUBYEK PAJAK
Pasal 2

Yang nenj adi Subyek Paj ak adal ah:

a.

1) orang pribadi atau perseorangan;

2) warisan yang belum terbagi sebagai suat u
kesat uan, nengganti kan yang ber hak;
badan yang terdiri dar i perseroan terbatas,

per seroan komanditer, badan usaha mlik negara dan
daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun,
per sekut uan, perseroan atau perkunpulan | ainnya,
firma, kongsi, perkunpulan koperasi, yayasan atau
| embaga, dan bentuk usaha tetap.

Subyek Pajak terdiri dari Subyek Pajak dal am negeri dan
Subyek Paj ak | uar negeri.

Yang di maksudkan dengan Subyek Pajak dalam negeri
adal ah:

a. orang ...
orang Yyang berada di Indonesia |lebih dari 183
(seratus del apan pul uh tiga) hari dalamjangka waktu
dua belas bulan atau orang yang dalam suatu tahun
paj ak berada di Indonesia dan nenpunyai niat untuk
bertenpat tinggal di |ndonesi a;

badan yang didirikan atau bertenpat kedudukan di

| ndonesi a;

bentuk usaha tetap vyaitu bentuk usaha, yang
di pergunakan untuk nenj al ankan kegi atan usaha secara

teratur di Indonesia, oleh badan atau perusahaan
yang tidak didirikan atau tidak bertenpat kedudukan
di I ndonesia, yang dapat berupa tenpat kedudukan

manaj enen, kantor cabang, kantor perwakilan, agen

gedung kantor, pabrik, bengkel, proyek konstruksi

pertanbangan dan penggalian sunber alam perikanan,
tenaga ahli, penberian jasa dal am bentuk apapun ol eh
pegawai atau ol eh orang lain, orang atau badan yang
kedudukannya tidak bebas yang bertindak atas nama
badan atau perusahaan yang tidak didirikan atau
tidak ber t enpat kedudukan di I ndonesi a dan
perusahaan asuransi yang tidak didirikan atau tidak
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bertenpat kedudukan di | ndonesia yang nenerima prem
asuransi atau nenanggung risi ko di |ndonesi a.

Yang di maksudkan dengan Subyek Pajak |uar negeri adal ah
Subyek Pajak yang tidak bertenpat tinggal, tidak
didiri kan, atau tidak berkedudukan di |ndonesia, yang
dapat menerima atau nenperoleh penghasilan dari
| ndonesi a.

Seseorang atau suatu badan berada, bertenpat tinggal
atau berkedudukan di | ndonesia ditentukan nenurut
keadaan sebenarnya.

Direktur Jenderal Pajak berwenang nenetapkan seseorang
atau suatu badan Dberada, bertenpat tinggal at au
bert enpat kedudukan.

Pasal 3

Ti dak termasuk Subyek Paj ak sebagai nana di maksud dal am Pasa
2 adal ah :

(1)

a. pej abat -
pej abat - pej abat perwakilan diplomatik, konsulat dan
pej abat- pejabat lain dari negara asing, dan orang-
orang yang diperbantukan kepada nereka yang bekerja
pada dan bertenpat tinggal bersana-sama nereka, dengan
syarat bukan warga negara |ndonesia, dan di |ndonesia
tidak nel akukan pekerjaan l|ain atau kegiatan usaha,
serta negara yang bersangkutan nenberikan perlakuan
timbal balik;
pej abat - pej abat perwaki |l an organi sasi i nt er nasi onal
yang di tentukan ol eh Menteri Keuangan;

Per usahaan Jawat an ber dasar kan Keput usan Ment er i
Keuangan

BAB |||
OBYEK PAJAK
Pasal 4

Yang nenjadi (Obyek Pajak adalah penghasilan yaitu
setiap tanbahan kemanpuan ekonomi s yang diterima atau
di perol eh Waji b Pajak, baik yang berasal dari I|ndonesia
maupun dari luar |Indonesia, yang dapat dipakai untuk
konsunsi atau untuk nenanbah kekayaan Wajib Pajak yang
ber sangkut an, dengan nama dan dalam bentuk apapun,
termasuk di dal amya:
a. gaji, upah, komsi, bonus, atau gratifikasi, uang
pensiun atau inbalan |ainnya untuk pekerjaan yang
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di | akukan;

honorari um hadi ah undi an dan penghar gaan;

| aba bruto usaha;

keunt ungan karena penjual an atau karena pengali han
harta, termasuk keuntungan yang diperoleh oleh
perseroan, persekutuan, dan badan |ainnya karena
pengal i han harta kepada penmegang saham sekutu,
anggota, serta karena |ikui dasi;

peneri maan kenbali penbayaran pajak yang telah
di per hi tungkan sebagai bi aya,;
bunga;

di vi den, dengan nanma dan dal am bent uk apapun, yang,
di bayar kan ol eh perseroan, penbayaran dividen dari
per usahaan asuransi kepada penegang polis, penbagi an

Sisa Hasil Usaha koperasi kepada pengurus dan
pengenbal ian Sisa Hasil Usaha koper asi kepada
anggot a;

h. royal ti
royal ti

sewa dari harta;
peneri maan at au perol ehan penbayaran berkal a;

Pengenaan pajak atas bunga deposito berjangka dan
t abungan- tabungan lainnya diatur Ilebih lanjut dalam
Per at uran Peneri nt ah.

Ti dak ternmasuk sebagai Cbyek Paj ak adal ah

a.

harta hibahan atau bantuan yang, tidak ada

hubungannya dengan usaha atau pekerjaan dari pihak

yang ber sangkut an;

war i san;

penbayar an dar i per usahaan asur ansi kar ena

kecel akaan, sakit atau karena neninggal nya orang

yang tertanggung, dan penbayaran asuransi bea siswa;
pengganti an berkenaan dengan pekerjaan atau jasa,
yang di ni kmat i dal am  bent uk nat ur a, dengan
ket ent uan, bahwa yang nenberi kan pengganti an adal ah

Penerintah atau Wajib Pajak nenurut undang-undang

ini dan Wjib Pajak yang nenberikan penggantian

tersebut, sesuai ketentuan dalam Pasal 9 ayat (1)

huruf d, tidak boleh nengurangkan penggantian itu

sebagai bi aya;

keuntungan karena pengalihan harta orang pribadi,

harta anggota firm, perseroan komanditer atau

kongsi tersebut kepada perseroan terbatas di dalam
negeri sebagai pengganti sahammya, dengan syarat :

1) pihak yang nengalihkan atau pihak-pihak yang
mengal i hkan secara bersama-sama nem |liki paling
sedi kit 90% (senbilan puluh persen) dari jum ah
nodal yang di setor;

2) pengalihan t er sebut di beri t ahukan kepada
Di rektur Jenderal Paj ak;

3) pengenaan pajak dikenudian hari atas keuntungan
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tersebut dijamn.

f. harta yang, diterima oleh perseroan, persekutuan
atau badan |ainnya sebagai pengganti saham atau
sebagai pengganti penyertaan nodal ;

g. dividen yang diterim ol eh perseroan dal am negeri
selain bank atau |enbaga keuangan |ainnya, dari
perseroan lain di Indonesia dengan syarat, bahwa
perseroan yang nenerima dividen tersebut paling
sedikit memliki 25% (dua puluh linma persen) dari
nilai saham yang disetor dari badan yang nenbayar
di vi den dan kedua badan tersebut nmenpunyai hubungan
ekonom s dal am j al ur usahanya;

h. iuran ...

h. iuran yang diterim atau di perol eh dana pensi un yang
di setujui Menteri Keuangan, baik yang dibayar ol eh
penberi kerja maupun ol eh karyawan, dan penghasil an
dana pensi un serupa dari nodal yang ditanankan dal am
bi dang- bi dang tertentu berdasarkan Keputusan Menteri
Keuangan;

i . penghasilan yayasan dari usaha yang senata-nata
di t uj ukan unt uk kepentingan unmum

j . penghasil an yayasan dari nodal sepanjang penghasil an
itu semat a- mat a di gunakan unt uk kepenti ngan unmum

k. penbagi an keuntungan dari perseroan konmanditer yang
nodal nya tidak terbagi atas saham saham firnmm,
kongsi dan persekutuan kepada para anggotanya,
kecual i apabila ditetapkan lain oleh Menteri
Keuangan, karena terdapat penyal ahgunaan.

Pasal 5

Yang nenj adi OQobyek Paj ak bentuk usaha tetap adal ah:

a. penghasilan dari kegiatan usaha bentuk usaha tetap
t er sebut dan dari harta yang dikuasai at au
di m i ki nya;

b. penghasilan induk perusahaan dan badan lain yang
bukan Wajib Pajak dalam negeri yang nenpunyai
hubungan i stimewa dengan induk perusahaan tersebut,
dari kegiatan usaha atau penjualan barang-barang
dan/atau penberian jasa di Indonesia, yang sejenis
dengan kegi atan usaha atau penjual an barang- barang
dan/ atau penberian jasa yang dil akukan ol eh bentuk
usaha tetap di | ndonesi a, kecual i penghasi | an
sebagai mana di naksud dal am ayat (2).

Apabi | a i nduk perusahaan dari suatu bentuk usaha tetap
di Indonesia atau badan lain yang bukan Wajib Pajak
dal am negeri yang nenpunyai hubungan istinmewa dengan
i nduk perusahaan tersebut, nenerim atau nenperoleh
penghasi | an dari | ndonesi a berdasarkan Pasal 26, naka:
a. penghasilan bentuk wusaha tetap itu tidak boleh
di kurangi dengan biaya-biaya yang berkenaan dengan
penghasilan induk perusahaan atau badan |ain
tersebut;
b. pajak induk perusahaan atau badan lain itu tidak
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bol eh di kredi t kan dengan paj ak bentuk usaha tetap.

Pasal 6 ...
Pasal 6

Besarnya penghasilan kena paj ak, di tentukan ol eh

penghasi | an brut o di kurangi

a. biaya untuk nendapatkan, nenagih, dan nenelihara
penghasilan itu, neliputi biaya penbelian bahan,
upah, dan gaji karyawan termasuk bonus atau
gratifikasi, honorarium bunga, sewa, royalti, biaya
perj al anan, piutang yang tidak dapat ditagih, prem
asuransi, biaya admnistrasi, dan pajak, kecuali
Paj ak Penghasil an;

b. penyusutan atas biaya untuk nenperoleh harta
berwuj ud perusahaan dan anortisasi atas biaya untuk
menper ol eh hak dan/atau biaya |ain yang nenpunyai
masa nmanfaat lebih dari satu tahun sebagai mana
di maksud dal am Pasal 11

c. iuran kepada dana pensiun yang nendapat persetujuan
Ment eri Keuangan;

d. kerugian yang diderita karena penjualan atau
pengal i han barang dan/atau hak yang dimliki dan
di pergunakan dal am perusahaan atau yang dimliKi
unt uk mendapat kan, menagi h, dan memnel i har a
penghasi |l an itu;

e. Sisa Hasil Usaha koperasi sehubungan dengan kegi at an
usahanya yang semata-mata dari dan untuk anggot a.

Kepada orang pribadi atau perseorangan sebagai Wajib
Paj ak- dalam negeri di beri kan pengurangan berupa
penghasi | an ti dak kena paj ak sebagai mana di maksud dal am
Pasal 7.

Jika penghasil an bruto sesudah di kur angi bi aya

sebagai mana di naksud dalam ayat (1) didapat kerugian,

maka kerugian tersebut dapat dikonpensasi kan dengan

penghasi | an dal am

a. 5 (lim) tahun, atau

b. lebih dari 5 (lima) tahun tetapi tidak |ebih dari 8
(del apan) tahun khusus wuntuk jenis-jenis usaha
tertentu, berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan.
terhitung nulai tahun pertama sesudah kerugi an
tersebut diderita.

Pasal 7 ...
Pasal 7
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Kepada orang pribadi atau perseorangan sebagai Wajib
Paj ak dalam negeri di beri kan pengurangan berupa
penghasi | an ti dak kena paj ak yang besarnya:

a. Rp 960.000,- (senbilan ratus enam pul uh ribu rupiah)
untuk diri Waji b Pajak;

b. Rp. 480.000,- (enpat ratus delapan puluh ribu
rupi ah) tanbahan untuk Waji b Paj ak yang kaw n;

c. Rp 960.000,- (senbilan ratus enam pul uh ribu rupiah)
tanbahan untuk seorang isteri yang nmenpunyai
penghasilan dari usaha atau dari pekerjaan yang
tidak ada hubungannya dengan usaha suanm atau
anggot a kel uarga | ain:

d. Rp 480.000,- (enpat ratus del apan pul uh ribu rupiah)
tanbahan untuk setiap orang keluarga sedarah dan
senmenda dalam garis Kketurunan |lurus, serta anak
angkat, yang nenjadi tanggungan sepenuhnya, paling
banyak 3 (tiga) orang untuk setiap kel uarga.

Penerapan ayat (1) ditentukan oleh keadaan pada
pernmul aan tahun pajak atau pada permnulaan nenjadi
Subyek Paj ak dal am negeri .

Besarnya penghasilan tidak kena pajak tersebut dalam
ayat (1) akan di sesuai kan dengan suatu faktor

penyesuai an yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri

Keuangan.

Pasal 8

Penghasi | an atau kerugi an bagi wanita yang telah kaw n
pada awal tahun pajak, begitu pula kerugian dari tahun-
tahun sebel umya yang bel um di konpensasi kan sebagai mana
di maksud dalam Pasal 6 ayat (3), dianggap sebaga
penghasi | an atau kerugi an suam nya, kecuali penghasil an
i steri dar i pekerjaan yang telah dipotong pajak
berdasarkan Pasal 21 dan yang tidak ada hubungannya
dengan usaha suam atau anggota kel uarga | ai nnya.

Penghasi | an anak bel um dewasa yang bukan dari pekerjaan
dan penghasilan dari pekerjaan yang ada hubungannya
dengan usaha anggota keluarga | ai nnya, digabung dengan
penghasi | an orang tuanya.

Pasal 9 ...
Pasal 9

Unt uk nenentukan besarnya penghasilan kena pajak tidak

di per bol ehkan di kurangkan :

a. penbayaran dividen atau penbagi an | aba |ainnya dari
perseroan atau badan | ai nnya kepada penegang saham
sekutu, atau anggota dengan nama dan dal am bent uk
apapun, termasuk penbagian Sisa Hasil Usaha dari
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koperasi yang bukan pengenbalian Sisa Hasil Usaha
sehubungan dengan jasa anggota, di viden yang
di bayar kan ol eh perusahaan asuransi kepada penegang
polis dan biaya yang dikeluarkan untuk kepentingan
penmegang saham sekutu atau anggot a;

penbent ukan atau penupukan dana cadangan, kecuali
dal am hal - hal yang ditentukan dalam Peraturan
Peneri nt ah,

prem asuransi jiwa, asuransi kesehatan, asuransi
dwi guna, dan asuransi bea siswa, kecuali jika
di bayarkan pihak penberi kerja dan prem yang
dem ki an itu di anggap sebagai penghasilan bagi Wajib
Paj ak;

penberian keni kmatan perjalanan cuti, kenikmatan
rekreasi, dan keni kmatan | ai nnya yang di perunt ukkan
bagi keperluan pegawai dari Wajib Pajak, termasuk
keni kmat an penakai an kendaraan bernotor perusahaan

dan keni kmatan perunmahan, kecuali perunmahan di
daerah terpencil berdasarkan Keputusan Menteri
Keuangan;

penbayaran yang nel ebi hi kewaj aran sebagai i nbal an
atas pekerjaan vyang dilakukan, yang dibayarkan
kepada penegang saham atau pihak yang nenpunyai
hubungan i sti newa;

harta yang di hi bahkan, bant uan, dan warisan
sebagai mana di naksud dal am Pasal 4 ayat (3) huruf a
dan huruf b;

Paj ak Penghasil an;

bi aya yang di kel uarkan untuk keperluan pribadi Wajib
Paj ak atau yang nenj adi tanggungannya;

sunbangan.

Bi aya untuk nendapatkan, nenagih, dan nenelihara
penghasi |l an yang nenpunyai masa manfaat |ebih dari
setahun tidak diperbol ehkan dikurangkan sekali gus,
nmel ai nkan di bebankan nelalui anortisasi sebagai mana
di maksud dal am Pasal 11 ayat (10).

Pasal 10 ...
Pasal 10

am nel akukan penyusutan dan anortisasi terhadap

harta dan penghitungan keuntungan atau kerugi an dal am

hal

penj ual an yang tidak di pengaruhi hubungan i sti newa.

maka harga perol ehannya adal ah jum ah yang sesungguhnya
di kel uar kan, sedangkan dal am ha] pengali han harta nil ai
per ol ehannya adal ah jum ah yang seharusnya di kel uar kan,
kecual i :

a.

dal am hal pengalihan sebagai mana di maksud dal am
Pasal 4 ayat (3) huruf e, dasar penilaian saham at au
penyertaan |ainnya yang diterinma oleh pihak yang
nmel akukan pengali han tersebut adalah sama dengan
nilai dari harta yang dialihkan nmenurut penbukuan
pi hak yang nengal i hkan;
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b. dalam hal pengalihan harta sebagai mana di maksud
dal am Pasal 4 ayat (3) huruf f, dasar penilaian
harta bagi yang nenerima pengalihan adalah sama
dengan nilai dari harta yang dialihkan nenurut
penbukuan pi hak yang nengal i hkan;

c. dalam hal penyerahan harta hibahan, penberi an
bantuan yang bebas pajak, dan warisan, dasar
peni laian yang dipergunakan oleh yang nenerinma
penyer ahan adal ah sama dengan dasar penil ai an bagi
yang nel akukan penyer ahan.

Harta yang telah dipergunakan oleh Wajib Pajak untuk

menerima atau nenperol eh penghasilan, harga perol ehan

atau nilai perolehannya disesuai kan dengan penyusutan
dan/atau anortisasi, tanbahan, perbai kan atau tanbahan
yang di | akukan.

Peni | ai an persedi aan hanya di perbol ehkan nenggunakan

harga perol ehan, yang didasarkan atas penakai an

per sedi aan unt uk penghi t ungan harga  pokok yang

di | akukan secara rata-rata ataupun yang dil akukan

dengan nendahul ukan persedi aan yang di dapat pertans.

Pasal 11

Harta yang dapat disusutkan adal ah harta berwuj ud yang
dimliki dan dipergunakan dalam perusahaan atau yang
dimliki untuk nendapatkan, nenagih, dan nenelihara
penghasi | an, dengan suatu masa manfaat yang |ebih dari
satu tahun, kecuali tanah.

Keuntungan atau kerugian dari pengalihan harta yang
dapat di susutkan harus di hitung dengan cara sebagai mana
di maksud dal am ayat (7) huruf b.

(2) Penyusutan ...
Penyusutan yang dapat dil akukan, dalam suatu tahun
paj ak adalah jum ah penyusutan dari setiap golongan
harta sebagai mana di maksud dalam ayat (3) dan
penyusutan untuk setiap golongan harta ditetapkan
dengan nengal i hkan dasar penyusutan golongan itu
sebagai mana di maksud dalam ayat (4) dengan tarif
penyusut an sebagai mana di maksud dal am ayat (9).

Unt uk menghi t ung penyusut an, hart a yang dapat
di susut kan  di bagi nmenj adi gol ongan-gol ongan harta
sebagai beri kut
a. Colongan 2 :
harta yang dapat disusutkan dan tidak termasuk
Gol ongan Bangunan, yang nenpunyai masa manfaat tidak
| ebi h dari 4 (enpat) tahun;
b. Gol ongan 2:
harta yang dapat disusutkan dan tidak termasuk
Gol ongan Bangunan, yang nenpunyai masa manfaat | ebih
dari 4 (enpat) tahun dan tidak Ilebih dari 8
(del apan) tahun;
c. CGolongan 3 :
harta yang dapat disusutkan dan yang tidak termasuk
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Gol ongan Bangunan, yang nenpunyai masa manfaat |ebih
dari 8 (del apan) tahun;

d. ol ongan Bangunan:
bangunan dan harta tak gerak Ilainnya, termasuk
t anbahan, perbai kan atau perubahan yang di | akukan.

Dasar penyusutan setiap golongan harta wuntuk suatu
tahun pajak sama dengan jum ah awal pada tahun pajak
untuk golongan harta itu ditanbah dengan tanbahan,
per bai kan atau perubahan dan di kurangkan dengan
pengur angan sebagai mana di maksud dal am ayat (7).

Jum ah awal dari nmasing-masing Gol ongan 1, Gol ongan 2,
dan Golongan 3 untuk suatu tahun pajak adalah sanm
dengan dasar penyusutan pada tahun pajak sebel umya,
di kurangi dengan penyusutan yang diperkenankan pada
t ahun paj ak sebel umya.

Jum ah awal dari Golongan Bangunan untuk suatu tahun
paj ak adal ah sama dengan dasar penyusutan pada tahun
paj ak sebelummya, yaitu sebesar harga atau nilai
per ol ehan.

(7) Apabila ...

Apabil a terjadi penarikan harta dari pemakai an :

a. karena sebab |uar biasa sebagai akibat bencana atau
karena penghenti an sebagi an besar usaha, nmka suatu
jum ah sebesar harga sisa buku di kurangi dari juniah
awal untuk nenperol eh dasar penyusutan, dan jum ah
sebesar harga sisa buku itu nmerupakan kerugi an dal am
tahun pajak yang bersangkutan, sedangkan hasi
penjualan atau penggantian asunsinya nerupakan
penghasi | an;

b. karena sebab biasa, yaitu lain dari yang tersebut
pada huruf a, maka penerinman netto dari harta yang
ber sangkut an di kurangkan dari junmlah awal untuk
nmenper ol eh dasar penyusut an.

Ji ka pengurangan yang dinmaksud dalam ayat (7) dalam
suatu tahun pajak nenghasilkan dasar penyusutan di
bawah not, naka dasar penyusutan itu harus dinai kkan
menj adi nol dan jum ah yang sama dengan kenai kan itu
harus ditanbahkan pada penghasilan pada tahun pajak
yang ber sangkut an.

Tarif penyusutan tiap tahun pajak untuk

a. CGolongan 1: 50% (lima pul uh persen);

b. Golongan 2: 25% (dua pul uh Iim persen);
c. Golongan 3: 10% (sepul uh persen);

d. ol ongan Bangunan: 5% (lim persen).

Harga  perol ehan dari harta tak ber wuj ud yang
di per gunakan dal am perusahaan unt uk nmendapat kan,
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nmenagi h, dan nenelihara penghasilan, termasuk biaya
| ai n yang nenpunyai nasa manfaat |ebih dari satu tahun

seperti penyewaan harta berwjud, dianortisasi dengan
tarif berdasarkan nasa manfaatnya sebagai mana di naksud
dal am ayat (9) huruf a atau huruf b atau huruf c, atau
dengan tingkat tarif Golongan | sebagai mana di maksud
dalam ayat (11), atau dengan nenpergunakan nmnetode
satuan produksi sebagai mana di naksud dalam ayat (12)
atau ayat (13).

Biaya pendirian dan biaya perluasan nodal suat u
perusahaan di anorti sasi dengan tingkat tarif penyusutan
Gol ongan 1, kecuali apabila Wajib Pajak nenganggapnya
sebagai biaya sebagai mana di neksud dal am Pasal 6 ayat
(1) huruf a sesuai dengan penbukuannya.

(12) Biaya ...
Bi aya untuk nenperoleh hak penanbangan selain m nyak
dan gas bum, dan hak pengusahaan hutan, dianorti sasi
dengan nenpergunakan netode satuan produksi, setinggi-
ti nggi nya 20% (dua pul uh persen) setahun.

Bi aya untuk nenperoleh hak dan/atau biaya-biaya lain
yang nenpunyai nmasa nanfaat |ebih dari satu tahun di
bi dang penanbangan minyak dan gas bum dianortisasi
dengan nenper gunakan net ode satuan produksi .

Ment er i Keuangan nmengel uar kan keput usan unt uk
menentukan jenis-jenis harta yang termasuk dal am
masi ng- masi ng gol ongan harta sebagai mana di naksud dal am
ayat (3) dengan nenperhati kan masa manfaat dari jenis
harta yang ber sangkut an.

Pasal 12

Tahun Pajak adalah tahun takwim kecuali bila Wajib
Paj ak nenggunakan tahun buku yang tidak sanma dengan
tahun takw m

Waji b Pajak tidak diperbolehkan nengubah tahun pajak
tanpa nendapat persetujuan dari Direktur Jendera
Paj ak.

Pasal 13

Waj i b Pajak dal am negeri yang nenerinma atau nenperol eh
penghasi | an dari usaha dan/atau pekerjaan bebas, wajib
nmenyel enggar akan penbukuan di |ndonesia, sehingga dari
penbukuan tersebut dapat dihitung besarnya penghasil an
kena paj ak berdasar kan undang-undang ini.

Pada setiap tahun pajak berakhir, Wajib Pajak nenutup
penbukuannya dengan nenbuat neraca dan perhitungan
rugi -l aba berdasarkan prinsip penbukuan yang taat asas



(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -
(konsi st en) dengan tahun sebel unmya.

Pasal 14

Nor ma Penghitungan adal ah pedoman yang dipakai untuk
menent ukan peredaran atau peneriman bruto dan untuk
menent ukan penghasilan netto berdasarkan jenis usaha
perusahaan atau jenis pekerjaan bebas, yang dibuat dan
di senpurnakan terus-nenerus serta diterbitkan oleh
Direktur Jenderal Pajak, berdasarkan pegangan yang
di t et apkan ol eh Menteri Keuangan.

(2) Wjib ..
Waji b Pajak yang peredaran usahanya atau penerimnaan
bruto dari pekerjaan bebasnya yang berjum ah kurang
dari Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) setahun
dapat nenghitung penghasilan netto dengan nenggunakan
Nor ma Penghitungan, asal hal itu diberitahukan kepada
Direktur Jenderal Pajak dalam tenggang waktu 3 (tiga)
bul an pertama dari tahun paj ak yang ber sangkut an.

Jumah Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah)
di sesuai kan dengan faktor penyesuaian yang ditetapkan
dengan Keputusan Menteri Keuangan.

Waj i b Pajak sebagai mana di naksud dal am ayat (2) yang
tidak nenberitahukan kepada Direktur Jenderal Pajak
untuk menghitung penghasilan netto dengan nmenggunakan
Nor ma Penghi tungan, dianggap nemlih mnenyel enggarakan
penbukuan, dan karenanya tidak diperbol ehkan nenghitung
penghasilan netto dengan Norma Penghitungan tanpa
kenai kan sebagai mana di naksud dal am ayat (7).

Waji b Pajak sebagai mana di naksud dal am ayat (2) yang
menghi tung penghasilan nettonya dengan nenggunakan
Nor ma Penghi tungan, wajib nenyel enggarakan pencatatan
tentang peredaran atau penerinmaan brut onya.

Waji b Pajak yang waji b nenyel enggarakan penbukuan atau
nmenyel enggar akan pencat at an per edar an at au
nmenyel enggarakan pencatatan penerinmaan bruto tetapi
tidak at au tidak sepenuhnya menyel enggar akannya
sebagai mana ditetapkan oleh undang-undang ini, atau
ti dak nenperlihatkan buku dan catatan serta bukti lain
yang dimnta oleh Direktur Jenderal Pajak sehubungan
dengan kewaj i ban penyel enggar aan pembukuan at au
pencat at an penghasi | an nett onya di hi tung dengan
menggunakan Nor ma Penghi t ungan.

Paj ak yang dihasilkan dari penghitungan sebagai mana
di maksud dalam ayat (6), di tanbah dengan sanks
adm ni strasi berupa kenai kan sebagai mana diatur dal am
Pasal 13 ayat (3) Undang-undang Nonmor 6 Tahun 1983
tentang Ketentuan Urum dan Tata Cara Per paj akan.
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Pasal 15
Ment eri Keuangan dapat nmengel uarkan  keputusan  untuk

menet apkan Norma  Penghitungan Khusus guna nenghitung
penghasilan netto dari Wajib Pajak tertentu yang tidak dapat
di hi tung berdasar kan Pasal 16.

BAB |V
CARA MENGHI TUNG PAJAK

Pasal 16

(1) Penghasilan kena pajak, sebagai dasar penerapan tarif
bagi Wajib Pajak dal am negeri dalam suatu tahun paj ak,
di hi tung dengan cara mengur angkan penghasi | an
sebagai mana di maksud dalam Pasal 4 ayat (1), dengan
pengur angan sebagai mana di maksud dalam Pasal 6 ayat
(1), Pasal 7 ayat (1), dan Pasal 9 ayat (1) huruf b,
huruf c, dan huruf d.

(2) Penghasilan kena pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri
tertentu sebagai mana di maksud dal am Pasal 14 ayat (2),
di hi tung dengan menggunakan Nor ma Penghi t ungan
sebagai mana di naksud dal am Pasal 14 ayat (1),

(3) Penghasilan kena pajak bagi Wajib Pajak |luar negeri
adal ah jum ah penghasilan bruto yang diterina atau
di perol eh.

Pasal 17

(1) Tarif pajak vyang diterapkan atas penghasilan kena
paj ak, kecuali atas penghasilan sebagai mana di maksud
dal am Pasal 26, adal ah sebagai beri kut:

Penghasi | an kena paj ak Tarif pajak

sanpai dengan Rp 10. 000. 000, - 15%

(sepul uh juta rupiah) (I'i ma bel as persen)

di atas Rp 10.000. 000, - (sepuluh 25%

juta rupiah) sanpai dengan (dua pul uh i ma persen)

Rp. 50.000.000,- (lim puluh juta

r upi ah)

di atas Rp 50.000.000,- (lim 35%

pul uh juta rupiah) (tiga puluh I'im persen)
(2) Jum ah ...

(2) Jum ah penghasilan kena pajak sebagaimana di naksud
dal am ayat (1)tersebut akan disesuai kan dengan suatu
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faktor penyesuaian yang ditetapkan dengan Keputusan
Ment eri Keuangan.

Untuk keperluan penerapan tarif sebagai mana di maksud
dal am ayat (1), penghasilan kena pajak dibulatkan ke
bawah hi ngga ri buan rupi ah penuh.

Bagi Wajib Pajak orang pribadi atau perseorangan yang
kewaj i ban paj ak subyektifnya sebagai Subyek Pajak dal am
negeri dinulai setelah pernulaan tahun pajak atau
berakhir dalam tahun pajak, meka pajak yang terhutang
adal ah sebanyak jum ah hari dari bagian tahun pajak
di bagi 360 (tiga ratus enam puluh) dikalikan dengan
pajak yang terhutang untuk satu tahun pajak yang
di hasi | kan karena penerapan ayat (1) dan ayat (2).
Penghasilan netto yang diperoleh selama bagian dari
tahun pajak dihitung terlebih dahulu nenjadi jum ah
set ahun.

Unt uk keperl uan penghitungan paj ak sebagai mana di maksud
dal am ayat (4) tiap bulan yang penuh dihitung 30 (tiga
pul uh) hari.

Pasal 18

Ment er i Keuangan berwenang nengel uarkan keputusan
nmengenai besarnya perbandi ngan antara hutang dan nodal
per usahaan untuk keperluan penungutan paj ak berdasarkan
undang- undang ini .

Direktur Jenderal Pajak berwenang untuk nenentukan
kenmbal i besarnya penghasil an dan/atau pengurangan, dan
menent ukan hutang sebagai nodal untuk  nmenghi tung
besarnya penghasilan kena pajak bagi Wajib Pajak yang
menpunyai hubungan isti nmewa dengan Waji b Paj ak | ai nnya.

Hubungan istinmewa sebagai mana di naksud dalam Pasal 5
ayat (1) dan ayat (2), Pasal 9 ayat (1) huruf e dan
ayat (2) Pasal ini
a. dalamhal Wajib Pajak adal ah badan
1) hubungan antara dua atau |lebih Wajib Pajak yang
berada di bawah penilikan atau penguasaan yang
sama, bai k | angsung maupun tidak | angsung;

2) hubungan ...
2) hubungan antara Wjib Pajak yang nenpunya
penyertaan 25% (dua puluh |ima persen) atau
| ebi h pada pi hak yang lain, atau hubungan antara
Waji b Pajak yang nenpunyai penyertaan 25% (dua
puluh lima persen) atau |ebih pada dua pihak
atau |ebih, demkian pula hubungan antara dua
pi hak atau | ebi h yang di sebut terakhir;
b. dalam hal Wajib Pajak adalah orang pribadi atau
per seor angan :
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kel uarga sedarah dan senenda dal am garis keturunan
| urus satu derajat atau kel uarga sedarah dan senenda
dal am gari s keturunan ke sanpi ng satu deraj at.

(4) Dua pihak atau Ilebih yang nasing-masing nerupakan
per seroan, persekutuan, atau perkunpulan [|ainnya yang
menpunyai hubungan i stinmewa dengan penyertaan 50% (i na
pul uh persen) atau |ebih, pengenaan pajaknya yang
di hitung dengan nenggunakan |apisan tarif terendah
sebagai mana di naksud dal am Pasal 17, hanya diterapkan
satu kali saja.

Pasal 19

Dengan Per at ur an Pemerintah  dapat di tetapkan  faktor
penyesuai an dal am hal terjadi ketidakserasian antara unsur-
unsur biaya dengan penghasilan yang di sebabkan karena
per kembangan har ga.

BAB V
PELUNASAN PAJAK DALAM TAHUN BERJALAN

Pasal 20

(1) Pajak yang diperkirakan akan terhutang dalam suatu
tahun pajak, dilunasi oleh Wajib Pajak dalam tahun
berjalan nel alui penotongan dan penungutan pajak ol eh
pihak lain, serta penbayaran pajak oleh Wajib Pajak
sendiri.

(2) Pelunasan pajak nel al ui penotongan dan penungutan paj ak
ol eh pihak lain serta penbayaran pajak oleh Wajib Pajak
sendiri tersebut, nerupakan angsuran pajak yang akan
di kredi tkan terhadap Pajak Penghasilan yang terhutang
unt uk sel uruh tahun pajak yang ber sangkut an.

(3) Masa ...
(3) Masa pajak dipergunakan sebagai jangka waktu untuk
nmenent ukan besarnya Cbyek Pajak dan besarnya pajak yang
terhutang, yang harus dilunasi sebagai angsuran dalam

t ahun berj al an.

(4) Masa paj ak sebagai mana di meksud dal am ayat (3) adalah 1
(satu) bulan atau selama jangka waktu lain vyang
di t et apkan ol eh Menteri Keuangan.

Pasal 21

(1) Penptongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan
pekerjaan dan penyetorannya ke Kas Negara, wajib

di | akukan ol eh:
a. penberi kerja yang nenbayar gaji, upah, dan
honor ari um dengan nama apapun, sebagai inbalan atas
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pekerjaan yang dilakukan oleh pegawai atau orang
| ai n yang di |l akukan di | ndonesi a;

b. bendaharawan Penerintah yang nenbayar gaji, upah,
honorarium tunjangan tetap, dan penbayaran |ain,
dengan nanma apapun sehubungan dengan pekerjaan atau
j abat an yang di bebankan kepada Keuangan Negar a;

c. badan dana pensiun yang nenbayar kan uang pensi un;

d. perusahaan dan badan- badan yang nenbayar honorarium
atau penbayaran | ain sebagai inbalan atas jasa yang
di | akukan di I ndonesia oleh tenaga ahli dan/atau
per sekutuan tenaga ahli sebagai Wajib Pajak dalam
negeri yang nel akukan pekerjaan bebas.

Bagi an penghasilan yang dipotong pajak untuk setiap
masa pajak adalah bagian penghasilan yang nelebi hi
seperdua belas dari penghasilan tidak kena pajak
sebagai mana di naksud dal am Pasal 7.

Pada saat seseorang nulai bekerja atau nulai pensiun
unt uk mendapat pengurangan sebagai mana di maksud dal am
Pasal 7, ia harus nenyerahkan surat pernyataan kepada
penberi kerja, bendaharawan Penerintah atau badan dana
pensi un, yang nenyatakan juml ah tanggungan kel uar ganya.

Per nyat aan sebagai mana di maksud dalam ayat (3) akan
di gunakan ol eh penberi kerja, bendaharawan Penerintah
atau badan dana pensiun, untuk nenetapkan besarnya
penghasi |l an kena pajak, kecuali apabila Wajib Pajak
yang bersangkutan nmemasukkan surat pernyataan baru
t ent ang adanya per ubahan.

(5) Tarif
Tarif penotongan pajak atas gaji, upah, dan honorarium
adalah sama dengan tarif penghasilan kena pajak
sebagai mana di naksud dal am Pasal 17.

Jum ah paj ak yang di potong atas bagi an upah setiap nasa
paj ak akan di muat dal am Buku Petunjuk yang di kel uarkan
ol eh Direktur Jenderal Pajak sebagai mana di maksud dal am
ayat (9).

Setiap orang yang tidak nmenpunyai penghasilan lain
kecuali penghasilan sehubungan dengan pekerjaan yang
secara benar dan tepat telah dipotong pajaknya, juniah
paj ak yang telah dipotong sebagai mana di maksud dal am
ayat (2) dan ayat (5) nerupakan pelunasan pajak yang
terhutang untuk tahun yang bersangkutan berdasarkan
undang- undang ini .

Setiap orang yang nenpunyai penghasilan lain di |uar
penghasi | an sehubungan dengan pekerjaan dan setiap
orang yang nenperoleh penghasilan sehubungan dengan
pekerjaan lebih dari satu penberi kerja diharuskan
menyanpai kan Surat Penberitahuan Tahunan sebagai nana
di maksud dal am Pasal 30 dan Pasal 3 Undang-undang Nonor
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6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara
Per paj akan.

Paj ak yang terhutang seluruhnya di kurangi dengan pajak
yang tel ah di potong sebagai kredit sebagai mana di naksud
dal am Pasal 28.

Direktur Jenderal Paj ak nenerbitkan Buku Petunj uk
tentang penotongan pajak atas penbayaran gaji, upah,
honorarium dan |ain-lain sehubungan dengan pekerjaan
atau jasa lain yang diberikan.

Pasal 22

Menteri Keuangan dapat nenetapkan badan-badan tertentu
untuk menmungut pajak dari Wajib Pajak yang nel akukan
kegi atan usaha di bidang inpor atau kegiatan usaha di
bi dang | ai n yang nenperol eh penbayaran untuk barang dan
j asa dari Bel anja Negar a.

Dasar penungutan dan besarnya pungutan ditetapkan

dengan Keput usan Ment er i Keuangan ber dasar kan
perti nbangan, bahwa jum ah pungutan itu diperkirakan
nmendekati jum ah pajak yang terhutang atas penghasil an

dari kegi atan usaha yang ber sangkut an.
Pasal 23 ...
Pasal 23

At as penghasilan tersebut di bawah ini, dengan nanma dan
dal am bentuk apapun, yang di bayarkan atau yang
terhutang oleh badan Penerintah, badan usaha mlik
negara dan daerah dengan nama dan dal am bentuk apapun
atau oleh Waji b Pajak badan dal am negeri | ai nnya kepada
Waji b Pajak dalam negeri, selain bank atau |enbaga
keuangan | ainnya, dipotong pajak sebesar 15% (linm
bel as persen) dari jum ah bruto, oleh pihak yang wajib
menbayar kan:

a. dividen dari perseroan dal am negeri;

b. bunga, termasuk inbal an karena jam nan pengenbal i an

hut ang;

c. sewa, royalti, dan penghasilan |ain sehubungan
dengan penggunaan hart a;

d. inbalan yang dibayarkan untuk jasa teknik dan jasa

manaj enmen yang di | akukan di | ndonesi a.

Orang pribadi atau perseorangan sebagai Wajib Pajak
dal am negeri dapat ditunjuk oleh Direktur Jenderal
Paj ak untuk nmenotong paj ak sebagai mana di maksud dal am
ayat (1).

Bunga dan dividen tertentu yang tidak nelanpaui suatu
jumah yang diatur Iebih [lanjut dengan Peraturan
Peneri nt ah, di kecual i kan dari penot ongan paj ak
sebagai mana di naksud dal am ayat (1).

Pasal 24
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Paj ak yang di kenakan dalam suatu tahun pajak yang
di hi tung menur ut ket ent uan undang- undang in
di kredi t kan dengan paj ak yang di bayar atau terhutang di
luar negeri oleh Wajib Pajak dalam tahun pajak yang
sama atas penghasilan yang diterim atau diperoleh di
| uar negeri.

Kredit yang diperbol ehkan berkenaan dengan penghasil an
yang diterima atau diperoleh di luar negeri itu untuk
tahun pajak yang bersangkutan, terbatas pada jumnl ah
pajak yang dihitung atas penghasilan luar negeri,
ber dasar kan undang- undang i ni .

(3) Dalam...
Dal am nenghitung batas jumah pajak yang dapat
di kr edi t kan, penghasi | an- penghasil an  yang di maksud
dal am Pasal 26 dianggap berasal dari |ndonesia, dan
dal am menent ukan sunber penghasi | an | ai nnya

di pergunakan prinsip yang sana.

Ji ka paj ak penghasilan luar negeri yang dimnta untuk
di kreditkan itu ternyata di kurangkan atau di kenbal i kan,
maka pajak yang terhutang nenurut undang-undang in
harus ditanmbah dengan jum ah tersebut pada tahun
pengur angan atau pengenbalian itu dil akukan.

Pasal 25

Besarnya angsuran paj ak dal am tahun berjal an yang harus
di bayar sendiri oleh Wjib Pajak untuk setiap nasa
paj ak, adal ah sebesar pajak yang terhutang pada tahun
pajak yang l|alu dikurangi dengan penotongan dan
pemungutan pajak serta pajak yang di bayar at au
terhutang di luar negeri sebagai mana di maksud nasi ng-
masi ng dal am Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, dan Pasal
24, di bagi dengan banyaknya masa paj ak.

Yang di maksud dengan pajak yang terhutang dalam ayat
(1) adalah pajak nenurut Surat Penberitahuan Tahunan
t erakhir, kecual i apabila pajak yang ditetapkan
terakhir oleh Direktur Jenderal Pajak jum ahnya |ebih
besar.

Besarnya angsuran paj ak dal am tahun berjal an yang harus
di bayar sendiri oleh Wajib Pajak tertentu untuk setiap
masa pajak diatur lebih lanjut dengan Peraturan
Peneri nt ah.

Pasal 26

At as penghasilan tersebut di bawah ini, dengan nama dan
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dal am bentuk apapun, yang dibayarkan atau yang terhutang
ol eh badan penerintah, badan usaha mlik negara dan daerah
dengan nama dan dal am bentuk apapun atau ol eh Wajib Pajak
dalam negeri lainnya kepada Wajib Pajak |luar negeri,
di potong pajak yang bersifat final sebesar 20% (dua pul uh
persen) dari jum ah bruto ol eh pihak yang wajib nenbayar kan

a. di vi den dari perseroan dal am negeri ;
b. bunga, termasuk inbalan karena jam nan pengenbalian

hut ang;
C. sewa,
C. sewa, royalti, dan penghasilan lain karena penggunaan
hart a;
d. i mbal an yang di bayarkan untuk jasa teknik, jasa

manaj emen dan jasa | ai nnya yang dil akukan di | ndonesi a;
e. keunt ungan sesudah di kurangi pajak dari suatu bentuk
usaha tetap di I ndonesi a.

Pasal 27

Pengat ur an | ebi h | anj ut pemenuhan kewaj i ban paj ak
sebagai mana di naksud dal am Pasal 21, Pasal 23, dan Pasal 25
di t et apkan dengan Per aturan Peneri nt ah.

BAB VI
KREDI T PAJAK, PELUNASAN KEKURANGAN PEMBAYARAN PAJAK,
SURAT PEMBERI TAHUAN TAHUNAN, DAN PENGEMBALI AN KELEBI HAN
PEMBAYARAN PAJAK

Pasal 28

Bagi Wajib Pajak dalam negeri, pajak yang terhutang untuk

seluruh tahun pajak nenurut undang-undang ini, dikurangi

dengan kredit pajak berupa :

a. penot ongan pajak atas penghasilan dari pekerjaan
sebagai mana di naksud dal am Pasal 21;

b. penmungut an paj ak at as penghasi | an dari usaha
sebagai mana di naksud dal am Pasal 22;

C. penotongan pajak atas penghasilan berupa bunga,
di viden, royalti sewa, dan inbalan |ain sebagai mana
di maksud dal am Pasal 23;

d. paj ak yang dibayar atau terhutang di luar negeri

sebagai mana di naksud dal am Pasal 24;

e. penbayaran yang dilakukan oleh Wajib Pajak sendir
untuk tahun pajak yang Bbersangkutan sebagai mana
di maksud dal am Pasal 25.

Pasal 29

Apabila pajak yang terhutang untuk suatu tahun pajak
ternyata lebih besar dari pada jum ah kredit paj ak
sebagai mana di meksud dal am Pasal 28, nmka kekurangan pajak
yang terhutang harus dilunasi sel anbat-I| anbat nya pada akhir
bul an keti ga sesudah tahun paj ak yang bersangkutan berakhir,
sebel um Surat Penberitahuan Tahunan di sanpai kan.
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Pasal 30 ...
Pasal 30

Waj i b Paj ak dal am negeri diwajibkan untuk nenyanpai kan
Surat Penberitahuan Tahunan yang dilanpiri dengan
Lapor an Keuangan berupa neraca dan per hi t ungan
rugi | aba, sesuai dengan ketentuan yang dinuat dal am
Pasal 4 Undang-undang Nonor 6 Tahun 1983 tentang
Ket ent uan Umum dan Tata Cara Per paj akan.

Surat Penberitahuan Tahunan tersebut dalam ayat (1)
sekur ang- kurangnya nenuat jum ah peredaran, juniah
penghasil an, jum ah penghasilan kena pajak, jum ah
paj ak yang terhutang, jum ah pajak yang telah dil unasi
dalam tahun berjalan, dan jum ah kekurangan atau
kel ebi han paj ak.

Di kecual i kan dari kewaji ban sebagai mana di naksud dal am

ayat (1) adalah orang pribadi atau perseorangan:

a. yang tidak nenpunyai penghasilan lain selain
penghasi | an sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan
dari satu penberi kerja sebagai mana di naksud dal am

Pasal 21;
b. yang nenperoleh penghasilan netto yang tidak
nmel ebi hi jum ah penghasilan tidak kena pajak

sebagai mana di naksud dal am Pasal 7.

Jum ah paj ak yang terhutang nenurut Surat Penberitahuan
Tahunan yang di sanpai kan ol eh Waji b Paj ak adal ah juni ah
paj ak yang terhutang nenurut undang-undang ini.

Apabila Direktur Jenderal Pajak nendapatkan bukti
bahwa jum ah pajak vyang terhutang nenurut  Surat
Penberitahuan Tahunan itu tidak benar, maka Direktur
Jenderal Pajak nenetapkan jum ah pajak terhutang yang
senesti nya.

Pasal 31

Apabila pajak yang terhutang untuk suatu tahun pajak
ternyata lebih kecil daripada jumah kredit pajak
sebagai mana di mnaksud dal am Pasal 28, naka kel ebihan
penbayaran pajak dikenbalikan atau diperhitungkan
dengan hut ang paj ak | ai nnya.

(2) Sebelum ...
Sebel um dil akukan pengenbalian atau diperhitungkan
kel ebi han penbayaran pajak sebagai mana di maksud dal am
ayat (1), Direktur Jenderal Pajak berwenang untuk
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nmengadakan peneri ksaan atas Laporan Keuangan, buku, dan
catatan | ainnya, serta atas hal lain yang dianggapnya
perlu untuk nenetapkan besarnya pajak yang terhutang
sesuai dengan ket entuan undang-undang ini.

BAB VI |
KETENTUAN LAI N- LAI N
Pasal 32

Tata cara pengenaan paj ak dan sanksi -sanksi berkenaan dengan
pel aksanaan undang-undang ini diatur dalam Undang-undang
Nonor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara
Per paj akan, kecuali apabila tata cara pengenaan pajak
di t ent ukan | ai n dal am undang- undang i ni .

BAB VI ||
KETENTUAN PERALI HAN

Pasal 33

(1) Waib Pajak yang tahun bukunya berakhir pada tanggal 30
Juni 1984 serta yang berakhir antara tanggal 30 Jun
1984 dan tanggal 31 Desenber 1984 dapat nmemlih cara
nmenghi t ung paj aknya ber dasar kan ket ent uan dal am
Ordonansi  Pajak Perseroan 1925 atau O donansi Pajak
Pendapatan 1944, atau berdasarkan ketentuan dal am
undang- undang ini .

(2) Fasilitas perpajakan yang tel ah di beri kan sanpai dengan
tanggal 31 Desenber 1983, yang:
a. jangka waktunya terbatas, dapat dinikmati oleh Wajib
Paj ak yang bersangkut an sanpai sel esai ;"
b. jangka waktunya tidak ditentukan, dapat diniknmati
sanpai dengan tahun paj ak sebel umtahun paj ak 1984.

(3) Penghasilan kena pajak yang diterinma atau diperoleh
dal am bi dang penanbangan m nyak dan gas bum serta
dal am bi dang penanbangan |ainnya sehubungan dengan

Kontrak Karya dan Kontrak Bagi Hasil, vyang masih
berl aku pada saat ber| akunya undang-undang ini,
di kenakan paj ak ber dasar kan ket ent uan- ket ent uan

Ordonansi Paj ak Perseroan 1925 dan Undang-undang Paj ak
atas Bunga, Dividen dan Royalti 1970 beserta senua
per at uran pel aksanaannya.
Pasal 34 ...
Pasal 34

Dengan berl akunya undang-undang ini, peraturan pelaksanaan
di bi dang pengenaan Paj ak Perseroan 1925, Pajak Pendapatan
1944 dan Pajak atas Bunga, Dividen dan Royalti 1970 tetap
berl| aku, sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang
i ni dan sepanjang belum di ganti dengan peraturan pel aksanaan
yang bar u.

BAB | X
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KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Hal - hal yang belum cukup diatur dalam undang-undang ini
di atur |l ebih | anjut dengan Peraturan Penerintah.

Pasal 36

(1) Undang-undang ini nulai berlaku pada tanggal 1 Januari
1984.

(2) Undang-undang ini dapat disebut Undang-undang Pajak
Penghasi | an 1984.

Agar supaya setiap orang nengetahuinya, nmemner i nt ahkan
pengundangan undang-undang ini dengan penenpatannya dalam
Lenbaran Negara Republi k | ndonesi a.

D sahkan di Jakarta

pada tanggal 31 Desenber 1983
PRESI DEN REPUBLI K | NDONESI A,
TTD

SCEHARTO

Di undangkan di Jakarta

pada tanggal 31 Desenber 1983
MENTERI / SEKRETARI S NEGARA
REPUBLI K | NDONESI A,

TTD

SUDHARMONO, S. H.

LEMBARAN NEGARA REPUBLI K | NDONESI A TAHUN 1983 NOMOR 50
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PENJELASAN
ATAS
UNDANG- UNDANG REPUBLI K | NDONESI A
NOMOR 7 TAHUN 1983
TENTANG
PAJAK PENGHASI LAN

Ber dasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945
Pasal 23 ayat(2) sistem dan peraturan perundang-
undangan perpaj akan yang nerupakan | andasan pel aksanaan
pemungutan paj ak negara, termasuk tentang Paj ak
Penghasi | an, harus ditetapkan dengan undang-undang.

Pel aksanaan penbangunan sebagai penganal an Pancasil a
di arahkan agar Negara dan Bangsa nmanpu nenbi ayai
penbangunan Nasional dari sunber-sunber dalam negeri
dengan nenbagi beban penbangunan antara gol ongan
ber pendapat an tinggi dan gol ongan berpendapat an rendah,
sesuai dengan rasa keadil an, untuk nendorong penerataan
Penbangunan Nasi onal dal am rangka mnenper kokoh Ket ahanan
Nasi onal .

Paj ak Penghasilan yang mnerupakan salah satu sunber
peneri maan Negara yang berasal dari pendapatan Rakyat,
perlu diatur dengan undang-undang yang dapat nenberi kan
kepastian hukum sesuai dengan kehi dupan dalam Negara
Denokr asi Pancasi | a.

Undang- undang Pajak Penghasilan ini nengatur materi
pengenaan paj ak yang pada dasarnya nenyangkut Subyek
Paj ak (siapa yang dikenakan), GObyek Pajak (penyebab
pengenaan), dan Tarip Pajak (cara nenghitung jum ah
paj ak) dengan pengenaan yang nerata serta penbebanan
yang adil. Sedangkan tata cara penungutannya diatur
dal am undang-undang tersendiri dalam rangka mewj udkan
keser aganman, sehi ngga nenpernudah nasyarakat untuk
nmenpel aj ari, nmemaham , serta nenat uhi nya.

Dal am sistem peraturan perundang-undangan perpaj akan

yang |ama, pengenaan pajak atas penghasilan diatur

dal am ber bagai undang-undang, yaitu :

a. Ordonansi Paj ak Perseroan 1925, yang nengatur
nmengenai nateri pengenaan dan tata cara pengenaan
paj ak atas penghasilan dari badan-badan.

b. Ordonansi .

b. Ordonansi Pajak Pendapatan 1944, vyang nengatur

nmengenai nateri pengenaan dan tata cara pengenaan

paj ak atas penghasilan dari orang-orang pribadi.

Dal am Ordonansi ini juga diatur penotongan pajak

ol eh penberi kerja atas penghasilan dari pegawai
atau karyawan dari penberi kerja tersebut.

c. Undang-undang Pajak atas Bunga, D viden Royalti
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1970, yang nengatur nengenai materi pengenaan dan
tata cara pengenaan pajak atas penghasilan berupa
bunga, dividen, dan royalti, yang wajib dipotong
ol eh orang-orang dan badan-badan yang nenbayarkan
bunga, dividen, dan royalti yang bersangkutan.

d. Undang-undang Nonor 8 Tahun 1967 juncto Peraturan
Penerintah Nonmor 11 Tahun 1967, yang nengatur
nmengenai tata cara pengenaan paj ak atas penghasil an,
terutama berupa | aba usaha, sepanjang nengenai tata
cara penungutan ol eh pihak lain (MPO dan penbayaran
oleh Wajib Pajak sendiri (MPS-Masa) dalam tahun
berjalan serta perhitungan pada akhir tahun(MPS-
Akhir).

Dal am sistem peraturan perundang-undangan perpaj akan

yang baru, diatur:

a. senmua ketentuan yang berkenaan dengan rmateri
pengenaan pajak atas penghasilan yang diperoleh
orang pribadi atau perseorangan dan badan-badan,
di at ur dal am undang- undang i ni

b. ketentuan-ketentuan nengenai tata cara pengenaan
paj ak bai k berkenaan dengan Pajak Penghasil an,
maupun ber kenaan dengan pajak-pajak lain yang
pengenaannya dil akukan oleh Direktorat Jendera
Paj ak, di atur dal am Undang-undang Nonmor 6 Tahun 1983
tentang Ketentuan Urum dan Tata Cara Per paj akan.

Tujuan dari penyeder hanaan ini sebagai mana tel ah
di kemukakan sebel ummya, adal ah unt uk menper nudah
masyar akat nenpel aj ari, nmenaham , dan nmemat uhi nya.

Undang- undang ini menyeder hanakan  struktur paj ak,
seperti jenis-jenis pajak, tarif dan cara penenuhan
kewaj i ban pajak. Tarif pajak ditetapkan secara wajar
ber dasarkan prinsip-prinsip penerataan dal am penungut an
paj ak dan keadilan dalam penbebanan pajak. Struktur
tarif di sederhanakan dan bersifat progresif, artinya
semakin tinggi penghasilan senmakin tinggi persentase
tarif pajak.

Tari f

Tarif untuk orang pribadi atau perseorangan sanma dengan

tarif untuk badan, dengan tingkat tarif maksimal yang

| ebih rendah dari pada tarif [|ama, sehingga akan

di capai kebai kan-kebai kan sebagai beri kut:

a. sederhana, artinya bagi Wjib Pajak nudah untuk
menghi tung, bagi adm nistrasi pajak nudah nenguji
penghi tungan paj ak yang dil akukan ol eh Wajib Pajak;
juga bagi Wajib Pajak badan tidak ada lagi tarif
yang berbeda-beda, sehingga |[|ebih nendukung | agi
keseder hanaan dan kenudahan seperti disebutkan di
at as.

b. keadilan dan penerataan beban, berlakunya tarif yang
sama saja bagi tingkat penghasilan yang sanma dari
manapun diterima atau di perol eh.
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c. neningkatkan kepatuhan Wajib Pajak, oleh karena
tarif marginal tertinggi hanya 35%tiga puluh |ina
persen), naka kerelaan Wajib Pajak untuk nenbayar
akan neni ngkat; neningkatnya kerel aan nenbayar dan
bertanbah nudahnya bagi adm nistrasi pajak untuk
menguji akan |ebih neningkatkan kepatuhan Whjib
Paj ak.

d. nengurangi pengalihan penghasilan dari badan kepada
per seorangan atau sebaliknya, sebab pengal i han
semacam itu tidak nenberi kan nmanfaat kepada Wajib
Paj ak.

PASAL DEM PASAL

Pasal 1
Undang-undang ini  nengatur pengenaan pajak atas
penghasi | an, baik penghasilan yang diterinma atau
di peroleh orang pribadi atau perseorangan naupun
badan yang terhutang sel anma satu tahun paj ak.

Pasal 2
Ayat (1)
Pengertian Subyek Pajak nencakup, baik orang
pri badi atau perseorangan dan warisan yang bel um
t er bagi maupun badan.

Huruf a
1) Orang pribadi atau perseorangan adal ah Subyek
Paj ak, bai k apabila nereka bertenpat tinggal di
| ndonesia maupun apabila nereka bertenpat
ti nggal di | uar | ndonesi a. Mereka  yang
bertenpat tinggal di Indonesia nulai nenjadi
Subyek Paj ak ...
Subyek Pajak pada saat lahir di Indonesia, atau
bila seseorang berada di |Indonesia |ebih dari
183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam
jangka waktu 12(dua Dbel as)bul an, maka ia
menj adi Subyek Pajak pada saat pertama Kkali
berada di | ndonesi a. Jum ah 183 (seratus
delapan puluh tiga) hari tersebut tidaklah
harus berturut-turut.
Orang pribadi yang bertenpat tinggal atau
berada di Indonesia tidak |agi nenjadi Subyek
Paj ak pada saat meni nggal duni a at au
meni nggal kan I ndonesia untuk selama-I|amnya.
Bagi nmereka yang bertenpat tinggal di [luar

| ndonesi a, baru nenj adi Subyek Pajak di
| ndonesi a apabila mnereka dapat nenerinma atau
menper ol eh penghasilan dari [|ndonesia. Mereka
tidak lagi nenjadi Subyek Pajak di |ndonesia
pada saat tidak-nmungkin lagi nenerima atau
menper ol eh penghasilan di I ndonesia, vyaitu

penghasi | an sebagai mana di naksud dal am Pasa
26.
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2) Warisan yang belum terbagi nerupakan Subyek
Paj ak pengganti, yaitu nmengganti kan  yang

ber hak. Bagi wari san yang belum terbagi mnulai
menj adi Subyek Pajak pada saat tinbulnya

war i san t er maksud( sej ak saat meni nggal nya
pewaris), dan berakhir pada saat warisan
tersebut di bagi kepada nereka yang berhak(ahli
waris).

Wari san baru nenj adi Wajib Pajak apabila
warisan yang belum terbagi itu nenberikan
penghasi | an.

Huruf b
Badan- badan seperti per ser oan t er bat as,

per seroan komanditer, badan usaha mlik negara,
dan badan usaha mlik daerah dengan nama dan
dal am bentuk apapun, persekutuan, perseroan
at au per kunpul an | ai nnya, firm, kongsi ,
per kunmpul an koperasi, yayasan atau |enbaga
mer upakan Subyek Pajak pada saat didirikannya
badan usaha atau organi sasi tersebut, atau pada

wakt u nmenper ol eh penghasi | an sebagai mana
di maksud dal am Pasal 26 bagi badan yang
didirikan atau bertenpat kedudukan di |uar
| ndonesi a.

Bagi .
Bagi badan yang didirikan atau bertenpat
kedudukan di I ndonesia tidak lagi nenjadi
Subyek Pajak setelah penyelesaian |ikuidasi,

dan bagi badan yang didirikan atau bertenpat
kedudukan diluar |ndonesia, tidak |agi nenjadi
Subyek Pajak |ndonesia pada saat terputusnya
hubungan ekonom s dengan | ndonesia yaitu sejak
tidak mungkin lagi nenerinma atau nenperoleh
penghasi | an dari | ndonesi a.

Perl u di perhatikan, bahwa setiap unit tertentu
dari badan penerintah yang nel akukan kegi atan
usaha secara teratur di bidang sosial ekonom
merupakan Subyek Pajak sebagai badan usaha
mlik negara.

Sudah barang tentu, badan usaha mlik negara
akan benar-benar di kenakan paj ak, apabi |l a
t er dapat Qbyek Paj ak, yaitu nmendapat kan
penghasi | an. Dem ki an pul a hal nya dengan badan
usaha m ik daerah.

Suatu badan di luar Indonesia yang nenmpunyai
bentuk usaha tetap di Indonesia nulai nenjadi
Subyek Pajak di |ndonesia, sejak adanya bentuk
usaha tetap itu.

Ayat (2)
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Cukup j el as
Ayat (3)
Huruf a
Cukup j el as.
Huruf b
Cukup j el as.
Hur uf c
Bentuk usaha tetap di Indonesia dari badan atau
perusahaan |uar negeri di gol ongkan sebagai
Subyek Pajak dalam negeri. Pada prinsipnya
Subyek Paj ak dal am negeri akan di kenakan paj ak
at as sel uruh penghasi | annya di manapun
di perol eh, baik di Indonesia maupun di |uar
| ndonesi a.

Penghasi | an ...
Penghasilan dari bentuk usaha tetap sebaga
Waj i b Pajak dal am negeri dirunmuskan tersendiri
dalam Pasal 5. Yang dapat nenpunyai bentuk
usaha tetap di Indonesia bukan saja setiap
badan, tetapi juga setiap perusahaan termasuk
per usahaan perseorangan di |uar |ndonesi a.

Yang di maksud dengan bentuk usaha tetap adal ah
wujud tertentu atau sesuatu yang kurang |ebih
menpunyai sifat tetap, yang dijadikan pusat
kegi atan sebagian atau seluruh usaha di
| ndonesi a dari suatu badan atau perusahaan yang
didiri kan, bertenpat kedudukan atau berada di
| uar | ndonesi a.

Yang di maksud dengan nenjal ankan usaha secara
teratur ialah nelakukan kegiatan usaha yang
menunj ukkan adanya nmaksud untuk dil akukan terus
menerus. M sal nya dal am hal penberian jasa-jasa
(furnishing of services), yang di dalamya
termasuk penberian jasa konsultasi(consultancy
services), apabila diberikan satu kali oleh
seorang asing yang datang di |ndonesia sebagai
turis, karena kebetulan dimnta oleh seorang
temannya di Indonesia, nmaka penberian jasa
semacam itu belum termasuk kegi atan usaha yang
di | akukan secara teratur, dan oleh karena itu
bel um dapat di anggap adanya bentuk usaha tetap
di I ndonesi a.

Namun apabila turis tersebut datang lagi ke
| ndonesi a Untuk nenberi kan jasa konsultasi atas
nama suatu perusahaan luar negeri kar ena
m sal nya di rekonendasi kan ol eh t emannya
tersebut diatas, kepada suatu perusahaan di
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| ndonesia, naka telah terdapat suatu petunjuk
tentang adanya nmaksud untuk nenberikan jasa

konsul tasi di Indonesia secara terus nenerus
dan oleh karena itu dalam hal ini telah
terdapat bentuk usaha tetap di | ndonesi a.
Perusahaan asuransi | uar neger i menpunyai
bentuk usaha tetap di | ndonesi a, apabi |l a

perusahaan tersebut nenerima penbayaran prem
asuransi di I ndonesia atau nmenanggung risi ko di
| ndonesi a, nelalui karyawannya atau perwakil an
| ai n, yang bukan nerupakan agen yang nenpunyai
kedudukan bebas (i ndependent).

Sebuah ...
Sebuah perusahaan luar negeri tidak dianggap
menpunyai bentuk wusaha tetap di | ndonesi a

apabi |l a dal am mel akukan kegi at annya di
| ndonesi a, dipergunakan perantara atau broker
atau agen lain yang sifatnya bebas, asalkan
perantara atau agen tersebut bertindak dalam
rangka perusahaannya sendiri.

O eh karena itu, bila agen tersebut bertindak
sepenuhnya atau hanpir sepenuhnya atas nam
perusahaan |uar negeri itu, naka perantara atau
agen tersebut tidak nenenuhi syarat sebaga
agen yang nenpunyai kedudukan yang bebas,
dengan perkataan lain, perantara atau agen
tersebut nerupakan bentuk usaha tetap dari
perusahaan | uar negeri tersebut.

Ayat (4)

Subyek pajak luar negeri adal ah Subyek Pajak yang
bertenpat tinggal atau berkedudukan di | uar
I ndonesia yang dapat nenerima atau mnenperoleh
penghasilan dari |ndonesia. Subyek Pajak yang
benar - benar nenperol eh penghasil an dan ol eh karena
itu berkewajiban untuk nenbayar pajak, disebut
dal am undang- undang ini sebagai Wajib Paj ak.

Dengan  perkat aan | ai n, Wajib Pajak adal ah
seseorang atau suatu badan yang telah nenmenuhi
syar at-syarat kewaji ban subyektif dan obyektif.

Per bedaan yang penting dari kewajiban Wajib Pajak
dal am negeri di bandi ngkan dengan kewajiban Wajib
Paj ak luar negeri adalah bahwa Wajib Pajak dal am
negeri, setelah tahun pajak berakhir, berkewajiban
unt uk menyanpai kan Surat Penberitahuan Tahunan.

Dal am Surat Penberitahuan Tahunan itu Wajib Pajak
nmel aporkan tentang senua penghasilan yang diterima
atau diperoleh, penghitungan penghasilan kena
paj ak, dan paj ak yang terhutang.

Dal am Surat Penberitahuan Tahunan itu Wajib Pajak
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j uga nel aporkan tentang senua pel unasan atas paj ak
yang terhutang. Apabila  Surat Penber it ahuan
Tahunan itu telah diisi dengan benar dan paj ak

yang ...
yang t er hut ang tel ah di | unasi sebagai mana

nmesti nya, maka kepada Wajib Paj ak yang
ber sangkutan tidak perlu diberikan Surat Ketetapan
Paj ak. Sur at Ket et apan Paj ak hanya perl u
di kel uar kan, dalam hal Wajib Paj ak tidak
menyanpai kan Surat Penberitahuan Tahunan atau
dal am hal Surat Penberitahuan Tahunan tidak benar
dan/atau tidak |engkap, sehingga pajak yang,
kurang di bayar perlu ditagih dengan  Surat
Ket et apan Paj ak, di t anbah dengan sanksi
adm ni strasi yang berkenaan. Sedangkan atas Wajib
Paj ak luar negeri tidak diwajibkan nenyanpai kan
Sur at Penberitahuan Tahunan.

Ayat (5)
Untuk nenentukan seseorang atau suatu badan
berada, bertenpat tinggal atau bertenpat kedudukan
di | ndonesi a adal ah berdasarkan keadaan atau
kenyat aan yang sebenar nya, sehi ngga dengan
dem ki an tidak ditentukan berdasarkan hal - hal yang
sifatnya fornal.

Ayat (6)
Dal am hal tertentu, Direktur Jenderal Paj ak
berwenang nenetapkan seseorang atau suatu badan
berada bertenpat tinggal atau berkedudukan. Hal
i ni ber dasar kan perti nbangan praktis unt uk
menberi kan kepasti an hukum

Pasal 3
Huruf a dan huruf b
Sesuai dengan kel aziman i nternasional, anggot a

perwakil an diplomati k, konsuler dan pejabat-pejabat
| ai nnya, dikecualikan sebagai Subyek Pajak di negara

tenpat nereka newakili negaranya. Dem kian juga
hal nya dengan anggota Angkatan Bersenjata negara
asing dan wakil -waki l or gani sasi I nt er nasi ona
seperti VWor | d Heal t h Or gani zati on (WHO) ,
| nt er nat i onal Monet ary Fund( | MF) dan sebagai nya.

Syarat ti nbal bali k adal ah nerupakan kel azi man
i nt er nasi onal .

Ji ka nmereka nenpunyai pekerjaan |ain atau usaha, maka
pengecual i an itu gugur dan akan di kenakan paj ak atas
penghasilan yang diterima atau diperoleh dari
pekerjaan | ain atau kegi atan usahanya.

Huruf ¢ ...
Hur uf c¢
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Ber dasar kan tujuan dan sifat dari Perusahaan Jawat an,
maka Perusahaan Jawatan dapat di kecualikan sebagai
Subyek Paj ak, berdasar kan Keputusan Menteri Keuangan.

Pasal 4

Dal am undang- undang i ni di anut pengertian penghasil an
yang |luas, yaitu setiap tanmbahan kemanpuan ekonom s.
Tanbahan kemanpuan ekonomis vyang diterima atau
di perol eh seseorang atau badan nerupakan ukuran yang
terbai k nengenai kemanpuan seseorang atau badan unt uk
I kut bersama-sama nem kul biaya yang diperl ukan
Pemeri ntah guna nenbi ayai kegi atan-kegi atannya bai k
yang rutin, maupun untuk penbangunan.

Ini  nmerupakan salah satu sifat dari sistem Pajak
Penghasilan ini yang bertujuan untuk neneratakan

beban penbangunan. Seti ap t anbahan kemanpuan
ekonom s, dari manapun datangnya, nerupakan tanbahan
kemanmpuan unt uk I kut mem kul bi aya kegi at an

Peneri nt ah.

Pengerti an penghasil an dal am undang-undang ini tidak

terikat | agi pada ada tidaknya sunber-sunber

penghasilan tertentu seperti yang di anut ol eh undang-
undang | ama. Penghasilan itu dilihat dari nengalirnya

t anbahan kemanpuan ekonom s kepada Waji b Paj ak, dapat

dlkelonpokkan menj adi :
penghasi | an dari pekerjaan, yaitu pekerjaan dalam
hubungan kerja dan pekerjaan bebas seperti
penghasi |l an dari praktek dokter, notaris, akuntan
publ ik, aktuaris (ahli matematika asuransi jiwa),
pengacara, dan sebagai nya;

- penghasilan dari kegiatan usaha, vyaitu Kkegiatan
mel al ui sarana perusahaan;

- penghasilan dari nodal, bai k penghasilan dari nodal
berupa harta gerak, seperti bunga, di vi den,
royal ti, maupun penghasilan dari nodal berupa harta
tak gerak, sewa rumah, dan sebagainya; juga
t ermasuk dal am kel onpok penghasilan dari nodal i ni
adal ah penghasilan dari harta vyang dikerjakan
sendiri, msalnya penghasilan yang diperoleh dari
pengerj aan sebidang, tanah, keuntungan penjual an
harta atau hak yang, tidak dipakai dal am nel akukan
kegi at an usaha;

- penghasilan |ain-Iain, seperti menang |otere,
penbebasan hutang, dan |ain-lain penghasilan yang
tidak termasuk dal am kel onpok | ai n.

Di |i hat

Dili hat dari penggunaannya, penghasilan dapat di pakai

untuk  konsunsi dan dapat pul a ditabung, yang

sel anj utnya di pakai untuk nenperol eh harta yang tidak

t er pakai habi s sebagai konsunsi dal am satu tahun.

Wal aupun penghasilan itu dapat dikel onpokkan, namun

pengertian penghasilan tidak terbatas pada yang

di perol eh dari sunber-sunber penghasilan tertentu.

Cont oh-cont oh yang disebut dalam undang-undang i ni
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sekedar unt uk menper j el as t ent ang pengerti an
penghasi |l an yang luas, dan tidak terbatas pada apa
yang di sebut kan ol eh undang-undang i ni .

Ayat (1)
Huruf a

Senmua inbalan atau penbayaran dari pekerjaan
dal am hubungan kerja yang dapat berupa upah,
gaji, dan sebagainya, termasuk Prem asuransi
jiwa dan asuransi kesehatan yang di bayar ol eh
penberi Kkerj a.

Penberian gaji dalam bentuk natura tidak
di mmsukkan dalam pengertian penghasilan bagi
penerima, seperti m salnya perunahan(kecuali d
daerah terpencil, vyang tidak tersedia runah
yang di sewakan), kendar aan ber not or, dan
sebagai nya.

Bagi pi hak penberi kerja, pengeluaran tersebut

tidak bol eh di kur angkan sebagai bi aya
sebagai mana di maksud dalam Pasal 9 ayat(1)
hur uf d.

Huruf b
Honorarium yang di bayar kan kepada artis,
ol ahr agawan, penber i ceramah  seperti pada
sem nar-sem nar internasional. Hadiah undian

mencakup juga pengertian hadi ah yang di berikan
tanpa di undi .

Hur uf c

Yang di maksud dengan |aba bruto usaha adal ah
penghasilan bruto yang diperoleh dari usaha.
Laba bruto wusaha ditanbah penghasilan bruto
| ai nnya sama dengan jum ah penghasilan bruto
sel uruhnya.

Dal am  Sur at Penber it ahuan Tahunan perl u
di l aporkan |aba bruto usaha dan pengurangan
yang di per bol ehkan ol eh undang-undang i ni.

Jadi
Jadi tidak di maksudkan, bahwa dalam Sur at
Penber it ahuan Tahunan hanya di | apor kan

penghasi | an kena paj ak. Penanbahan penghasil an
lain-lain dan pengurangan biaya lain-lain
terhadap laba netto dari wusaha nencerm nkan
adanya apa yang di sebut dal am dunia perpaj akan
sebagai konpensasi horizontal. Baik |aba netto
usaha maupun penghasilan lain-lain setelah di
kurangi biaya yang bersangkutan dapat nenjadi

negati f. Konpensasi hori zont al semacam itu
di per bol ehkan dal am nmenghi t ung penghasil an kena
paj ak.

Huruf d

Apabil a seorang Waji b Pajak nenjual harta |ebih
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dari harga sisa buku atau harga/nilai perol ehan
pada saat penj ual an, maka selisih harga

t ersebut nerupakan penghasilan. Jika harta yang
dijual itu bukan nmerupakan harta perusahaan dan
telah dimliki sebelum berlakunya undang-undang
i ni, penghasilan yang diperoleh adalah selisih
antara harga penjualan dengan nilai jual pada
saat undang-undang i ni berl aku.

Dem kian pula apabila sebuah badan usaha
menj ual kekayaan kepada penegang saham m sal nya
berupa nobil dengan harga sebesar harga sisa
buku Rp 1.000.000,- (satu juta rupi ah)sedangkan
di pasar harganya Rp 5.000.000,- (lim juta
rupi ah), maka selisih sebesar Rp 4.000.000, -
(enmpat juta rupiah) nerupakan penghasil an bagi
badan usaha tersebut dan bagi penegang saham
yang nenbeli itu, Rp 4.000.000,- (enpat juta
rupi ah) nerupakan penghasil an.

Huruf e

Pengenbal i an pajak yang telah diperhitungkan
sebagai biaya pada saat nenghitung penghasil an
kena pajak, msalnya Pajak Pertanmbahan Nl ai
Bar ang dan Jasa dan Paj ak Penjual an atas Barang
Mewah, yang setel ah ditetapkan kenbali ternyata
kel ebi han bayar, maka kel ebi han bayar tersebut
adal ah penghasi | an.

Hur uf f
Hur uf f
Dal am pengertian bunga termasuk pula inbalan
| ain sehubungan dengan jam nan pengenbalian
hut ang, bai k yang dijanji kan maupun ti dak.

Hur uf g
Ket entuan i ni mengatur tentang pengertian
penghasi | an berupa  dividen, yaitu bagi an

keuntungan yang diterima oleh para penegang
saham at au penmegang polis asuransi.

Nama apapun yang diberikan atau dalam bentuk
apa bagian keuntungan itu diterima tidak
menj adi perti nbangan. Ternmasuk dal am pengerti an
di vi den adal ah :

1) penbagian |aba baik secara |angsung maupun
tidak langsung, dengan nama dan dal am
bent uk apapun;

2) penbayaran kenbali karena |ikuidasi yang
mel ebi hi jum ah nodal yang di setorkan;

3) penberian saham bonus yang dil akukan tanpa
penyet or an yang tidak ber asal dar i
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peni | ai an kenbali harta perusahaan;

4) pencatatan tanbahan nodal yang dil akukan
tanpa penyetoran yang tidak berasal dari
peni | ai an kenbali harta perusahaan;

5) apa yang diterima atau diperoleh karena
penbel i an kenbal i saham saham ol eh
per seroan yang bersangkutan, yang nel ebi hi
jum ah setoran sahamya;

6) penbayaran kenbali seluruhnya atau sebagi an
dari nmodal yang telah disetorkan, jika
dalam tahun-tahun yang |anpau diperoleh
keunt ungan, kecuali jika penbayaran kenbal
itu adalah akibat dari pengecilan nodal
dasar (statuter) yang dil akukan secara sah;

7) penbayaran atas tanda-tanda |aba, termasuk
apa yang diterim sebagai penebusan tanda-
t anda tersebut;

8) laba dari obligasi yang ikut serta dalam
penbagi an | aba;

9) pengel uaran per usahaan unt uk keper | uan
pri badi pemegang saham yang di bebankan
sebagai bi aya perusahaan.

Perlu ...
Perlu ditegaskan disini, bahwa dari apa yang
di sebut pada angka 1 sanpai dengan angka 9 di
at as dapat di si npul kan, bahwa  pengertian

di viden atau penbagian keuntungan perusahaan
mencakup pengertian yang luas, yaitu setiap
penbagi an keuntungan perusahaan dengan nama dan
dalam bentuk apapun, Dalam praktek sering
di junpai  penbagi an/ penbayaran dividen secara
tersel ubung, m salnya dengan pengalihan harta
perusahaan kepada penegang saham atau peserta
dengan pengganti an harga di bawah harga pasar.

Selisih antara harga pasar dengan harga yang
di bayar ol eh penegang saham adal ah nerupakan
penbayaran dividen secara terselubung (Ilihat
penj el asan ayat (1) huruf d).

Cont oh :

Suatu harta PT A berupa nobil yang nenmpunyai
harga sisa buku sebesar Rp. 1. 000. 000, -
sedangkan harga pasar sebesar Rp. 5.000.000, -
. Mobi | tersebut dialihkan kepada penmegang saham
B dengan pengganti an sebesar harga sisa buku,
yaitu Rp. 1.000. 000, -.

Di  sini terdapat penbayaran dividen secara
t ersel ubung sebesar Rp. 4.000. 000, -. Berdasar kan
ketentuan ini PT A harus nenpotong Pajak
Penghasi | an sebesar 15% x Rp. 4.000.000,- = Rp.
600. 000, -.
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Dal am pengertian dividen ini termasuk pula
bagi an keuntungan yang diterinma ol eh pengurus
dari anggota koperasi.Pada tingkat koperasi,
Sisa Hasil Usaha koperasi yang senata-nata
berasal dari kegiatan yang dil akukan ol eh dan
unt uk kepentingan anggota tidak ternmasuk dal am
pengertian penghasilan vyang dikenakan Pajak
Penghasilan. deh karena itu, bagi pengurus

dari anggot a koper asi , penbagi an dan
pengenbalian Sisa Hasil Usaha koperasi yang
di teri manya mer upakan penghasi | an yang

di kenakan paj ak. Apabila penbayaran dar i
pengenbalian Sisa Hasil Usaha yang diterim
ol eh masi ng- masi ng pengur us dan anggot a
koperasi tidak nelebihi penghasilan tidak kena
paj ak meka penbagian dan pengenbalian Sisa

Hasil| Usaha koperasi tersebut tidak terkena
paj ak.

Huruf h ...

Hur uf h

Yang di maksud disini adal ah penbayaran royalti
at au apapun namanya sehubungan dengan
penggunaan hak seperti: hak paten/oktroi,
| i sensi, merek  dagang, pola atau nodel,

rencana, rahasia perusahaan, cara pengerjaan,
hak pengarang dan hak cipta nengenai sesuatu
karya di bi dang kesenian atau il mah, termasuk
karya fil m si nemat ogr af i

Pada dasarnya penbayaran royalti terdiri dari

tiga kel onmpok, yaitu penbayar an at as
penggunaan:
hak at as harta tak ber wuj ud: hak

pengarang, paten nmerek dagang, fornula
at au rahasi a perusahaan;

2) hak atas harta berwijud: hak atas alat-
al at i ndustri, koner si al dan i1 mu
penget ahuan:

3) jasa: penberian informasi yang diperl ukan

nmengenai usaha dan I nvest asi pada
umummya, pengal aman di bidang industri,
perniagaan dan ilnmu pengetahuan pada
khususnya,; yang di maksudkan dengan

informasi di sini adalah informasi yang
bel um di ungkapkan secara terbuka.

Hur uf i
Ketentuan ini nengatur penghasilan uang sewa
yang diterim atau diperoleh sehubungan dengan
penggunaan harta, baik harta gerak m salnya
sewa penakaian nobil dan sebagainya naupun
penggunaan harta tak gerak, msalnya sewa
rumah.

Hur uf
Cont oh :
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Tunj angan seunur hidup vyang dibayar secara
ber kal a.
Hur uf k

Penbebasan hutang ol eh pihak yang berpiutang-
mer upakan penghasilan bagi pihak yang senula
ber hut ang.

Ayat (2)
Ayat (2)
Sesuai dengan ketentuan dalam ayat (1) huruf f
pasal ini bunga nerupakan Obyek Paj ak.
Tabungan masyarakat nerupakan pula sunber dana
bagi pel aksanaan penbangunan.

Dengan  Peraturan Penerintah, terhadap bunga
deposito berjangka dan tabungan |ainnya dapat
di bebaskan dari pengenaan paj ak dengan
menper hat i kan per kenbangan nonet er serta
pel aksanaan penbangunan.

Ayat (3)
Huruf a

Harta hi bahan atau bantuan yang diterinma yang
tidak ada hubungannya dengan usaha atau
pekerjaan dari pihak-pi hak yang bersangkutan,
tidak t er masuk penghasi | an. I ni sebaga
| mbangan dari Pasal 9 ayat (1) huruf f yang
mengat ur bahwa harta hi bahan atau bantuan tidak
bol eh  di kurangkan dari penghasi | an pi hak
penberi .

Huruf b

Wari san sebagai tanbahan kemanpuan ekononi s
yang diterima ahli waris tidak nerupakan Cbyek
Paj ak, wal aupun warisan itu jum ahnya besar.
Wari san sebagai Subyek Pajak, baru dikenakan
pajak apabila warisan tersebut menber i kan
penghasi |l an, m salnya sewa yang diterinma dari
rumah wari san.

Hur uf c
Penbayaran ol eh perusahaan asuransi kepada
pemegang polis msalnya karena kecel akaan
kerugi an atau karena neni nggal nya tertanggung,
dem ki an juga penerimaan penbayaran bea siswa

dari perusahaan  asuransi tidak nmer upakan
penghasilan. Dalam Pasal 9 ayat (1) huruf ¢
di t ent ukan, bahwa prem asur ansi j1wa,
kesehat an, asuransi dw guna, dan asuransi bea
si swa, tidak bol eh di kur angkan dari

penghasi | an, kecuali prem tersebut di tanggung
ol eh penberi kerja.
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Huruf d ...
Hur uf d
Bil a seorang penberi kerja yang nerupakan Wajib
Paj ak nenurut pengertian undang-undang ini

menber i keni kmat an ber upa nat ur a kepada
karyawan atau orang lain yang ada hubungan
pekerj aan, maka keni kmatan tersebut ti dak

di anggap sebagai penghasi | an bagi pi hak
peneri ma. Yang di maksud dengan keni kmatan dal am
bentuk natura ialah suatu tanbahan kenmanpuan
ekonom s yang diterima atau diperoleh tidak
dal am bent uk uang seperti keni knmat an
menper gunakan nobil perusahaan dengan cuma-
cuma, keni kmatan nendiam rumah yang di sewa
ol eh perusahaan atau rumah mlik perusahaan,
penberi an ber as dengan cuma- cumnma, dan
sebagai nya.

Bagi pi hak penberi kerja jum ah tersebut tidak
bol eh di kurangkan sebagai biaya. Kenikmatan
pemakai an rumah yang di beri kan ol eh Penerintah
kepada pegawai Penerintah, Pejabat Negara dan
Pej abat Lenbaga Penerintah non Departenen
| ai nnya, tidak nmerupakan penghasilan bagi pihak
yang ber sangkut an.

Dal am pengertian Penerintah termsuk Perusahaan

Jawat an. Apabila yang menber i keni kmat an
tersebut bukan WAjib Pajak nenurut pengertian
undang-undang ini, nmaka kenikmatan tersebut

mer upakan penghasi | an bagi pi hak yang neneri na.

Cont oh:

Seorang pegawai bangsa |ndonesia yang bekerja
di salah satu perwakilan diplomatik, nmenperol eh
keni kmat an nenenpati runmah yang disewa oleh
perwakil an Di plonmati k tersebut atau keni knat an-
keni kmat an | ai nnya, mneka keni kmat an-keni krmat an
tersebut harus di masukkan sebagai penghasil an
bagi pegawai t er sebut, sebab per waki | an
di plomati k yang bersangkutan tidak merupakan
Subyek Pajak. Ketentuan ini di maksudkan untuk
mendor ong penbayaran ol eh penberi kerja kepada
pegawai atau karyawannya dil akukan dal am bent uk
uang, sehingga dengan dem kian nenpernudah
pengenaan paj aknya.

Huruf e ...
Huruf e
Seseorang yang nengalihkan harta atau anggota
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per sekutuan firma, perseroan komanditer, kongsi

yang nmengal i hkan harta  persekutuan unt uk
mendi ri kan Perseroan Terbatas dengan penbayaran
berupa saham (inbreng). naka keuntungan berupa
selisih antara harga sisa buku dengan nil ai

j ual hart a t er sebut, ti dak nmer upakan
penghasi | an, apabi | a setel ah terj adi nya
pengal i han, pihak yang nengalihkan harta atau
pi hak-pi hak yang nengalihkan harta secara
ber sana- sang, mem | i Ki paling sedikit 90%
(senmbilan puluh persen) dari seluruh nilai

saham disetor dari Perseroan Terbatas yang
meneri ma pengal i han.

Syarat 90% (Senbilan puluh persen) tersebut

harus di penuhi pada saat terjadinya pengalihan
yang ber sangkut an.

Hur uf f
Hart a yang di al i hkan kepada per ser oan
per sekutuan atau badan-badan |ainnya sebaga
penggant i saham at au sebagai penggant i
penyertaan nodal tidak dikenakan pajak pada
saat pengali han kepada perseroan itu, nelainkan
di kenudi an hari, apabila harta itu dijual atau
di al i hkan | agi :
O eh karena itu penilaian harta tersebut ketika
perseroan nenerim pengal i han harus sama dengan
harga si sa buku pada saat pengal i han.

Hur uf g

Dividen vyang diperoleh atau diterima oleh
perseroan dalam negeri dari perseroan |lain,
tidak dianggap sebagai penghasilan, apabila
perseroan yang nenerinma tersebut tidak sekedar
menbungakan wuang yang sedang tidak dipakai,
nmel ai nkan pada dasarnya bersifat kekal dan
kedua perseroan tersebut sebenarnya nerupakan
satu kesatuan jalur usaha. Dividen sebaga
hasi| penbungaan uang, senentara uang itu tidak
t er pakai , di kenakan paj ak.

Cont oh :
Cont oh :
PT A pabrik tekstil, PT B pabrik benang tenun.
Antara PT A dan PT B ada hubungan ekonom s
dalam jalur wusahanya. PT A nmemliki 25%dua
puluh lima persen) dari saham yang disetor PT
B, maka dividen yang diterim atau diperoleh PT
A dari PT B tidak termasuk dalam pengertian
penghasi | an.
Apabila badan yang nenerima atau mnenperoleh
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dividen nemliki saham 25% (dua puluh Ilim
persen) atau lebih dari nilai saham yang
di setor, sedangkan kedua badan tersebut tidak
menpunyai hubungan ekonomi s dalam jalur

usahanya, mka dividen vyang, diterinma atau
di peroleh tidak termasuk dalam pengecualian
sebagai (Qbyek Paj ak sebagai mana di maksud dal am
ketentuan ini.

Cont oh :

PT X pabrik tekstil. PT Y pabrik m numan. PT X
mem i ki 25% (dua puluh lim persen)dari saham
yang disetor dari PT Y. Antara PT X dan PT Y
tidak terdapat hubungan ekonom s dalam jalur
usahanya.

O eh karena itu, dividen yang diterima atau
di peroleh PT X dari PT Y tidak dikecualikan
sebagai Obyek Paj ak.

Dengan perkataan l|ain, dividen yang diterinm
atau diperoleh PT X dari PT Y nerupakan OCbyek
Paj ak.

Hur uf h
luran yang diterima oleh dana pensiun yang
penmbent ukannya tel ah nendapat persetujuan dari
Menteri  Keuangan, baik yang dibayar secara
berkal a dan yang di bayar sekaligus ol eh penberi
kerja maupun oleh Wajib Pajak sendiri tidak
t ermasuk penghasi |l an yang di kenakan paj ak.

Hur uf i
Pengertian wusaha yang senmata-nmata ditujukan
untuk kepentingan unum adalah kegiatan usaha
yang harus nenenuhi syar at - syar at sebaga
beri kut

1) kegiatan ...
1) kegi at an usaha harus semata-mata bersifat

sosi al dal am bi dang keaganaan,
pendi di kan, kesehat an, dan kebudayaan;

2) kegi at an usaha har us semat a- mat a
bert uj uan menbant u meni ngkat kan

kesej aht eraan masyar akat unum
3) kegi at an usaha ini tidak nenpunyai tujuan
mencari | aba.

Laba yayasan yang tidak termasuk pengertian
penghasi | an adal ah tidak | ai n dari pada
kel ebi han hasi | usaha vyang terjadi kar ena
real i sasi penerinmaan nelebihi realisasi biaya
yang di keluarkan dalam tahun pajak yang
ber sangkut an.

Laba ini tidak termasuk dal am pengertian Cbyek
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Paj ak menurut undang-undang ini, sepanjang |aba
tersebut semata-nmata nerupakan kel ebi han hasi
usaha sebagai diuraikan di atas, yang telah
di per hi tungkan untuk nel akukan kegi atan sosi al
yayasan atau perkumpulan tersebut. Apabila
penbayaran balas jasa yang diterima cukup
tinggi sehingga kel ebihan itu dibagi kan kepada
pengurus yayasan maka Kkegiatan yayasan itu
tidak lagi semata-mata untuk kepentingan unmum
dan kel ebi han t er sebut mer upakan bagi an
penghasi | an yang di kenakan paj ak.

Hur uf
Penghasi | an yayasan dari nodal yang ditanam di
| uar kegi at an yang semat a- mat a unt uk

kepenti ngan umum yang di gunakan untuk nenbi ayai
kegi at an sosial yayasan, tidak merupakan Cbyek
Paj ak. M sal nya suatu yayasan atau wakaf dal am
menbi ayai kegi at an sosi al nya meneri m
sunmbangan.

Kel ebi han sumbangan yang diterim dari
keperl uan biaya kegiatan tersebut ditanam di
| uar kegi atan sosialnya. Hasil yang diperoleh
dari penanaman nodal ini sepanjang di pergunakan
untuk  nenbi ayai kegi atan  sosi al nya, ti dak
mer upakan Cbyek Paj ak.

Hur uf k ...
Hur uf k

Penbagi an keunt ungan yang diterim at au
di perol eh anggota perseroan komanditer yang
nodal nya tidak terbagi atas saham saham firnma,
kongsi, dan persekutuan, tidak merupakan Cbyek
Paj ak. Namun, undang-undang nenberi kan wewenang
kepada Menteri Keuangan untuk nmengenakan Paj ak
Penghasi | an atas penbagi an keuntungan tersebut
di atas jika ketentuan ini disalahgunakan,
sehi ngga dapat nerugi kan Keuangan Negar a.

Pasal 5
Ayat (1)
Penghasi | an yang nenjadi Cbyek Pajak bentuk usaha
tetap adal ah sebagai beri kut

Huruf a
Yang di kenakan Paj ak Penghasi | an adal ah
penghasi |l an dari kegiatan usaha yang dil akukan
bentuk usaha tetap itu atau dari harta yang
di kuasai atau dimliki oleh bentuk usaha tetap
tersebut. Jadi senua penghasil an yang berkenaan
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dengan kegi atan usaha atau harta bentuk usaha
tetap yang bersangkutan, baik yang diperoleh di

| ndonesia rmaupun vyang diperoleh dari | uar
| ndonesi a mnerupakan penghasilan yang di kenakan
paj ak  berdasarkan ketentuan ini, m sal nya
penghasilan dari pem|likan saham saham di | uar
negeri oleh bentuk usaha tetap di Indonesia
mer upakan penghasilan yang di kenakan pajak di
| ndonesi a.
Huruf b

Bila induk perusahaan atau badan l|ain diluar
neger i yang menpunyai hubungan i stinmewa,

nmel akukan kegi atan yang sejenis dengan yang
di | akukan oleh bentuk usaha tetapnya di

| ndonesi a, maka penghasilan dari kegi at an
tersebut harus dikenakan Pajak Penghasilan di
| ndonesia. Hal ini dinmksudkan, agar supaya

penghasi | an kegi atan-kegiatan tertentu yang
pada hakekat nya ternmasuk kegiatan bentuk usaha
tetap, dapat dikenakan pajak kepada bentuk
usaha tetap tersebut untuk nencegah adanya

al asan,
al asan, bahwa kegi atan-kegiatan tertentu tidak
termasuk kegi at an- kegi atan bentuk usaha tetap
padahal Paj ak Penghasilan atas kegi at an-
kegiatan itu seharusnya nenjadi tanggung jawab
bent uk usaha tetap itu.

Ayat (2)

Undang- undang ini tidak bermaksud untuk nmengenakan
paj ak atas bentuk usaha tetap, apabila diperoleh
penghasi |l an ol eh induk perusahaan yang tidak ada
hubungannya dengan bentuk usaha tetap itu,
sedangkan atas penghasilan itu telah dilakukan
penot ongan paj ak berdasarkan Pasal 26.

Bi aya- bi aya untuk mnendapat kan, nenpertahankan dan
menagi h penghasil an i nduk perusahaan tersebut juga
ti dak dapat di bebankan kepada bentuk usaha tetap
di | ndonesi a.

Pasal 6

Termasuk dal am bi aya usaha (biaya untuk nendapat kan,
menagi h, dan nenelihara penghasilan) sehari-hari
adal ah bi aya penbel i an bahan baku, bahan penol ong dan
penmbungkus, sewa dan royalti, biaya perjalanan untuk
nmel akukan pekerj aan, paj ak-pajak tidak | angsung
m sal nya Paj ak Pertanbahan Ni|ai Barang dan Jasa dan
Paj ak Penjualan atas Barang Mewah. Bi aya yang
di kel uarkan untuk nenperoleh harta yang nenpunyai
masa manfaat |ebih dari satu tahun hanya boleh
mengur angi penghasi |l an kena paj ak nel al ui penyusut an
atau anorti sasi .
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Apabi |l a dana pensiun yang dibentuk oleh perusahaan
atau dana pensiun |ain, nendapat persetujuan Menteri
Keuangan, maka iuran yang dibayarkan kepada dana
pensi un tersebut dapat di kurangkan dari penghasil an.

Ayat (1)
Hur uf a

Penghasi | an kena pajak diperoleh dengan jalan
menj unl ahkan senua penghasilan yang diterinm
atau diperoleh dalam suatu tahun pajak dan

mengur angi nya dengan bi aya- bi aya at au
pengur angan yang di per bol ehkan ol eh pasal ini.
Bi aya unt uk mendapat kan, nmenagi h, dan

menel i hara  penghasilan  adal ah biaya atau
pengel uaran yang ada hubungan | angsung dengan

penghasil an ...
penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib
Paj ak. Dal am biaya untuk nendapatkan, nenagih,
dan nenelihara penghasilan dari wusaha (yang
dapat di sebut sebagai biaya usaha sehari-hari),
t er masuk penbayar an gaj i kepada pegawai
per usahaan yang ber sangkut an, kecual i
penbayaran yang diberikan dalam bentuk natura
atau keni kmatan (keni kmatan nendi am r umah
dengan cuma- cumm) . Penbayar an prem ol eh
penberi kerja untuk pegawai dapat dikurangkan
sebagai biaya perusahaan sedangkan bagi pegawai
yang bersangkutan prem tersebut nerupakan
penghasilan. Gaji kepada pegawai Yyang |juga
mer upakan penegang saham apabila berl ebih-
| ebi han yaitu nel anpaui gaji pegawai |ain yang
bukan penegang saham yang nel akukan pekerj aan,
tugas atau jabatan yang kurang Ilebih sam
dengan penegang saham itu, naka kel ebihannya
itu tidak diperbol ehkan nengurangi penghasil an.
Dalam biaya ini termasuk pula bunga yang
di bayar kan sehubungan dengan hut ang perusahaan,
kecual i apabila jum ahnya nel anpaui jum ah yang
di tetapkan oleh Menteri Keuangan sebagai mana
di maksud dal am Pasal 18 ayat (1).

Bunga yang di bayarkan sehubungan dengan bunga
hut ang pri badi tidak bol eh mengur angi
penghasi | an, sebab bunga senmacam ini mnerupakan
penggunaan dari penghasil an.

Penbayar an bunga yang di | akukan unt uk
menyel undupkan pajak yang dapat terjadi dalam
hal ada hubungan istimewa juga tidak boleh
mengur angi penghasi | an kena paj ak.

Huruf b

Istilah penyusutan wuntuk harta berwijud dan
anortisasi untuk harta tak berwjud atau hak
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sudah | azi m di per gunakan dal am bi dang
akunt ansi .
Hur uf c
Cukup j el as.
Huruf d ...
Huruf d

Penggunaan penghasilan tidak dapat dipakai
sebagai f akt or pengurang dalam nenghitung
penghasi | an kena pajak. Penbelian barang untuk
di pakai sendiri dan bukan untuk dipergunakan
dal am kegi atan usaha atau bukan untuk di pakai

guna mendapat kan penghasi | an ti dak
di perkenankan untuk disusutkan. Apabila barang
yang dipakai sendiri itu dijual dengan rugi,

maka kerugian itu juga tidak dapat mnengurangi
penghasi | an kena pajak. Perlu ditegaskan bahwa
bar ang yang ker ugi an penj ual annya dapat
mengur angi penghasi |l an kena paj ak adal ah barang
yang di pergunakan untuk el akukan kegi atan
usaha (juga yang dipakai untuk nendapatkan
penghasi | annya), maka kerugi an penjual an tanah
yang t er masuk kekayaan per usahaan dapat
mengur angi penghasi | an kena paj ak.

Hal ini perlu ditegaskan karena berdasarkan
Pasal 11 ayat (1),tanah tidak termasuk harta
yang dapat di susutkan.

Huruf e
Sisa Hasil Usaha koperasi sehubungan dengan
kegiatan yang semata-nmata dari dan untuk
anggota, tidak dikenakan pajak pada tingkat
koper asi .
Ayat (2)
Kepada orang pribadi atau perseorangan sebaga
Wajib Pajak dalam negeri, untuk  nmenghitung
penghasi | an kena paj ak, masi h di beri kan
pengur angan berupa penghasilan tidak kena pajak
sebagai mmana  di maksud dalam Pasal 7 (lihat

penj el asan | ebi h | anjut nengenai Pasal 7).

Ayat (3)
Ji ka setel ah penghasilan bruto di kurangkan beban-
beban yang di perbol ehkan berdasarkan ayat (1)
nmenghasi | kan kerugi an, maka kerugian tersebut
dapat di konpensasikan selama 5 (lim) tahun
di hitung sejak tahun yang berikut sesudah tahun
di deri tanya kerugian itu.
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Ber dasar kan ...
Ber dasar kan  Keputusan Menteri Keuangan, bagi
jenis-jenis usaha tertentu, yang menur ut

perti mbangan obyektif tidak nenghasilkan |[|aba
dalam |lima tahun, kerugian yang dideritanya dapat
di konpensasi kan dal am jangka waktu paling |ama
8(del apan)t ahun.

Pasal 7
Ayat (1)

Kepada orang pribadi atau perseorangan sebaga
Wajib Pajak dalam negeri untuk sanpai kepada
penghasi | an kena paj ak di beri kan pengurangan yang
di namakan penghasilan tidak kena pajak. Untuk
Waji b Pajak sendiri jum ah penghasilan tidak kena
paj ak sebesar Rp. 960.000,-(Senbilan ratus enam
pul uh ribu rupiah).
Apabila Wajib Pajak kaw n, maka jumah itu
di tanbah dengan Rp. 480.000, - (enpat ratus del apan
puluh ribu rupiah). Dalam hal isteri menperoleh
penghasilan dari pekerjaan yang telah dipotong
paj ak berdasarkan Pasal 21, maka penghasil an tidak
kena pajak untuk isteri Rp. 960.000,-(senbilan
ratus enam puluh ribu rupiah) sedangkan untuk
menghi tung paj ak atas penghasilan suam di beri kan
pengur angan sebesar Rp. 960.000,-(senbilan ratus
enam puluh ribu rupiah)ditanbah Rp. 480. 000, -
(enmpat ratus del apan pul uh ribu rupiah). Dal am ha
dem ki an, keti ka penber i kerja menghi t ung
penghasi | an kena pajak untuk nenotong pajak dari
penghasil an isteri, telah di kurangkan sejum ah Rp.
960. 000, - (Senbi l an ratus enam pul uh ribu rupiah),
tetapi tidak l|agi diberikan tanbahan pengurangan
sebesar Rp. 480.000,-(enmpat ratus delapan pul uh
ribu rupiah). Dalam hal isteri nenerinma atau
nmenper ol eh  penghasilan dari usaha, besar nya
penghasil an tidak kena pajak ditanmbah dengan Rp.
960. 000, - (senbi |l an ratus enam pul uh ribu rupiah).
Tanmbahan penghasilan tidak kena pajak sebesar Rp
960. 000, -(senbilan ratus enam pul uh ribu rupiah)
tersebut di atas tidak diberikan |agi dalam hal
isteri juga nenerima atau nenperol eh penghasil an,
dari pekerjaan yang telah diberikan potongan
penghasi | an ti dak kena paj ak sebesar Rp. 960. 000, -
(senbilan ratus enam pul uh ribu rupiah

Tanmbahan ...
Tanmbahan Pengurangan sebesar Rp. 480.000, - (enpat
ratus del apan puluh ribu rupiah) diberikan kepada
isteri, apabila isteri nenerima atau nenperoleh
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penghasi |l an semata-mata dari pekerjaan, sedangkan
suam tidak nenerima atau nenperol eh penghasil an
apapun. Dal am hal dem ki an, tanbahan, pengurangan
untuk tanggungan kel uarga di beri kan kepada isteri
tersebut.

Dengan pengurangan yang dem kian kepada penberi
kerja diberikan kenudahan dalam nel aksanakan
penot ongan pajak atas penghasilan pegawai atau
karyawannya, sebab penberi kerja tidak dibebani
kewaj i ban terlalu banyak untuk neneliti |ebih jauh
tentang isteri bekerja atau tidak, penghasilan
i steri tel ah kena pajak atau tidak, dan
sebagai nya.

Untuk setiap orang keluarga sedarah dari senenda
dal am garis keturunan |urus, m salnya orang tua,
mertua, anak kandung, anak tiri, cucu, dan
sebagai nya yang nenjadi tanggungan sepenuhnya,
Waji b Pajak diberikan pengurangan sebesar Rp.
480. 600, - (enpat ratus delapan puluh ribu rupiah)
dengan pal i ng banyak untuk 3 (tiga) orang.

Kepada orang pribadi sebagai Wajib Pajak |uar
negeri, vyaitu Wijib Pajak orang pribadi yang
berada di I ndonesia kurang dari 183( serat us
del apan puluh tiga) hari dalam 12(dua bel as)bul an
berturut-turut dari suatu tahun pajak, tidak
di beri kan potongan berupa penghasilan tidak kena
paj ak sebagai mana di maksud dalam ayat (1). Bagi
orang pribadi sebagai Wajib Pajak luar negeri,
penghasi | an kena paj ak, adalah junl ah penghasil an
bruto sebagai mana di maksud dalam Pasal 16 ayat

(3).

Ayat (2)

Unt uk menghi t ung jum ah pengur angan ber upa
penghasilan tidak kena pajak, ditentukan mnenurut
keadaan pada awal tahun pajak atau pada saat
menj adi Subyek Paj ak dal am negeri. M sal nya pada 1
Januar i seor ang Wajib Paj ak kaw n dengan
tanggungan 1 (satu) orang anak. Ji ka pada
pertengahan tahun |[|ahir anak-kedua, maka untuk
tahun paj ak keti ka anak kedua | ahir dihitung kaw n
dengan 1(satu) orang anak.

Ayat (3)
Ayat (3)
Menteri Keuangan di beri wewenang untuk nelakukan
penyesuai an besarnya penghasilan tidak kena paj ak,
dengan nenper hati kan perubahan-perubahan di bi dang
per ekonom an dan noneter.

Pasal 8
Ayat (1)
Berdasarkan ayat ini, penghasilan begitu pula

kerugi an seorang wanita, yang telah kaw n pada
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awal tahun paj ak, di anggap penghasilan atau
ker ugi an suam nya.

Ketentuan ini |ebih nenekankan pada segi-seg
kemanpuan ekonom's, yaitu bahwa suam dan isteri
merupakan suatu kesatuan dan dengan adanya
ket ent uan t er sebut, pengenaan paj ak tidak
kehi | angan unsur progresif dal am penerapan tarif.
Penggabungan penghasilan tidak dil akukan dal am hal
penghasilan isteri di peroleh dari pekerj aan
sebagai karyawat i , at au suami menper ol eh
penghasil an semata-mata dari pekerjaan sebagai
karyawan, dan atas penghasilan dinmaksud telah
di potong pajak berdasarkan Pasal 21, kecual
apabila penghasilan isteri tersebut berasal dari
pekerjaan yang ada hubungannya dengan usaha suam
atau anggota keluarga |ainnya. Yang dinmaksud
dengan anggota keluarga |ainnya adalah anggota
kel uarga yang nenjadi tanggungan sepenuhnya dari

suam sebagai mana di maksud dalam Pasal 7
ayat (1) huruf d.

I ni berarti, bahwa t er hadap mer eka (yang
nmenper ol eh  penghasilan dari pekerjaan sebagai
kar yawan/ kar yawat i ) dal am pengenaan paj ak

di beri kan jum ah pengurangan penghasilan tidak
kena pajak sebagai mana dinaksud dalam Pasal 7
untuk dirinya nmasing-mnmasing sebesar Rp. 960. 000, -
(senbil an ratus enam pul uh ribu rupah).

Untuk 1lebih jelasnya, di bawah ini diberikan
beber apa cont oh sebagai beri kut

a. Saat
a. Saat yang nenent ukan :

1) Seorang wanita yang kaw n sesudah tanggal 1
Januari (dalam hal tahun pajak sama dengan
tahun takwim nmaka secara fiskal ia pada
tahun tersebut belum di anggap kaw n sehingga
pengenaan paj aknya masi h di kenakan pada diri
masi ng- masi ng suam dan isteri. Penghasilan
atau kerugian wanita tersebut baru dianggap
sebagai penghasilan atau kerugian suam nya
di mul ai pada tahun paj ak beri kut nya.

2) Suam -isteri yang telah kawin sejak nenetap
di I ndonesia, maka sejak nereka nenetap di
| ndonesia penghasilan atau Kkerugian isteri
di anggap sebagai penghasilan atau Kkerugi an
suani nya.
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b. Penghasilan isteri sebagai karyawati :

1) Isteri dan suam kedua- duanya nenper ol eh
penghasilan senmata-nmata sebagai karyawati/
karyawan dan masing-nasing telah dipotong
paj ak  berdasarkan Pasal 21. Dal am hal
dem ki an tidak ada penghasilan isteri yang
di anggap sebagai penghasilan suam nya. Pajak
mer eka sebagai karyawan/ karyawati yang telah
di potong pajak berdasarkan Pasal 21 adal ah
final. Terhadap nereka tidak diwajibkan
menyanpai kan Sur at Penberitahuan  Tahunan
sebagai mana di maksud dal am Pasal 30.

2) I steri menper ol eh penghasi | an sebagai
kar yawat i yang tel ah di pot ong paj ak
berdasarkan Pasal 21. Selain itu ia juga
menper ol eh penghasi | an | ai n di | uar
penghasi | an sebagai karyawat i , m sal nya
penghasilan dari usahanya nenbuka sal on
kecanti kan. Suam nya nenperoleh penghasilan
semat a-mata  sebagai karyawan yang tel ah

di pot ong paj ak berdasarkan Pasal 21.

Dal am ...
Dal am hal I ni, penghasilan isteri yang
di anggap sebagai penghasilan suam nya ial ah
hanya penghasilan dari usahanya nenbuka sal on
kecant i kan. Paj ak penghasi | an at as
penghasilan isteri sebagai karyawati yang
telah dipotong pajak berdasarkan Pasal 21

adal ah final. Dengan dem ki an Paj ak
Penghasil an  yang t er hut ang, yang perl u
di pert anggungj awabkan nmel al ui penyanpai an

Surat Penberitahuan Tahunan, hanya di dasarkan
atas besarnya penghasilan suam di t anbah
penghasi | an i steri dar i usaha sal on
kecanti kan saj a.

Dal am penghitungan penghasilan kena pajak
dal am Surat Penberitahuan Tahunan, nereka
masi h  di perbol ehkan nel akukan pengur angan
sebesar Rp. 480.000,- (enpat ratus del apan
pul uh ribu rupiah) sebagai mana di maksud dal am
Pasal 7 ayat (1) huruf b, disanping juniah
sebesar Rp. 960.000,-(senbilan ratus enam
pul uh ribu rupiah). Pajak yang telah di potong
at as penghasi | an suam dar i pekerj aan
di per hi tungkan sebagai kredit.
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3)Isteri nmenper ol eh  penghasilan semata-mata

dari pekerjaan sebagai karyawati yang tel ah
di pot ong paj ak berdasarkan Pasal 21.

Suam nya di sanping nenperoleh penghasilan
sebagai karyawan yang telah dipotong pajak

ber dasar kan Pasal 21, j uga menper ol eh
penghasilan lain di luar penghasilan sebagai
karyawan m salnya penghasilan dari usaha

taksi. Dalam hal ini penghasilan isteri tidak
di anggap sebagai penghasilan suam nya dan
paj aknya yang telah dipotong berdasarkan
Pasal 21 adalah final. Dengan demn ki an Paj ak
Penghasil an yang terhutang didasarkan atas
jum ah penghasilan suam yang berasal dari
pekerjaan sebagai karyawan dan dari hasi
usaha taksi. Dalam penghitungan pajak atas
nama  suami t er sebut, pengur angan sebagai
penghasilan tidak kena pajak sebagai nana
di maksud dal am Pasal 7 diberikan untuk suam
sebesar Rp. 960.000,-(senbilan ratus enam
puluh ribu rupiah)ditanbah Rp. 480. 000, -
(enmpat ratus del apan puluh ribu rupiah) sebab
dal am st atus kaw n.

Paj ak ...
Paj ak yang telah dipotong atas penghasilan
suam sebagai karyawan di perhitungkan sebaga
kredit dari pajak yang terhutang.

4) I steri nmenperol eh penghasilan selain sebaga

kar yawat i yang tel ah di pot ong paj ak
ber dasar kan Pasal 21, j uga menper ol eh
penghasi |l an dari usaha salon kecanti kan
Dem ki an pul a suami selain menper ol eh

penghasi |l an dari pekerjaan sebagai karyawan
yang telah dipotong pajak berdasarkan Pasal
21, juga nenperoleh penghasilan dari usaha
taksi. Dalam hal dem kian penghasilan isteri
yang dianggap penghasilan suam ialah hanya
penghasi | an dari usaha sal on kecanti kan.

Paj ak penghasilan atas penghasilan isteri
dari pekerjaan sebagai karyawati yang tel ah
di potong pajak berdasarkan Pasal 21 adal ah
final.

Dengan dem ki an Paj ak Penghasil an  yang
terhutang yang harus di masukkan dal am Sur at
Penberitahuan Tahunan adalah sebesar pajak
yang terhutang atas jum ah penghasilan suam
dari pekerjaan dan dari usaha taksi, serta
penghasi | an i steri dar i usaha sal on
kecant i kan.

Dal am penghitungan pajak diluar pajak yang
tel ah di potong dan di bayar ol eh penberi kerja
isteri, pengurangan penghasilan tidak kena
paj ak sebagai mana di maksud dalam Pasal 7
di beri kan sebesar Rp. 960.000,- (senbilan
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ratus enam puluh ribu rupiah) ditanmbah Rp.
480. 000, - (enmpat ratus delapan puluh ribu
rupi ah) sebab berada dal am status kaw n.
Tanbahan penghasilan tidak kena paj ak sebesar
Rp. 960. 000, - (senbilan ratus enam puluh ribu
rupi ah)tidak | agi di beri kan karena telah
di per hi tungkan pada waktu penotongan Pajak
Penghasi | an sebagai karyawati .

Ayat (2)
Penghasi | an anak, termasuk anak angkat, yang bel um
dewasa juga digabungkan dengan penghasilan orang
t uanya.

Sesuai

Sesuai dengan tujuan pengenaan pajak bagi Wajib
Paj ak yang belum dewasa, mnmka pengertian belum
dewasa dalam ketentuan perpajakan, seyogyanya
menper hati kan pula ketentuan nengenai hal yang
sama dal am undang-undang lain, termasuk pula
ketentuan dalam bidang ketenagakerjaan, bahwa
orang dewasa ialah orang | aki - | aki maupun
per enmpuan yang berunur 18(del apan bel as)tahun ke
atas, dengan catatan bahwa anak | aki-Ilaki maupun
anak perenmpuan yang telah kaw n neski pun unurnya
kurang dari 18 (delapan belas) tahun, dianggap
tel ah dewasa. Bagi anak | aki-I|aki maupun perenpuan
yang telah berunmur 18(del apan belas) tahun atau
bagi anak yang telah kaw n, di masyar akat
di nyat akan  sebagai orang yang telah manpu
nmel akukan tindakan hukum sendiri dan dianggap
tel ah manpu bahkan wajib untuk mencari nafkahnya
sendiri. Berdasarkan atas pertinbangan tersebut
maka pengertian dewasa dalam undang-undang ini,
ialah [laki-laki nmaupun perenpuan yang berunur
18(del apan belas)tahun ke atas atau telah kaw n
wal aupun unmur nya kur ang dar i 18( del apan
bel as) t ahun.

Pasal 9
Ayat (1)
Hur uf a

Di vi den tidak bol eh di kur angkan dari
penghasi | an badan yang nenbagi kannya, karena
di viden adal ah bagian dari penghasilan badan
tersebut yang di naksudkan unt uk di kenakan paj ak
ol eh undang- undang I ni, sehingga apabila
di vi den di perkenankan untuk di kurangkan, nmaka
akan nengurangi jum ah penghasilan kena pajak
dari badan yang nenberi kan

At as dividen yang di bagi kan ol eh badan tersebut
di kenakan Paj ak Penghasi | an ber dasar kan
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ket ent uan Pasal 23 atau Pasal 26.

Huruf b ...
Huruf b

Penmbent ukan atau penupukan dana cadangan pada
umummya di maksudkan untuk perluasan perusahaan
dan untuk nenjam n kel angsungan perusahaan.
Penmbent ukan  atau penmupukan dana cadangan
sedem ki an, tidak dapat dibebankan sebagai
pengur angan dal am nmenghi tung, penghasilan kena
paj ak. Dal am hubungan i ni perlu di adakan
penbedaan antara cadangan dengan penyi si han.
Penyi si han di maksudkan unt uk beban at au
kewaj i ban yang sudah pasti ada, akan tetapi
j um ahnya bel um di ket ahui secara t epat,
m sal nya penyisihan wuntuk luran Penbangunan
Daerah (I peda), tanbahan pajak, dan | ain-Iain.
Bagi jenis-jenis usaha tertentu, secara
ekonom s nemang diperlukan adanya cadangan
unt uk nmenutup beban atau kerugi an yang nungkin
akan terjadi, msalnya usaha bank dan asuransi.
Mengenai hal ini, wundang-undang ini rmenunjuk
Peraturan Penerintah untuk nengatur | ebi h
| anj ut pel aksanaannya.

Hur uf c
Prem asuransi yang dibayar sendiri oleh Wajib
Paj ak tidak bol eh di kurangkan dari penghasil an.
Pada saat penegang polis nenerinma penbayaran,
penbayaran i ni bukan nerupakan penghasil an
sebagai mana di maksud dal am Pasal 4 ayat ( 3) hur uf
C.

Huruf d
Senua keni kmat an yang di beri kan kepada
karyawan/ karyawati, tidak boleh dikurangkan

dari penghasilan penberi kerja, sebab penberian
keni kmat an tersebut bukan sebagai penghasilan

bagi peneri ma( kar yawan- karyawat i), sesua
dengan ketentuan Pasal 4 ayat (3) huruf d.

Ber kenaan dengan daerah terpencil, maka Menteri
Keuangan ber wenang nmengel uar kan keput usan
tentang pengertian daerah terpencil, yaitu
daerah yang tidak terdapat tenpat tinggal yang
bi sa di sewa, sehi ngga ol eh kar ena itu
perusahaan harus nenyedi akan tenpat tinggal
untuk pegawai atau karyawan/ karyawati. Dengan

dem ki an hanya pengeluaran untuk itu boleh



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 28 -

di kur angkan.
Huruf e ...
Huruf e

Sebagai contoh msalnya seorang ahli yang
kebet ul an juga penegang saham dari suatu badan
menberi kan jasa sebagai seorang ahli untuk

badan tersebut.
Untuk jasa tersebut ia nenperoleh bayaran Rp.
500.000,- (lima ratus ribu rupiah), padaha

untuk hal yang sama ol eh ahli |ain hanya harus
di bayar Rp. 100. 000, - (serat us ribu
r upi ah) Kar ena adanya hubungan I stimewa

tersebut, maka Rp 400.000,- (enpat ratus ribu
rupi ah) tidak boleh dikurangkan karena sudah
mel ebi hi kewaj ar an.

Bagi ahli yang juga penegang saham tersebut
penmbayaran itu di kenakan paj ak sebagai dividen.

Hur uf f
Harta yang di hi bahkan, warisan, dan penbayaran
bantuan tidak boleh dikurangkan karena bagi
pi hak penerim bukan nerupakan penghasil an
bagai mana di maksud dal am Pasal 4 ayat (3) huruf
a dan huruf b.

Hur uf g
Paj ak penghasilan tidak boleh di kurangkan
karena bukan biaya untuk nenperoleh atau
menagi h penghasilan, dan jum ah pajak yang
terhutang itu dihitung atas penghasilan kena
paj ak sebagai hasi | per hi t ungan setel ah
di | akukan pengurangan yang di per bol ehkan.

Hur uf h
Bi aya untuk keperluan pribadi Wajib Pajak atau
or ang yang nmenj adi t anggungannya ti dak
mer upakan bi aya per usahaan, nmel ai nkan

penggunaan dari penghasilan, oleh karena itu
pengeluaran dem kian tidak boleh nengurang
penghasi | an kena paj ak.

Hur uf i
Sunmbangan dal am bentuk apapun juga tidak bol eh
di kurangkan dari penghasil an.

Ayat (2)
Ayat (2)
Biaya ini msalnya biaya iklan besar-besaran
sehubungan dengan di perkenal kannya produk baru dan
yang tidak akan dikeluarkan |agi dalam beberapa
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tahun nendatang, naka biaya tersebut tidak boleh
| angsung di kurangkan dari penghasilan, nelai nkan
harus nel al ui anortisasi.

Pasal 10
Ayat (1)

Dal am hal penbelian biasa, naka dasar penilaian
adal ah harga perol ehan.
Dal am hal tukar nenukar atau dal am hal dibeli dari
Waj i b Pajak |ain yang nenpunyai hubungan i sti newa,
maka dipakai nilai perolehan yaitu harga yang
harus di bayar berdasarkan harga pasar yang waj ar.
Cont oh dari pertukaran adal ah :

PT A PT B

harta X harta Y
Harga si sa buku Rp. 10.000. 000, - Rp. 12.000. 000, -
Har ga pasar Rp. 20. 000. 000, - Rp. 20. 000. 000, -
Antara PT A dan PT B terjadi pertukaran harta.
Wal aupun tidak terdapat real i sasi penbayar an

ant ara pi hak-pi hak yang bersangkutan, nanmun karena
harga pasar harta yang dipertukarkan adal ah
sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah),
maka junml ah sebesar Rp. 20.000.000,-(dua puluh
juta rupiah)ini nerupakan nilai perolehan yang
seharusnya di keluarkan. N lai perolehan ini juga
menj adi penerinmaan netto untuk keperluan penerapan
Pasal 11 ayat (7) huruf b.

Sedangkan selisih antara harga pasar dengan harga
sisa buku harta yang dipertukarkan merupakan
keunt ungan yang di kenakan paj ak.

Bagi PT A terdapat keuntungan sebesar Rp.

20. 000. 000, - di kurangi Rp. 10.000.000,- = Rp.
10. 000. 000, - sedangkan bagi PT B terdapat
keunt ungan sebesar Rp. 20.000.000,- dikurangi Rp.
12. 000. 000, - = Rp. 8.000. 000, -

Pengecual i an dari ketentuan tentang penerapan

harga perolehan atau nilai perolehan tersebut
adal ah dal am hal - ha

Huruf a ...
Huruf a

Terdapat pertukaran saham dari suatu badan
dengan harta orang pribadi sebagai mana di naksud
dalam Pasal 4 ayat (3) huruf e, mneka dasar
peni | ai an saham atau penyertaan | ai nnya adal ah
sama  dengan ni | ai harta yang di al i hkan
(perubahan bentuk dari perseorangan nenj adi
badan tidak nengaki batkan terhutangnya pajak,
dan apabila saham saham tersebut dialihkan
dengan nenperoleh |laba, maka laba ini baru
di kenakan paj ak;
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Huruf b
Bagi badan atau perseroan yang nenerinma harta
sebagai pertukaran atas saham sahanmya, dasar
penilaian harta adalah nilai harta atau harga
si sa buku harta yang di pertukarkan;

Hur uf c

Seseorang yang nenerinma warisan suatu harta,
maka nilai perol ehannya adal ah harga perol ehan
bagi pewaris dalam hal harta tersebut tidak
bol eh disusutkan, atau harga sisa buku harta
tersebut pada saat dialihkan dalam hal harta
t er sebut bol eh  di susut kan. Dal am hal in

berl aku juga asas yang sama dengan huruf a dan
huruf b, yaitu apabila harta warisan tersebut
di j ual , keuntungan penjualan itu di kenakan
paj ak.

Contoh yang sama berlaku juga untuk harta
hi bahan dan penberi an bantuan yang bebas paj ak.

Ayat (2)
Dal am hal ada tanbahan, perbai kan, dan pengel uaran
lain yang secara wajar telah dikeluarkan untuk

meni ngkat kan kapasi t as dari hart a yang
ber sangkut an, maka har ga per ol ehan har us
di sesuai kan dengan pengel uaran tersebut.

Tanmbahan dapat berarti pengel uar an unt uk
menper ol eh suatu aktiva tanbahan, dan dapat pula
seperti di mksudkan dalam ayat ini, yaitu

pengel uaran untuk nenanbah kapasitas dari suatu
aktiva tertentu.

Yang di maksudkan dengan penyesuaian atas harga
per ol ehan suatu harta adal ah

- pengur angan ...

- pengurangan nil ai karena penyusut an;

- penanbahan ni | ai kar ena adanya t anbahan
pengeluaran untuk tanbahan, per bai kan atau
perubahan wuntuk neningkatkan kapasitas harta
yang ber sangkut an.

M sal nya suatu harta nenpunyai jum ah awal Rp.

100. 000. 000, - (seratus juta rupiah). Dalam tahun

berjalan telah dilakukan tanbahan atau perbaikan

sebesar Rp. 25.000.000,-(.dua puluh Tlim juta
rupi ah), nmaka jum ah awal tahun berikutnya adal ah

Rp. 100. 000. 000, - di tanbah  Rp. 25. 000. 000, -

di kurangi penyusut an.

Penbebanan pengel uaran sehubungan dengan perKkiraan

harta pada dasarnya terdiri dari 2 (dua) kel onpok

yaitu :
a. pengeluaran yang dapat dianggap sebagai biaya
sehari-hari, msalnya biaya peneliharaan dan

r epar asi yang bi asanya di | akukan secara
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ber kal a, yang dil akukan unt uk menel i har a
manfaat teknis dari harta yang ber sangkut an;

b. pengeluaran yang dilakukan, vyang tidak dapat

di anggap sebagai biaya sehari-hari, m salnya
bi aya rehabilitasi, biaya reparasi besar, yang
bi asanya dil akukan untuk neningkatkan kenbali
kapasitas atau nenanbah kapasitas harta yang
ber sangkut an.
Pengel uaran yang termasuk kel onmpok b, yang nmsa
manfaatnya tidak hanya dinikmati pada tahun
pengeluaran itu saja, nelainkan untuk beberapa
jangka waktu tertentu, maka wajar apabila
pengel uar an t er sebut di bebankan kepada
per ki raan hart a (di kapitalisasi) dan
sel anjutnya dil akukan penyusutan sesuai nasa
manfaat dari harta yang bersangkut an.

Ayat (3)
Pada unummya terdapat 3 (tiga) gol ongan persedi aan
barang yaitu
a. barang jadi;
b. barang dal am proses produksi;
c. bahan baku dan bahan pel engkap.

Ket entuan dal am ayat ini nengatur bahwa penil ai an
per sedi aan barang hanya di perbol ehkan nenggunakan
harga per ol ehan. Sedangkan penil ai an penakai an
per sedi aan untuk penghitungan harga pokok hanya
bol eh dil akukan dengan cara rata-rata ataupun

dengan ...
dengan cara nendahul ukan persedi aan yang di dapat
pertama (dengan nenggunakan netode first in first
out atau disingkat FIFO).

Cont oh :
1) persedi aan awal 100 satuan @Rp 9,00
2) penbelian/di dapat 100 satuan @Rp 12,00
3) penbelian/didapat 100 satuan @Rp 11,25
4) penjual an/ di pakai 100 satuan
5) penjual an/ di pakai 100 satuan

Per sedi aan akhir 100 satuan

- penilaian pemakai an per sedi aan unt uk
penghi tungan harga pokok dengan cara rata-rata :
Di dapat Di pakai Si sa/ per sedi aan
100 s.a Rp 9,00 =
Rp 900, 00
100 s.a Rp 12,00 = Rp 200 s.a Rp 10,50
1. 200, 00 = Rp 2.100, 00
100 s.a Rp 11,25 = Rp 300 s.a Rp 10,75
1. 125, 00 = Rp 3.225,00
100 s.a Rp 10,75 = Rp[200 s.a Rp 10,75
1. 075, 00 = Rp 2.150, 00
100 s.a Rp 10,75 = Rp[100 s.a Rp 10,75
1. 075, 00 = Rp 1.075, 00
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- penilaian pemakai an per sedi aan unt uk
penghi t ungan har ga pokok dengan cara
mendahul ukan persedi aan yang di dapat pertana

Di dapat Di pakai Si sal/ per sedi aan
100 s.a Rp 9,00 =
Rp 900, 00
100 s.a Rp 12,00 = Rp 100 s.a Rp 9,00 =
1. 200, 00 Rp 900, 00
100 s.a Rp 12,00
= Rp 1.200, 00
100 s.a Rp 11,25 = Rp 100 s.a Rp 9,00 =
1.125,00 Rp 900, 00
100 s.a Rp 12,00
= Rp 1.200, 00
100 s.a Rp 11,25
= Rp 1.125,00
100 s.a Rp 9,00 = Rp[100 s.a Rp 12,00
900, 00 = Rp 1.200, 00
100 s.a Rp 11,25
= Rp 1.125,00
100 s.a Rp 12,00 = Rp [100 s.a Rp 11,25
1. 200, 00 = Rp 1.125,00
Sekal i

Sekali Wajib Pajak memlih salah satu cara

peni | ai an penakai an persedi aan untuk penghitungan

harga pokok tersebut, maka untuk tahun-tahun

sel anj ut nya harus di gunakan cara yang sanma.

Pasal 11
Penmbebanan biaya untuk nenghasil kan( nendapat kan,
menagi h, dan nenelihara penghasilan)yang nenpunyai
masa manfaat |ebih dari satu tahun, berdasarkan
undang- undang I ni di | akukan nmel al u
penyusut an(apabila nengenai harta berwuj ud) dan
anortisasi (jika berkenaan dengan harta tak berwj ud
atau biaya lain), vyang untuk keduanya Dberl aku
prinsip-prinsip yang sana.
Dal am si stem penyusutan nenurut ketentuan ini, senua
aktiva di kel onpokkan nenjadi enpat golongan harta,
sesuai dengan masa manfaatnya. Untuk masing-nasing
gol ongan harta ditentukan persentase penyusutannya
dan persentase tersebut diterapkan atas suatu juniah
yang nenj adi dasar penyusut an.
Apabil a dal am suatu tahun pajak tidak ada tanbahan
aktiva dan tidak ada aktiva yang ditarik dari
pemakai an, nmaka junmlah harga sisa buku tahun yang
| al u, yang nenjadi jum ah awal tahun ini |angsung
dapat di kal i kan dengan persentase tarif penyusutan.

Ayat (1)
Yang dapat disusutkan adalah senua harta yang
berwjud vyang dimliki dan dipergunakan dal am
perusahaan atau yang dimliki untuk nenperoleh
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penghasi | an.

Tanah tidak dapat disusutkan kecuali apabila tanah
t er sebut di pergunakan dal am perusahaan atau
di m|iKi untuk menperoleh penghasilan dengan
syarat nilai tanah tersebut berkurang karena
penggunaannya unt uk menper ol eh penghasi | an
m sal nya tanah yang di pergunakan ol eh perusahaan
gent eng.

Dengan dem ki an, yang bol eh di susut kan bukan hanya
harta perusahaan, tetapi juga harta yang di paka
unt uk nenper ol eh penghasil an, m sal nya bi aya unt uk
menbangun runmah, yang dipakai untuk nenperoleh
sewa.

Ayat (2)
Ayat (2)
Setiap nmacam harta digol ongkan ke dal am gol ongan
harta nenurut unur ekonom snya. Untuk setiap
golongan harta ditentukan berapa tarif atau
per sent ase penyusut annya.

Penggol ongan harta diatur dalam ayat(3), m sal nya
untuk nesin yang ternmasuk dalam Gol ongan 2, tarif
atau persentase penyusutannya adalah 25% (dua
puluh lim persen), yang diterapkan atas juniah
awal tahun dari golongan harta itu ditanbah
penbelian atau tanbahan, dikurangi peneri maan
netto harta yang dij ual

Ayat (3)
Ayat ini mnenbagi harta nenjadi 4(enpat)gol ongan
Masi ng- masi ng gol ongan harta dapat terdiri dari
bermacam jenis harta dengan masa manfaat yang
hampi r samma.
Agar Wajib Pajak nudah nengikuti perkenbangan
harta, bai k berupa pengurangan ataupun penanbahan,
maka harus di buat catatan atau daftar harta untuk
setiap golongan harta, yang berisi antara lain
t ahun per ol ehan/ penbel i an, har ga per ol ehan
golongan harta, dan tarif penyusutan sehingga
sewakt u-waktu dapat diketahui jum ah penyusutan
yang telah dilakukan terhadap nasing-mnmasing harta
tersebut. Hal ini  penting bagi Wyjib Pajak
terutama bila terjadi penari kan karena sebab yang
| uar biasa, |ihat penjelasan ayat (7).
Bagi Gol ongan Bangunan dan harta tak gerak | ai nnya
harus di buat perkiraan sendiri secara terpisah
unt uk masi ng- masi ng bangunan dan harta tak gerak
| ai nnya.

Ayat (4)
Penghi t ungan dasar penyusutan adalah junm ah awal
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dar i tahun paj ak, di tanbah dengan tanbahan-
t anbahan, bai k tanbahan berupa harta baru maupun
t anbahan at as hart a yang di | akukan unt uk
meni ngkat kan kapasitas harta yang bersangkutan,
per bai kan- per bai kan atau perubahan-perubahan dan
di kur angi dengan pengur angan- pengur angan
sebagai mana di naksud dal am ayat (7).

Ayat (5)

Ayat (5)

Unt uk gol ongan bukan bangunan, yaitu Gol ongan 1,
Golongan 2, dan Golongan 3 jumah awal dari
golongan itu adalah harga sisa buku tahun
sebel uitmmya yang tetap terbuka untuk penanbahan
harta baru dan pengurangan dengan penerinmaan netto
harta yang di j ual , | al u di t er apkan tarif
penyusutan. Bila dalam tahun berjalan terjadi
tanbahan  pengeluaran untuk nenperoleh harta
perusahaan yang nenurut undang-undang ini dapat
di susutkan, nmaka jumah awal ditanbah dengan
pengel uaran unt uk nenperol eh harta baru tersebut.
Bila salah satu jenis harta tidak di pakai |agi dan
di jual (karena sebab biasa), maka penerinmaan netto
dari penjualan tersebut dikurangkan dari jum ah
awal golongan harta yang bersangkutan. Ayat (6)
Unt uk Gol ongan Bangunan, penyusutan dihitung dari
harta perol ehan.

Ayat (7)
Huruf a
Beberapa nmacam harta ada kenungkinan tidak
dapat dipakai lagi, msalnya karena terkena
bencana. Dapat j uga kar ena per usahaan

menghent i kan sebagi an besar produksinya, karena
sebab- sebab di |uar kekuasaan perusahaan.

Penari kan harta tersebut disebut penarikan dari
pemakai an karena sebab luar biasa. Jumnl ah
sebesar harga sisa buku harta tersebut
di kurangkan dari jum ah awal golongan harta
yang ber sangkut an, dan j um ah t er sebut
di bebankan pada perkiraan rugi |aba dal am tahun
paj ak yang ber sangkut an.

Apabila harta tersebut dijual atau nendapat
pengganti an asuransi, mnmeka harga penjual an atau
pengganti an asur ansi t er sebut mer upakan
penghasi | an dal am t ahun paj ak yang
ber sangkut an.

CONTOH PENYUSUTAN GOLONGAN 1

1984:

Jum ah awal per 1-1-1984........... =Rp. 0,00
Tanbahan: nobil "A" = Rp. 1.500, 00
nmobil "B' = Rp. 2.500, 00
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mobil "C' = Rp. 1.200,00= Rp. 5.200,00
Pengurangan. ....................... =Rp. 0, 00

Penghi t ungan ...
Penghi t ungan penyusut an

Jum ah awal (1-1-1984)........... = Rp. 0, 00
Tambahan("A","B","C")........... = Rp. 5.200, 00
Pengurangan. .................... = ( Rp. 0, 00)
Dasar penyusutan................ = Rp. 5.200, 00
Penyusutan (509 ................ = (Rp. 2.600, 00)
Jum ah awal per 1-1-1985........ = Rp. 2.600, 00
1985: Tanbahan: mobil"D'................. =Rp. 3.000, 00
Pengur angan: nobil "C' terbakar
(karena sebab | uar biasa)
har ga perol ehan (1984) = Rp. 1.200, 00
tel ah di susut (1984) = Rp. 600, 00
harga si sa buku (1985) = Rp. 600, 00
pengganti an asur ansi = Rp. 800, 00
Penghi t ungan Penyusut an
Jum ah awal (1-1-1985) ..... = Rp. 2.600, 00
Tambahan("D").............. = Rp. 3.000, 00
(Rugi ) Pengurangan( harga sisa buku"C') = (Rp. 600, 00)
Dasar penyusutan................ = Rp. 5.000, 00
Penyusutan(50%................. = (Rp. 2.500,00)
Jum ah awal per 1-1-1986........ = Rp. 2.500, 00
(Laba) Penghasi | an pengganti an asur ansi
mobil "(C)........ ... .. .. .. .... = Rp. 800, 00
Huruf b

Penari kan yang lain dari yang disebut di atas,
di sebut penari kan dari penakai an karena sebab
bi asa, m salnya karena harta tersebut dijual.
Peneri maan netto dari penjual an harta tersebut,
yaitu selisih antara harga penjualan dengan
bi aya yang sehar usnya dan benar - benar
di kel uar kan ber kenaan dengan penj ual an
tersebut, dikurangkan dari jum ah awal gol ongan
harta yang ber sangkut an.

Cont oh (I anj utan penghitungan pada Huruf a)

Jum ah awal per 1-1-1986........ Rp. 2.500, 00
1986: Tanbahan = Rp. 0, 00

Pengur angan: nobil "B" dijual

(karena sebab bi asa)

har ga perol ehan (1984) = Rp. 2.500, 00

tel ah di susut (1984 & 1985)... = Rp. 1.875,00

harga si sa buku (1986) = Rp. 625, 00

har ga penj ual an Rp. 1.000, 00

Penghi t ungan ...
Penghi t ungan Penyusut an

Jum ah awal (1-1-1986)......... =Rp. 2.500,00
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Tanmbahan...................... = Rp. 0, 00
Pengur angan(harga jual "B")...= (Rp. 1.000, 00)
Dasar penyusutan.............. = Rp. 1.500, 00
Penyusutan(50 9%9.............. = (Rp. 750, 00)
Jum ah awal per 1 1-1987...... =Rp. 750,00
Cat at an: harga si sa buku sebesar Rp. 625, 00
ti dak di hiraukan.
Ayat (8)

Dasar penyusutan tidak boleh negatif; bila
negatif, mka jumlah yang nenyebabkan negatif
di t anbahkan sebagai penghasilan, Apabila jum ah
yang menjadi dasar penyusutan itu negatif, naka
berarti, bahwa penerinmaan netto dari harta yang
tidak dipakai |agi dalam kegiatan wusaha |ebih
besar dari (nmelebihi) jumah awal tahun yang
menj adi dasar penyusutan. Dengan perkataan |ain,
hasi| penjualan |ebih besar dari harga sisa buku

gol ongan harta yang bersangkutan, oleh karena itu
selisih tersebut nerupakan |aba penjualan aktiva
yang berdasar kan undang-undang ini di kenakan paj ak

pada saat keuntungan tersebut diterima atau
di perol eh.
Cont oh:
Harga si sa buku harta Col ongan |
per 1-1-1984 Rp. 1.000. 000, -
Penari kan dari pemakai an dal am tahun 1984
Har ga penjual an Rp. 1.500. 000, -
Bi aya penj ual an Rp. 200. 000, -
Peneri maan netto
penj ual an harta Rp. 1.300. 000, -
Selisih negatif Rp. 300.000, -
Maka dasar penyusutan untuk tahun 1984 Rp. nihi
Selisih sebesar Rp. 300.000,- nmerupakan penghasil an
t ahun paj ak 1984.
Ayat (9)
Tarif penyusutan ditentukan ol eh nmasa manfaat dari
harta yang dapat di susut kan.
Ayat (10)

Ayat (10)

di sebut kan bahwa bi aya
penghasilan kena pajak yang
menpunyai masa manfaat | ebih dari satu tahun tidak
bol eh di kurangkan sekaligus dari penghasi | an.
Har ga perol ehan dari harta tak berwuj ud dan bi aya-
biaya | ain yang nenpunyai nmasa nanfaat |ebih dari
satu tahun, dianortisasi dengan tarif yang berl aku
bagi Golongan 1 atau Golongan 2 atau Gol ongan 3,
atau dianortisasi dengan nenpergunakan netode

Dal am Pasal
untuk nenper ol eh

9 ayat (2)
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satuan produksi sebagai mana di maksud dalam ayat
(12) dan ayat (13).

Ayat (11)

Biaya pendirian dan perluasan nodal dapat
di anorti sasi sebagai Golongan 1 atau dibebankan
sebagai biaya nenurut Pasal 6 ayat (1) huruf a.
Wajib Pajak dapat nmemlih wuntuk nenganortisasi
atau nenbebankan sebagai biaya. Apabila Wjib
Paj ak nem |ih penbebanan sekaligus, hal itu harus
sesuai dengan penbukuannya, artinya akan
di bebankan dal am t ahun buku yang di pili hnya.

Ayat (12)

Biaya untuk nenperoleh hak penanbangan selain
m nyak dan gas bum dan hak pengusahaan hutan
dapat di kurangkan sebagai anorti sasi dengan
menper gunakan net ode sat uan produksi .

Artinya adalah bahwa persentase anortisasi dari
bi aya tersebut setiap tahun pajak harus sama
dengan persentase penanbangan atau penebangan
setiap tahunnya dari taksiran jum ah seluruh
pr oduksi nya.

Sebagai contoh dal am hal konsesi pertanbangan yang
di taksir menpunyai deposit 100.000 ton, dan dal am
satu tahun di produksi sebanyak 10. 000 ton.

Dengan dem ki an hak penanbangan tersebut dal am
tahun pajak itu dianortisasi 10% (sepul uh persen).
Namun dem ki an, tidak boleh dilakukan anorti sasi
| ebi h dari 20% (dua pul uh persen) dalam satu tahun
paj ak.

Ayat (13)

Ayat (13)

Khusus nengenai bi dang penanbangan m nyak dan gas
bum , biaya nenperoleh hak dan/atau biaya |ain
yang nenpunyai masa manfaat |ebih dari satu tahun
di anorti sasi dengan netode satuan produksi tanpa
penbat asan persentase tertentu.

Ayat (14)

Pasal

Menteri Keuangan berwenang nengel uarkan keputusan
tentang penggol ongan harta yang dapat di susutkan.
Dal am keput usan tersebut, penggol ongan jenis harta
ke dalam golongan harta didasarkan pada nasa
manfaat dari jenis harta tersebut serta jenis
usaha yang ber sangkut an.

12

Ayat (1)
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Pada dasarnya tahun pajak adalah tahun takw m
(tahun kalender). Wjib Pajak dapat nenggunakan
tahun pajak yang tidak sama dengan tahun takw m
yaitu tahun buku yang neliputi periode selama 12
(dua bel as) bulan. Apabila penbukuan Wajib Pajak
mel i puti periode yang kurang atau lebih dari 12
(dua bel as) bul an, maka penghi tungan paj ak
di dasarkan atas tahun takwi m yang bersangkutan,
dengan nenper hati kan bul an-bul an takwi m dari tahun
tersebut.
Apabila Wajib Pajak nmenggunakan tahun buku, nmaka
hal I ni har us di beri t ahukan pada wakt u
menyanpai kan Sur at Penberit ahuan Tahunan kepada
Di rektur Jenderal Pajak Penyebutan tahun paj ak:
Tahun pajak yang sama dengan tahun takwi m
penyebutan tahun pajak tersebut adalah tahun
takw mitu.
Apabila tahun pajak tidak sama dengan tahun
t akwi m maka penyebut an t ahun paj ak yang
ber sangkut an nenper gunakan tahun yang didal ammya
termasuk enam bul an pertama atau |ebih dari enam
bul an dari tahun pajak itu.
Cont oh :
a. Tahun paj ak sama dengan tahun takw m

Pembukuan 1 Januari sanpai dengan 31 Desenber

1985.

Tahun paj ak ial ah tahun 1985.

b. Tahun ...
b. Tahun paj ak tidak sama dengan tahun takw m

1) Penbukuan 1 Juli 1985 sanpai dengan 30 Juni
1986. Tahun pajak ialah tahun 1985, karena
tahun 1985 nenpunyai enam bul an pertana dari
t ahun paj ak.

2) Pembukuan 1 April 1985 sanpai dengan 31
Maret 1986. Tahun pajak ialah tahun 1985,
karena tahun 1985 nenpunyai |ebih dari enam
bul an dari tahun pajak itu.

3) Penmbukuan 1 Oktober 1985 sanpai dengan 30
Sept enber 1986.

Tahun pajak ialah tahun 1986, karena tahun
1986 nmenpunyai |lebih dari enam bulan dari
tahun paj ak itu.

Ayat (2)

Pemakai an tahun pajak, baik berdasarkan tahun
takwim atau t ahun buku har us t aat asas
(konsisten). Hal ini terutama untuk nencegah
kemungki nan adanya penggeseran |aba atau rugi,
apabila Wajib Pajak diberi kebebasan untuk setiap
saat berganti tahun paj aknya.
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O eh karena itu, apabila Wjib Pajak ingin
mengadakan perubahan tahun pajak, naka kepadanya
di waj i bkan unt uk terl ebih dahul u mem nt a
persetujuan dari Direktur Jenderal Pajak.

13

Setiap Wajib Pajak yang nenperoleh penghasilan
dar i usaha dan/atau pekerjaan bebas wajib
nmenyel enggar akan Penbukuan di | ndonesia. Penbukuan
tersebut harus terdapat dan disel enggarakan di
| ndonesi a, sebab penbukuan itu adal ah dasar untuk
menghi tung besarnya penghasilan kena pajak, yang
di cantunkan dalam Surat Penberitahuan Tahunan,
sehi ngga harus dapat diperi ksa di |ndonesia, untuk
nmenget ahui  bahwa penbukuan itu telah dilakukan
dengan benar, sesuai dengan ketentuan undang-
undang ini. Dari penbukuan harus dapat diketahui
| aba netto dari usaha atau penghasilan netto.

Dar i
Dari laba netto atau dari penghasilan netto
tersebut selanjutnya akan dihitung penghasilan
kena pajak Wajib Pajak tersebut. Karena penbukuan
yang di pakai oleh Wajib Pajak nenjadi titik tolak
untuk nmenghitung penghasilan kena pajak, neka
penbukuan harus berdasarkan suatu cara atau sistem
yang lazim di pakai di | ndonesi a, m sal nya
berdasarkan Prinsip-prinsip Akuntansi |ndonesia
yang di susun ol eh | katan Akuntan | ndonesi a.
Penbukuan dapat di sel enggarakan dengan Stel sel Kas
maupun Stelsel Akrual. Stelsel Kas ialah suatu
net ode penghi t ungan yang di dasar kan at as
penghasi |l an yang diterima dan biaya yang dibayar
secara tunai. Menurut netode ini, penghasilan baru
di anggap sebagai penghasilan, bila benar-benar
telah diterima tunai dal am suatu periode tertentu,
serta biaya baru dianggap sebagai biaya, bila
benar-benar telah dibayar tunai dal am suatu
periode tertentu. Yang dinmaksud dengan Stelse
Akrual ialah suatu nmetode penghitungan penghasil an
dan biaya, yaitu penghasilan tersebut ditetapkan
pada waktu diperoleh, dan biaya ditetapkan pada
wakt u ter hut ang.
Jadi tidak tergantung kapan penghasilan itu
diteri ma dan kapan biaya itu di bayar tunai

Cont oh.

a.

Penghasi | an :
1) Penj ual an

Jum ah penyerahan = Rp. 10.500, 00
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Terdiri dari

- penyer ahan yang tel ah diterim
penbayarannya = Rp. 10.000, 00

- penyer ahan yang bel um diterim
penbayar annya Rp. 500, 00.
St el sel Akrual :
penghasi | an (penj ual an) Rp. 10. 500, 00
St el sel Kas penghasi | an (penj ual an)
Rp. 10. 000, 00
Yang Rp. 500, 00 di t et apkan sebagai
penghasi | an pada peri ode beri kut nya
apabila telah diterim tunai.

2) Penghasi | an berupa bunga
Pi njaman selama 6 bulan (1 Septenber 1984 s/d
28 Pebruari 1985).

Jum ah ...
Jum ah pinjaman Rp. 10. 000,00 dengan bunga
sebesar 12% per tahun dan di bayar pada akhir
masa pi nj aman.

Penghi t ungan bunga :

1-9-1984 s/d 31-12-1984= 4 bul an
1-1-1985 s/d 2-2-1985 = 2 bul an

Rp. 400, 00
Rp. 200, 00

Stel sel Akrual :

Penghasi | an bunga tahun 1984 = Rp. 400, 00

1985 = Rp. 200,00
Rp.

St el sel Kas

Penghasi | an bunga tahun 1984 0, 00

(belumditerim tunai) 1985 Rp. 600, 00
(saat diterima tunai)
b. Bi aya (dalam hal ini diberi contoh sewa) Sewa

nmobil selama 4 bulan (1 Oktober 1984 s/d 31

Januari 1985).

Harga sewa sebesar Rp.4.000,00 dibayar pada
awal masa sewa.

Penghi t ungan sewa:

1-10-1984s/d31-12-1984 3 bulan = Rp. 3.000, 00

1-1-1985s/d31-1- 1985 1 bul an Rp. 1.000, 00
St el sel akrual :
bi aya sewa tahun 1984 = Rp. 3.000, 00

1985 = Rp. 1.000, 00
Stel sel kas :
bi aya sewa tahun 1984 = Rp. 4.000, 00
(saat di bayar tunai) 1985 = Rp. 0, 00

Stel sel Kas biasanya di gunakan ol eh perusahaan
Per orangan yang kecil atau perusahaan | asa
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m sal nya transportasi, hiburan, restoran, yang
tenggang waktu antara penyerahan jasa dan
peneri maan penbayarannya ti dak berl angsung | ana.
Dal am stelsel kas nurni, penghasilau dari

penyerahan barang/jasa ditetapkan pada saat
di teri manya penbayaran dari |angganan, dan biaya-
bi aya ditetapkan pada saat dibayarnya barang,
j asa, dan biaya operasi | ainnya.

Dengan ...
Dengan cara ini, pemakaian stelsel kas dapat
nmengaki bat kan penghi t ungan yang nmengabur kan
terhadap penghasilan, vyaitu besarnya penghasilan
dari tahun ke tahun dapat disesuai kan dengan
nmengat ur peneri maan kas dan pengel uaran kas.
O eh karena itu untuk keperluan penghitungan
Paj ak Penghasi |l an, dal am nemakai stelsel kas harus
di perhati kan hal -hal antara | ain sebagai berikut

1) Penghi tungan jum ah penjualan dalam suatu
peri ode harus neliputi seluruh penjual an, baik
yang tunai maupun bukan.

Dal am nenghi tung harga pokok penjual an harus
di perhi tungkan pula seluruh penbelian dan
per sedi aannya.

2) Dal am nenperol eh harta yang dapat disusutkan

dan hak-hak yang dapat dianortisasi, biaya-
bi aya yang di kurangkan dari penghasilan hanya
dapat di | akukan nmel al ui penyusut an dan
anorti sasi .

3) Penmakai an stel sel kas harus dilakukan secara
taat asas (konsisten).

Ayat (2)
Ket ent uan pada ayat ini untuk nenberi kan penegasan
tentang penggunaan sistem dan prinsip penbukuan
yang harus dil akukan secara taat asas (konsisten).

Pasal 14
Ayat (1) dan ayat (2)

Pada hakekatnya untuk dapat nenenuhi kewajiban
paj ak atas penghasilan dari usaha dan pekerjaan
bebas dengan sebai k-bai knya diperlukan adanya
penbukuan, Undang-undang ber maksud nendorong senua
Wajib Pajak untuk nenyel enggarakan penbukuan,
namun di sadari pula bahwa tidak senua Wajib Pajak
manpu mnenyel enggar akan penbukuan itu. Wajib Pajak
yang diizinkan untuk tidak nenyel enggarakan
penbukuan, |engkap neliputi Wajib Pajak yang
peredaran usahanya atau peneriman brutonya
berjum ah kurang dari Rp. 60.000. 000, - setahun.
Untuk nereka ini perlu adanya suatu cara yang
terbuka dan adil, disanping perlunya penbinaan
agar supaya nereka kemudian dapat dan manpu
nmenyel enggar akan penbukuan.
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Norma ...
Nor ma Penghi t ungan adal ah suatu pedonan yang dapat
di pakai sebagai cara untuk mnmenentukan peredaran
bruto atau penerinaan bruto dan yang pada akhirnya
unt uk menent ukan penghasil an netto.
Pada dasarnya Norma Penghitungan i ni hanya
di pergunakan untuk penghitungan atau penentuan
penghasi | an netto dal am hal
- tidak adanya dasar penghitungan lain yang |ebih
bai k, yaitu penmbukuan,
- penbukuan Wajib Pajak ternyata disel enggarakan
ti dak benar.

Adapun wujud Norma Penghitungan itu ialah suatu
persentase atau angka perbandingan |ainnya yang
di susun sedem ki an rupa ber dasar kan hasi
penelitian yaug cermt sehingga

- seder hana,
- terperinci nenurut kel onmpok jenis usaha,
- di bedakan dal am beber apa kl asi fi kasi

kot a/ t enpat

- di bedakan untuk Wajib Pajak yang jumnlah
peredaran usahanya atau penerinman brutonya
kurang dari Rp. 60.000.000,- dengan yang |ebih
dari Rp. 60.000. 000, -,

- tingkat persentase atau angka perbandi ngan yang

tidak jauh dar i kewaj ar an, namun dapat
mendor ong Wajib Paj ak menyel enggar akan
penmbukuan.

Dengan dem ki an Nor ma Penghi t ungan adal ah
merupakan alat yang dipergunakan dalam keadaan
t er paksa, karena tidak adanya pegangan | ain, namun
masi h tetap dapat di pert anggungj awabkan
keseder hanaan, keterbukaan, dan kewaj ar annya.

Norma Penghi tungan sangat nenbantu wajib Pajak
yang bel um manmpu nenyel enggar akan penbukuan, unt uk
nmenghi t ung penghasi | an netto yang har us
di cant unkan dal am Sur at Penberitahuan Tahunan.

O eh karena Wajib Pajak akan nenetapkan sendiri
paj aknya, maka adanya patokan untuk nmenghitung
berapa penghasil an yang di ununkan terl ebi h dahul u,
akan sangat berguna. Hanya apabila terbukti bahwa
Surat Penberitahuan Tahunan tidak benar, mnaka
Di rektur Jenderal Pajak berwenang nenetapkan paj ak
berdasarkan data yang benar, dengan nenerapkan
Norma Penghi tungan ditanbah sanksi adm ni strasi

berupa ...
berupa kenai kan. Norma Penghi tungan yang bersif at
terbuka itu selain untuk nmenudahkan pel aksanaan
penmenuhan  kewaji ban bagi Waji b  Paj ak, j uga
sekaligus untuk nencegah tinbulnya tindakan
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sewenang- wenang Admi ni strasi Per paj akan dengan
menaksi r besar nya penghasi | an yang kur ang
ber dasar .
Nor ma Penghi t ungan di maksud di buat dan
di senmpur nakan terus nenerus serta diterbitkan ol eh
Direktur Jenderal Pajak dengan berpedoman pada
suatu pegangan yang ditetapkan oleh Menteri
Keuangan.
Pegangan yang ditetapkan ol eh Menteri Keuangan itu
har us nenuat :
a. kaitan-kaitan yang harus dipergunakan untuk
menent ukan besarnya :
- peredaran (jum ah karyawan, junm ah neja bagi
usaha rumah makan, jum ah nesin bagi usaha
i ndustri, jum ah kamar bagi usaha hotel dan
| ai n-1 ain);
- penghasilan bruto jum ah penbelian bahan,
jum ah gaji karyawan, dan | ain-|ain);
- penghasilan netto jum ah pengeluaran nyata
atau tingkat biaya hidup dan | ain-I|ain);
b. pokok-pokok cara yang harus diperhati kan dal am
menyusun Nor ma Penghi t ungan;
c. cara-cara nmenyenpurnakan Norma Penghi t ungan.

Ayat (3)
Cukup j el as.

Ayat (4)
Waji b Pajak sebagai mana di maksud dal am ayat (2)
yang tidak menber it ahukan unt uk mem |ih
menghi tung, penghasilan netto dengan nenggunakan
Norma  Penghi t ungan, di anggap nenyel enggar akan
penbukuan.

Dal am hal Wajib Pajak tersebut ternyata tidak
nmenyel enggar akan penbukuan, neka penghasilan netto
di hi tung dengan Nornma Penghitungan dan paj ak yang
di hasi |l kan dari penghitungan tersebut ditanbah
dengan  sanksi adm ni strasi berupa kenai kan,
sebagai mana di atur dal am ayat (7).

Dengan ...
Dengan ketentuan ini, Wajib Pajak dirangsang untuk
nmenyel enggar akan penbukuan yang baik, benar, dan
| engkap. O eh karena itu Norma Penghitungan perlu
di susun sebai k- bai knya dengan menper hat i kan
perusahaan atau pekerjaan bebas yang baik dan
efisien. Bagi Wajib Pajak yang jujur yang dalam
usahanya tidak berhasil nenperoleh penghasilan
seperti perusahaan atau pekerjaan bebas yang baik
dan efisien, penggunaan Nornma Penghitungan dapat
mer ugi kannya.
Unt uk nenghindari diterapkan Norma Penghitungan
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yang dapat nerugi kannya tersebut, Wjib Pajak
dapat nmemlih untuk nenyel enggarakan penbukuan
yang bai k, benar, dan | engkap, sehi ngga
penghi tungan paj aknya di dasar kan atas keadaan yang
sebenarnya sesuai dengan penbukuannya.

Ayat (5)

Wajib Pajak yang mem lih untuk menghi t ung
penghasilan nettonya dengan nenggunakan Norma
Penghi t ungan, dengan sendirinya harus dapat
menunj ukkan bahwa jum ah peredaran dari usahanya
atau penerinmaan bruto dari pekerjaan bebasnya
dal am setahun kurang dari Rp.60.000.000,- (enam
puluh juta rupiah)yang dapat dibuktikan dari
catatan tentang peredaran atau penerinaan bruto,
yang di sel enggar akannya.

Ayat (6)
Menurut ketentuan ini, penghasilan netto dihitung
ber dasar kan Nor na Penghi t ungan terhadap Wajib
Paj ak yang :

a. menmpunyai kewaji ban nenyel enggarakan penbukuan,
akan tetapi tidak nenyel enggarakan penbukuan
sebagai mana dit et apkan ol eh undang- undang;

b. mempunyai kewaji ban nenyel enggarakan pencat at an
t ent ang per edar an bruto at au peneri maan
brutonya, akan tetapi tidak nenyel enggarakan
pencat at an sebagai mana di waj i bkan;

c. tidak bersedia nenperlihatkan buku, catatan
serta bukti lain yang dimnta oleh Drektur
Jenderal Paj ak.

Perlu ...
Per | u di t egaskan, yang menpunyai kewaj i ban
nmenyel enggar akan penbukuan adal ah Waji b Pajak yang
peredaran usahanya atau peneriman brutonya
berjum ah Rp. 60. 000. 000, - (enam pul uh juta rupiah)
setahun dan Wajib Pajak yang peredaran usahanya

at au peneri maan br ut onya kur ang dar i
Rp. 60. 000. 000, - (enam puluh juta rupiah) setahun
akan tetapi memlih atau dianggap nemlih

nmenyel enggar akan penbukuan.

Ayat (7)

Paj ak penghasil an yang di hasil kan dari penghasil an
netto vyang dihitung dengan nenerapkan Nornma
Penghi t ungan sebagai mana di maksud dal am ayat (6),
di t anbah dengan sanksi adm ni strasi ber upa
kenai kan seperti yang diatur dalam Pasal 13 ayat
(3) Undang-undang Nonor 6 Tahun. 1983 tentang
Ket ent uan umum dan Tata Cara Per paj akan.
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Pasal 15
Ket entuan dalam pasal ini nengatur tentang Norma
penghi tungan Khusus untuk gol ongan-golongan Whjib
Paj ak tertentu ber dasar kan Keput usan Ment er i
Keuangan.
Dal am praktek sering dijunpai kesukaran dal am
menghi tung besarnya penghasilan dan penghasil an kena
paj ak bagi golongan Wajib Pajak tertentu, sehingga
ber dasar kan perti nbangan praktis, oleh undang-undang
I ni, Ment er i Keuangan di beri wewenang unt uk
mengel uar kan Keput usan unt uk menent ukan Nor ma
Penghi t ungan Khusus guna menghi t ung besar nya
penghasilan netto, yang dengan sendirinya akan
menj adi dasar penghitungan penghasilan kena pajak
bagi gol ongan Wajib Pajak tertentu tersebut.

Pasal 16
Penghasi | an kena paj ak nerupakan dasar penghitungan
untuk nenentukan besarnya Pajak Penghasilan yang
t er hut ang.
Seperti tercantum dalam Pasal 2 ayat(2) dikenal 2
(dua) gol ongan Waji b Pajak, yaitu:
Waj i b Paj ak dal am negeri dan
Waj i b Paj ak | uar negeri.
Bagi Waji b Pajak dal am negeri pada dasarnya terdapat
2 (dua) cara untuk nenentukan besarnya penghasil an
kena paj ak:

- cara ..
- cara penghitungan bi asa,
- cara penghitungan dengan nenpergunakan Norm
Penghi t ungan.

Ayat (1)

Cara penghi tungan bi asa

Cont oh :

- Penghasilan yang diperoleh dalam suatu tahun
paj ak nmenurut Pasal 4 Rp. 50. 000. 000, -
ayat (1)

- Biaya-biaya nenurut Pasal 6 ayat (1):
bi aya unt uk mendapat kan, nmenagi h, dan
menel i hara penghasi | an

Rp. 30.000. 000, -
penyusut an dan anorti sasi Rp. 6.000. 000, -
i uran kepada dana pensi un Rp. 1.000. 000, -.
Rp. 37.000. 000, -
- Penghasilan netto.............. Rp. 13. 000. 000, -

- Konpensasi kerugi an tahun-tahun yang | al u
Rp. 2.000. 000, -
- Penghasil an kena paj ak (bagi badan,
sel ain badan koperasi)........ Rp. 11.000. 000, -
- Bagi badan koper asi di per bol ehkan unt uk
mengur angkan pengenbal i an Sisa Hasil Usaha yang
di perol eh dari kegi atan dari dan untuk anggota
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- Pengurangan untuk Wajib Pajak pribadi Pasal 7
ayat (1), msalnya Waib
Paj ak kawi n dengan tanggungan 2

(dua) orang anak............... Rp. 2.400. 000, -
- Penghasilan kena pajak.......... Rp. 8.600. 000, -
Ayat (2)

Penggunaan Norma Penghitungan dil akukan terhadap
Wajib Pajak tertentu, vyaitu Wjib Pajak yang
jum ah peredaran usahanya atau penerinmaan bruto
dari pekerjaan bebasnya dal am setahun kurang dari
Rp. 60. 000. 000, - (enam pul uh juta rupiah).

Bagi Wajib Pajak yang jum ah peredaran usahanya
atau penerinmaan bruto dari pekerjaan bebasnya
dal am setahun kurang dari Rp.60.000.000,- (enam
puluh juta rupiah), menurut ketentuan undang-

undang i ni tidak diwajibkan nenyel enggar akan
penbukuan. Ter hadap mer eka penghi t ungan
penghasi | an kena paj ak di | akukan dengan

menper gunakan Nor ma Penghi t ungan.

Akan tetapi, ...
Akan tetapi, bila diinginkan oleh Wajib Pajak,
penghi t ungan penghasi | an kena paj ak dapat
di | akukan dengan cara penghi t ungan bi asa
sebagai mana di maksud dal am ayat (1) dengan syarat
nmer eka mnenyel enggar akan penbukuan seperti diatur
dal am undang- undang ini .
(Li hat penj el asan nengenai Pasal 14).

Ayat (3)
Cukup j el as.
Pasal 17
Ayat (1)
Bagi Wajib Pajak dalam negeri tarif Paj ak
Penghasi | an di t er apkan t er hadap sel uruh

penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam
suatu tahun pajak, dengan sistem yang sangat
seder hana.

Cont oh :
Jum ah penghasi | an kena paj akRp. 80. 000. 000, -
Paj ak penghasil an yang terhutang :

15% X Rp. 10. 000. 000, - =Rp. 1.500. 000, -

25% X Rp. 40.000. 000, - =Rp. 10. 000. 000, -

35% X Rp. 30.000. 000, - =Rp. 10.500. 000, -

Jum ah penghasi |l an kena pajak Rp.80.000. 000, -

Paj ak = Rp. 22.000. 000, -
Ayat (2)

Bat as | api san penghasil an kena pajak sebagai mana
di maksud dal am ayat (1) tersebut akan di sesuai kan
dengan faktor penyesuaian, antara lain tingkat
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Ment eri Keuangan diberi wewenang nengel uarkan
keput usan yang nengatur tentang faktor penyesuai an
tersebut.
Ayat (3)

M sal nya Penghasilan kena pajak sebesar Rp.
1. 050.650,- (satu juta lim puluh ribu enam ratus
lima pul uh rupiah), maka untuk penerapan tarif,
penghasi | an kena paj ak di bul at kan menj adi
Rp. 1. 050. 000, - (satu juta lima pul uh ribu rupiah).

Ayat (4)
Ayat (4)

M sal nya seorang pri badi tidak kawi n  yang
kewaj i ban paj ak subyektifnya sebagai Subyek Pajak
dal am negeri adalah 3 (tiga) bulan, dan dalam
j angka waktu tersebut menper ol eh  penghasi | an
sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) nmaka
penghi tungan Pajak Penghasilan adalah sebagai
beri kut :

Penghasi |l an selama 3 (tiga) bulanRp. 1.000. 000, -
Penghasi | an set ahun sebesar :

360 X Rp. 1.000. 000, - Rp. 4, 000. 000, -
3 x 30

Penghasi | an tidak kena paj ak Rp. 960. 000, -
Penghasi | an kena paj ak Rp. 3.040. 000, -

Paj ak Penghasi |l an yang
t er hutang (setahun)
15% X Rp. 3.040. 000, - Rp. 456. 000,

Jadi Paj ak Penghasil an yang terhutang sel ana
bagi an dari tahun Pajak, yaitu selama 3 (tiga)
bul an adal ah 3 X 30 XRp. 456. 000,

360 = Rp. 114.000, -

Ayat (5)
Cukup j el as.

Pasal 18
Ayat (1)

Undang- undang ini nenberi wewenang kepada Menteri
Keuangan untuk nengel uarkan Keputusan tentang
besarnya perbandingan antara hutang dan nodal
perusahaan yang dapat dibenarkan untuk keperl uan
penghi t ungan paj ak.

Dal am dunia usaha terdapat tingkat perbandi ngan
tertentu yang waj ar nengenai besarnya perbandi ngan
antara hutang dan nodal (debt equity ratio).
Apabila perbandingan antara hutang dan nodal
sangat besar (di atas batas-batas kewaj aran) maka



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 48 -

sebenarnya perusahan tersebut dalam keadaan tidak
sehat. Dal am hal dem ki an undang- undang nenent ukan
adanya nodal tersel ubung.

Ayat 2 ...
Ayat 2

Maksud di adakannya ketentuan ini adalah untuk
mencegah terjadinya penyelundupan pajak, yang
dapat terjadi karena adanya hubungan istinmewa.
Dal am hal terdapat hubungan istinmewa, kenungki nan
dapat terjadi penghasilan dilaporkan di bawah
senestinya ataupun penbebanan biaya nel ebi hi yang
seharusnya, bila terjadi transaksi antara pihak-
pi hak yang bersangkutan. Dem ki an pul a kenungki nan
dapat terjadi adanya penyertaan nodal secara
tersel ubung, dengan nenyatakan penyertaan noda
t ersebut sebagai hut ang.
Dal am hal dem kian Direktur Jenderal Paj ak
ber wenang nenentukan kenbali besarnya penghasil an
dan/atau biaya yang seharusnya akan terjadi
apabila di antara pihak-pihak tersebut tidak
t erdapat hubungan i sti newa.
Begitu juga, apabila berdasarkan penelitian yang
di | akukan ternyata terdapat penyertaan atau nodal
tersel ubung seol ah-ol ah nerupakan hutang, naka
Di rektur Jenderal Pajak berwenang untuk menent ukan
hut ang tersebut sebagai nodal perusahaan.

Dengan dem ki an bunga yang di bayarkan sehubungan
dengan hut ang yang sebenarnya nerupakan penyertaan
nodal itu tidak diperbol ehkan untuk dikurangkan

sedangkan kepada penegang saham yang neneri ma at au
menper ol ehnya nerupakan penghasil an yang di kenakan
paj ak.

Dal am Pasal 6 ayat (1) huruf a, bunga nerupakan
bi aya yang boleh dikurangkan dari penghasil an,
tetapi sebaliknya dividen yang dibayarkan kepada
penmegang saham ti dak bol eh di kurangkan.

Ayat (3)
Huruf a
Hubungan istinewa dianggap ada bila dua atau
|l ebih WAjib Pajak berada di bawah penilikan
at au penguasaan yang sana.

Yang di maksud dengan pem |ikan atau penguasaan
ini adalah bila yang nemliki perusahaan-
perusahaan tersebut nenmegang saham nmayoritas
yang dapat nenpengaruhi jalannya perusahaan.
Hubungan i stinmewa juga dapat dirunuskan sebaga
beri kut :
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- Badan AA ...
- Badan AA menpunyai penyertaan pada
perusahaan BB sebesar 25% (dua puluh [ima
persen), maka AA dan BB nenpunyai hubungan

I stimewa.

- Seseorang YY nenpunyai 25% (dua puluh lim
persen) penyertaan pada perusahaan AA dan
juga 25% (dua puluh lim persen) penyertaan
pada perusahaaa BB, maka antara YY, AA, dan
BB nenpunyai hubungan i sti nmewa.

Huruf b

Yang di maksud dengan hubungan kel uarga sedarah
dal am garis keturunan lurus satu derajat adal ah
ayabh, I bu, dan anak, sedangkan hubungan
kel uarga sedarah dalam garis keturunan ke
sanpi ng satu derajat adal ah saudar a.

Yang di maksud dengan keluarga senenda dalam
garis keturunan lurus satu derajat adal ah
nmertua dan anak tiri, sedangkan hubungan
kel uarga senenda dalam garis keturunan ke
sanpi ng satu derajat adal ah i par.

Ayat (4)
Dal am hal terdapat beberapa pihak yang nenpunyai
hubungan istinewa dengan penyertaan 50% (lima
pul uh persen) atau lebih, naka tarif terendah 15%
(l'ima bel as persen) hanya dapat diberl akukan satu
kali saj a.
Dal am hal salah satu pihak nenderita Kkerugian,
kerugian tersebut tidak dapat dikonpensasikan
terhadap penghasilan pihak [|ainnya, akan tetapi
berl aku konpensasi vertikal sebagai mana di maksud
dal am Pasal 6 ayat (3).

Pasal 19
Dal am hal terjadi ketidakserasian antara unsur-unsur
bi aya dengan penghasilan yang di sebabkan ol eh karena
per kembangan harga yang nenyol ok, maka Penerintah
dapat nmel akukan  penyesuai an- penyesuai an  m sal nya
dengan nener apkan i ndeksasi .

Pasal 20
Ayat (1)
Pel unasan pajak dalam tahun berjalan, agar pada
akhir tahun nmendekati junlah pajak yang terhutang,
di | akukan nel al ui

a. penotongan ...

a. penotongan dan penungutan paj ak ol eh pihak lain
dalam hal diperoleh penghasilan oleh Wajib
Paj ak dari pekerjaan (pekerjaan dal am hubungan
kerja dan pekerjaan bebas) sebagai mana di maksud
dalam Pasal 21, pemungut an paj ak at as
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penghasilan dari usaha sebagai mana di naksud
dalam Pasal 22, dan penotongan pajak atas
penghasilan dari nodal dan jasa-jasa tertentu
sebagai mana di maksud dal am Pasal 23.

b. di sanping pelunasan pajak nelalui penotongan
atau permungutan pajak oleh pihak lain, Wajib
Paj ak sendiri juga diwajibkan untuk nelakukan
penbayaran dalam tahun berjalan sebagai mana
di maksud dal am Pasal 25.

Ayat (2)
Pel unasan pajak dalam tahun berjalan nerupakan
cicilan atau angsuran penbayaran pajak yang
nanti nya dapat di per hi t ungkan dengan cara
mengkredi tkan terhadap Pajak Penghasilan yang
terhutang nengenali seluruh tahun pajak yang
ber sangkut an.

Ayat (3)
Cukup j el as.

Ayat (4)
Cukup j el as.

Pasal 21
Ayat (1)
Yang waj i b nenotong Paj ak Penghasilan atau di sebut
penot ong paj ak menurut ketentuan ini ialah :
a. perusahaan orang pri badi atau badan yang
merupakan induk atau cabang perusahaan yang

menbayar gaji, upah, honorarium dan inbalan
| ai nnya kepada karyawan atau orang |ain, dengan
syar at , bahwa pekerj aan itu di | akukan di
| ndonesi a.

Dal am pengertian penberi kerja tidak harus
Subyek Pajak nenurut undang-undang ini, tetapi
dapat juga setiap orang atau badan yang dal am
hubungan kerja nenbayarkan gaji upah, dan
sebagai nya;

b. msalnya ..

b. msalnya gaji yang dibayarkan kepada pegawai
Kedut aan Besar Republik Indonesia di | uar
negeri, karena di bebankan kepada Keuangan
Negara, naka harus di potong Pajak Penghasil an.
Dal am pengertian Keuangan Negara termasuk
Keuangan Peneri ntah Daer ah;

c. badan dana pensiun yang nenbayarkan uang
pensiun, baik uang pensiun yang dibayarkan
kepada pensiunan pegawai atau karyawan maupun
kepada ahli warisnya. Dal am pengertian pensi un,
termasuk tunjangan-tunjangan bai k yang di bayar
secara berkal a maupun ti dak;
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d. perusahaan atau badan- badan, dal am hal terdapat
penbayaran kepada tenaga ahli atau persekutuan

tenaga ahli sebagai Wajib Pajak dalam negeri
atas jasa yang dilakukan di Indonesia. Dalam
pengertian  perusahaan, t er masuk Per usahaan

Jawat an, dan dalam pengertian badan ternasuk
badan perwakilan negara asing dan badan
i nt er nasi onal .

Ayat (2)

Yang dipotong pajak adalah bagian penghasilan
setiap bulan yang nelebihi seperdua belas dari
penghasi |l an tidak kena paj ak sebagai mana di maksud
dalam Pasal 7. M salnya seorang karyawan kaw n
dengan tanggungan 3 (tiga), orang penghasilan
ti dak kena paj ak adal ah sebesar Rp.2.880. 000, - (dua
juta del apan ratus del apan pul uh ribu rupiah) atau
setiap bulan Rp. 240.000,-(dua ratus enpat puluh
ribu rupiah). Apabila penghasilan karyawan itu
sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu
rupi ah) tiap bul an, maka penghasil an yang di potong
paj ak adal ah sebesar Rp. 10.000,-(sepuluh ribu
rupi ah) .

Ayat (3)

Sesuai dengan sifat Pajak Penghasilan sebagai
paj ak perorangan dan bukan pajak kebendaan,
artinya keluarga Wijib Pajak yang nenjadi
tanggungan penuh turut nenentukan besarnya Pajak
Penghasi |l an yang terhutang, naka kebenaran Surat
Per nyat aan Wajib Paj ak mengenai susunan
kel uarganya mutl ak perl u.

Sebagai ..
Sebagai al at penbandi ng dapat juga dipergunakan
Kartu Keluarga Wajib Pajak yang dikeluarkan ol eh
Peneri nt ah Daerah setenpat.

Ayat (4)
Cukup j el as.

Ayat (5)
Cukup j el as.

Ayat (6)
Dal am Buku Petunjuk Direktur Jenderal Pajak dinuat
tabel yang dapat dipakai penberi kerja untuk
menot ong besarnya Pajak Penghasilan yang harus
di set or kannya ke Kas Negar a.

Ayat (7)
Ji ka penberi kerja telah nel akukan penotongan dan
penyet oran Pajak Penghasilan dengan benar, neka
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pada akhir tahun pajak terhadap karyawan atau
orang-orang Yyang Pajak Penghasi | annya tel ah
di pot ong t er sebut, tidak | agi di waj i bkan
menyanpai kan Surat Penberitahuan Tahunan.

Dengan perkataan lain, Pajak Penghasilan yang
telah dipotong dengan benar dinyatakan fina
ber dasar kan ket ent uan undang- undang ini.

Ayat (8)

Bagi karyawan yang nenpunyai penghasilan lain di
sanpi ng upah/gajinya, maka nereka diwajibkan
nmengi si dan nmenyanpai kan  Sur at Penber it ahuan
Tahunan.

Kewaj i ban nmenyanpai kan Surat Penberitahuan Tahunan
juga diberlakukan terhadap nereka yang nenerinma
atau nenperol eh penghasilan dari pekerjaan |ebih
dari satu penberi kerja.

Ayat (9)
Unt uk nenpernudah pel aksanaan penotongan Paj ak
Penghasi | an ol eh pi hak yang nenbayar kan, Direktur
Jender al Paj ak mener bi t kan Buku Pet unj uk
Penpt ongan Paj ak Penghasi | an.

Pasal 22 ...
Pasal 22
Ayat (1)
Ketentuan ini nengatur wewenang Menteri Keuangan
untuk nenetapkan badan tertentu, baik swasta

maupun pemeri nt ah sebagai penmungut Paj ak
Penghasil an, yang telah sangat dibatasi untuk
mengur angi pungut an- pungut an  pendahul uan  yang

ber| ebi han. Paj ak Penghasil an, di pungut atas Wajib
Paj ak yang nel akukan kegi atan usaha dengan atau
nmel al ui pemungut paj ak tersebut.

Undang- undang ini dengan tegas nenentukan, bahwa
hanya dari kegiatan wusaha di bidang inpor dan
kegi atan wusaha di bidang lain yang nenperoleh
penbayar an bar ang dan j asa dari Anggar an
Pendapat an dan Bel anja Negar a/ Anggar an Pendapat an
dan Belanja Daerah vyang dilakukan dengan atau
nmel al ui permungut pajak yang ditunjuk itu saja yang
dapat di pungut Paj ak Penghasi | an.

Dengan penbayaran barang dan jasa dari belanja
negara di maksudkan ialah, penbayaran penbelian
barang dan penbayaran penggantian jasa dengan
menggunakan Keuangan Negara baik Pusat nmaupun
Daer ah.

Ayat (2)
Besarnya Paj ak Penghasilan yang di pungut tersebut
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dengan sendirinya harus ditentukan sedemn ki an
rupa, sehingga nendekati jum ah Pajak Penghasil an
yang terhutang atas Waji b Paj ak bersangkut an.

Untuk itu Menteri Keuangan di beri wewenang
nmenet apkan dasar dan besarnya pungutan, yang
di sesuai kan dengan besarnya Paj ak Penghasil an yang
akan terhutang untuk seluruh tahun pajak yang
di hi tung berdasar kan undang- undang ini.

Pasal 23
Ayat (1)
Penbayar an divi den, bunga, sewa, royalti, inbalan

atas jasa tekni k dan jasa manaj enmen yang nerupakan
penghasi | an, harus dilunasi Pajak Penghasil annya
selama tahun berjalan nelalui penptongan ol eh
Waj i b Pajak badan dal am negeri di |ndonesia atau
badan penerintah yang nel akukan penbayaran itu.
Penbayaran bunga dan inbalan |ain sehubungan
dengan pem njaman uang dari bank atau |enbaga
keuangan | ai nnya, tidak di potong Paj ak Penghasil an
ol eh pi hak yang nenbayar kan

Tarif .
Tarif yang diterapkan di si ni adalah tarif
terendah, vyaitu 15%Ilim belas persen), karena
Waji b Pajak yang Pajak Penghasilannya dipotong,
masih wajib nenyanpai kan  Surat Penber it ahuan
Tahunan untuk nel akukan penghitungan pajak yang
terhutang untuk seluruh penghasilannya dal am satu
t ahun paj ak.

Ayat (2)
Di sanping badan, baik swasta maupun penerintah
orang pribadi sebagai Wajib Pajak dalam negeri
dapat juga ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak
untuk menot ong Paj ak Penghasil an dari penbayaran-
penbayar an tersebut di atas.
Wewenang nenunjuk orang pribadi untuk nenjadi
penot ong paj ak atas penghasilan dari nodal ini ada
pada Direktur Jenderal Pajak.
Orang pribadi berkewaji ban nenotong pajak sejak
di tunjuk ol eh Direktur Jenderal Pajak.

Ayat (3)

Yang di maksud dengan bunga dan dividen tertentu

dal am ayat ini adal ah :

a. bunga yang di bayarkan ol eh bank atau Kantor Pos
atas tabungan dari penabung kecil,

b. dividen yang diterima atau diperoleh penegang
sertifikat saham PT Danareksa, yang jum ahnya
tidak nelebihi satu jumah vyang ditetapkan
dal am Per at ur an Peneri nt ah.

Ket entuan ini di mksudkan agar terhadap penabung

kecil atau penegang sertifikat saham PT Danareksa

yang pada unmum penghasilan yang diterinma atau

di perol ehnya dal am setahun tidak nelanpaui jum ah
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penghasilan tidak kena pajak, tidak dilakukan
penot ongan paj ak ol eh pi hak yang nenbayar kan.
Apabila terhadap penabung kecil atau penmegang
sertifikat saham tersebut dilakukan penptongan
paj ak, maka hal tersebut nenjadi beban bagi nereka
unt uk mengurus pengenbal i annya.

Penbebasan penotongan paj ak atas bunga dan divi den
tersebut tidak berarti bahwa bunga dan dividen itu
di kecual i kan sebagai Obyek Paj ak, tetapi di kenakan
pajak apabila bunga atau dividen jum ahnya
nmel anpaui penghasil an ti dak kena paj ak.

Pasal 24 ...
Pasal 24
Ayat (1)
Paj ak Penghasilan luar negeri adalah pajak yang
di pungut di luar negeri atas penghasilan yang

diterima atau diperoleh di sana, yang mnerupakan
bagi an dari seluruh penghasilan yang dikenakan
Paj ak Penghasil an di | ndonesi a.

Paj ak Penghasi | an | uar neger i yang dapat
di kr edi t kan adal ah Paj ak Penghasi | an yang
di kenakan atas penghasilan luar negeri dari Wajib
Paj ak dal am negeri .

Dengan dem ki an, nmaka Pajak Penghasilan |uar
negeri yang di kenakan atas badan |uar negeri yang
menbayar kan dividen tidak dapat dikreditkan atas
pajak dari Wajib Pajak Indonesia yang nenerinma

di vi den I tu. Dengan per kat aan | ai n Paj ak
Penghasilan yang dikreditkan dari pajak yang
terhutang di Indonesia hanya Pajak Penghasilan

yang |angsung di kenakan atas penghasilan yang
diterima atau diperoleh oleh Wajib Pajak dalam
negeri yang ber sangkut an.

Waji b Pajak dalam negeri dikenakan pajak atas
senmua penghasil an dari manapun di perol eh, ternasuk
penghasi | an yang di perol eh dari sunber penghasil an
di |uar negeri.

At as penghasilan yang diperoleh dari |uar negeri
tersebut, dengan sendirinya telah di kenakan paj ak
oleh negara asal ©penghasilan tersebut. Pajak

Penghasilan yang telah dibayar di negara asing
tersebut dapat dikreditkan terhadap seluruh Pajak
Penghasilan yang terhutang, sepanjang nengenai
tahun paj ak yang sans.

Dengan perkataan lain, Pajak Penghasilan yang
di bayar di luar negeri atas penghasilan yang
diterima atau diperoleh di sana dapat di kurangkan
dari Paj ak Penghasil an yang terhutang, untuk tahun
paj ak yang sana.

Cont oh :
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a. Seorang konsultan Indonesia A bekerja selam
setahun di  Philipina dan nenperoleh inbalan
(fee)dari jasa yang dil akukan di sana sebesar X

Paj ak ...

Paj ak yang dikenakan di Philipina atas fee
tersebut m sal nya 50% x X
Maka jum ah sebesar 50% x X tersebut dapat
di kredi tkan terhadap seluruh Pajak Penghasil an
yang terhutang atas A

b. Seorang pribadi B nendepositokan wuangnya di
sal ah satu bank di Inggris.
Bunga deposito yang diteri m sebesar Y.
Tarif pajak atas bunga deposito di sana,
m sal nya sebesar 30%
Maka jum ah sebesar 30% x Y tersebut dapat
di kredi tkan terhadap seluruh Pajak Penghasil an
yang terhutang atas B.

c. PT AB di Indonesia nerupakan penmegang saham
tunggal dari Z, Incorporated di Anerika.
M sal nya Z, |ncorporated nenperol eh keuntungan
sebesar ...........
........................... Us $. 100. 000, -
Paj ak Penghasilan atas Z, |ncorporated
(Corporate inconme tax) : 48%(US $. 48.000,-)

us $. 52. 000, -

Paj ak atas dividen m sal nya 38%¢US$. 19.760, -)
Dividen yang dikirinkan ke [Indonesia US
$. 32. 240, -
Paj ak Penghasil an  yang dapat di kr edi t kan
t er hadap sel uruh Paj ak Penghasi | an yang
terhutang atas PT AB adal ah paj ak yang | angsung
di kenakan atas penghasilan yang diterinma atau
di perol eh di luar negeri, dalam contoh di atas
yaitu junl ah sebesar US $.19. 760, -
Paj ak Penghasilan (Corporate inconme tax) atas
Z, Incorporated sebesar US $.48.000,- tidak
dapat dikreditkan terhadap Pajak Penghasil an
yang terhutang atas PT AB, karena paj ak sebesar
US $. 48.000,- tersebut tidak dikenakan atas
penghasilan yang diterim atau diperoleh PT AB

dari | uar negeri, nmel ai nkan paj ak  yang
di kenakan atas keuntungan Z, |Incorporated di
Anmeri ka.
Ayat (2)
Paj ak Penghasi | an | uar neger i yang dapat

di kreditkan terhadap Pajak Penghasil an  yang
terhutang adal ah sebesar Pajak Penghasilan yang
sebenarnya terhutang (untuk Wajib Pajak vyang
memakai  Stel sel Akrual) dan telah di bayar (untuk
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Waj i b Pajak ...
Waji b Pajak yang nenmakai Stelsel Kas) di |uar
negeri, akan tetapi paling banyak sebesar hasil
pener apan tarif paj ak | ndonesi a, t er hadap

penghasilan |uar negeri tersebut yang dihitung
menur ut undang- undang ini .

Ayat (3)
I ni mer upakan penegasan bahwa penghasi | an
sebagai mana di maksud dal am Pasal 26, berasal dari
sunber penghasilan di 1 ndonesia (ketentuan tentang
sunber penghasil an).
Ket entuan tentang sunber penghasilan ini berlaku
juga bagi beberapa jenis penghasilan |ainnya yang
ada kaitannya dengan penghasilan sebagai mana
di maksud dal am Pasal 26, m salnya dalam ha
penghasi | an yang berkenaan dengan harta (berupa
sewa), nenurut ketentuan tentang sunber yang
di anut ol eh Pasal 26, penghasilan diperoleh di
negara tenpat harta itu dipergunakan. Jeni s
penghasi | an | ai nnya ber kenaan dengan hart a
tersebut m sal nya dal am hal harta tersebut dijual
keuntungan dari penjual an harta tersebut nerupakan
penghasi | an yang di peroleh di negara tenpat harta
itu berada atau dipergunakan, sebab di negara
tersebut sewa itu dikenakan Pajak Penghasilan,
| adi sunber nya ber ada di negar a t enpat
menghasi | kan sewa yang ber sangkut an.

Ayat (4)

M salnya apabila ternyata dalam tahun 1985
t er dapat pengurangan atau pengenbalian Pajak
Penghasi | an | uar negeri nengenai Paj ak Penghasil an
| uar negeri tahun 1984 sebesar Rp. 2.000.000, -
(dua juta rupi ah), maka pengur angan at au
pengenbal i an pajak sebesar Rp.2.000.000,00 (dua
juta rupiah) tersebut ditanbahkan pada Pajak
Penghasi | an yang terhutang tahun pajak 1985.

Pasal 25
Ket ent uan dal am pasal ini nengatur tentang penbayaran
angsuran pajak oleh Wajib Pajak sendiri dalam tahun
berj al an, yang nengandung pengerti an-pengerti an
a. berapa besarnya angsuran;
b. dasar penghitungan besarnya angsuran.

Ayat (1)
Ayat (1)
Unt uk nenpernmudah pengertian, diberikan contoh
penghi t ungan angsuran penbayaran paj ak untuk tahun
1985 sebagai beri kut Pajak Penghasilan yang
t er hutang tahun
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pajak 1984.............. Rp. 10. 000. 000, -
Di kur angi :
a. Paj ak Penghasil an

yang di pot ong ol eh

penberi kerja Rp. 3.000. 000, -
b. Paj ak Penghasil an

yang di pungut ol eh

pi hak | ain dari

kegi at an usaha Rp. 2.000. 000, -
c. Paj ak Penghasil an

yang di pot ong ol eh

pi hak | ain atas

penghasi | an dari

nodal (sewa,

bunga, dsb.) Rp. 500. 000, -
d. Kredit Pajak

Penghasi | an | uar

neger i Rp. 1.500. 000, -

Rp. 7.000. 000, -
Sel i sih Rp. 3.000.000, -

Selisih sebesar Rp. 3.000.000,- ini dibagi dengan
banyaknya nasa pajak dalam tahun 1985. Apabila
masa paj ak yang di pakai untuk nelunasi pajak dal am
tahun berjal an adal ah satu bul an, maka dal am satu
tahun pajak ada dua belas nmsa pajak, maka jum ah
angsuran setiap masa pajak Rp. 3.000.000,- = Rp.
250. 000, -

Ayat (2)

Dengan di | akukannya penbaharuan undang-undang
perpaj akan ini, nmaka apabila Surat Penberitahuan
Tahunan Wajib Pajak telah diisi sebagai mana
mestinya, dan penghitungan pajak yang terhutang
tel ah dil akukan dengan benar serta jum ah pajak
yang terhutang itu tel ah di bayar |unas, nmaka tidak
akan ada | agi ketetapan pajak yang akan
di kel uarkan ol eh Direktur Jenderal Pajak.

Apabila ...
Apabi | a ada ketetapan pajak yang diterbitkan ol eh
Direktur Jenderal Pajak, mnmeka itu berarti, bahwa
paj ak yang terhutang nenurut Surat Penberitahuan
Tahunan dan yang tel ah di bayar atau dilunasi ol eh
Waji b  Paj ak, ternyata kurang daripada yang
seharusnya nenurut undang-undang.
O eh karena itu, apabila ada ketetapan pajak, neka
pengertian, Pajak Penghasilan yang terhutang pada
dasarnya adal ah berdasarkan ketetapan pajak itu.
Kecual i apabila dal am tahun beri kut nya penghasil an
Waj i b Paj ak bertanbah besar dan penghitungan paj ak
di | akukan dengan benar, naka Pajak Penghasil an
yang terhutang nmenurut Surat Penberitahuan Tahunan
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tahun yang beri kut nya akan | ebi h besar.

Jum ah angsuran paj ak dal am tahun berj al an sesudah
itu yang dilunasi oleh Wajib Pajak sendiri adal ah
paj ak nmenurut Surat Penberitahuan. Tahunan tahun
beri kutnya itu di bagi dua belas. Pada
prinsi pnya, dengan dem ki an,

Paj ak Penghasilan yang terhutang adalah jum ah
Paj ak Penghasi | an yang di ketahui dari tahun pajak
yang terakhir.

Ji ka Pajak Penghasilan vyang terhutang nenurut
Surat Penberitahuan Tahunan yang di sanpai kan | ebi h
kecil daripada pajak yang telah disetor selam
tahun paj ak yang bersangkutan dan ol eh karena itu
Waji b Pajak nengajukan pernohonan pengenbalian
kel ebi han penbayaran pajak atau pernohonan untuk
menper hi t ungkan dengan hutang pajak |ain, sebelum
di putus oleh D rektur Jenderal Pajak nengena

pengenbal i an atau perhitungan kel ebi han tersebut,

besarnya angsuran bul anan sama besar dengan bul an-
bul an sebelum Surat Penberitahuan Tahunan itu
di sanpai kan. Setel ah adanya keputusan Direktur
Jenderal Pajak, nmka angsuran dari bulan yang
beri kut nya, setel ah t anggal keput usan I tu,

di dasarkan atas jumah pajak yang terhutang
menurut keputusan tersebut. Apabila pajak yang
t er hut ang menur ut ket et apan at au Sur at
Penberi t ahuan Tahunan terakhir mengandung
konmpensasi kerugian dari tahun-tahun sebel umya,

maka pajak yang nenjadi dasar untuk nmenentukan
besarnya angsuran dalam tahun berjalan, dihitung
kenmbal i berdasarkan pajak yang terhutang sebel um

di | akukan ...
di | akukan konpensasi kerugi an. Dal am hal ketetapan
atau Surat Penberitahuan Tahunan tidak ada, karena
Wajib Pajak nerupakan Wajib Pajak baru, naka
pengaturan tentang besarnya angsuran sebagai
perkiraan jum ah paj ak yang akan terhutang, diatur
dal am Peraturan Penerintah berdasarkan ketentuan
Pasal 27.

Ayat (3)

Besar nya angsuran paj ak dal am tahun berjal an yang
harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak untuk
setiap nmmsa pajak sedapat nungkin diusahakan
sesuai dengan besarnya pajak yang terhutang untuk
masa pajak yang bersangkutan. Untuk Wajib Pajak
| embaga keuangan mi sal nya, besarnya angsuran ini
adal ah | ebih sesuai jika didasarkan pada Laporan
Keuangan terakhir, sedang Badan Usaha MI|ik Negara
dan Badan Usaha MIlik Daerah di dasarkan pada
Rencana Anggar an Pendapat an dan Bel anj a perusahaan
tahun paj ak yang ber sangkut an.
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Jenis wusaha apa saja yang dapat nenghitung
besarnya angsuran pajak untuk setiap masa pajak
dengan nenggunakan dasar lain daripada Surat
Penberitahuan Tahunan atau Surat Ketetapan Pajak
terakhir akan di t et apkan dengan Per at ur an
Peneri nt ah.

Pasal 26
Pasal ini mengatur tentang penotongan pajak bagi
Waji b Pajak |uar negeri, yang nenuat hal -hal sebaga
beri kut :

a. dasar penotongan pajak,adalah jumah bruto dari
penbayar an- penbayaran tersebut kepada Waji b Pajak
| uar negeri;

b. tarif pajak, adal ah 20% (dua pul uh persen);

c. sifat penotongan, yaitu bahwa Pajak Penghasilan
yang di potong tersebut bersifat final.

Yang diwajibkan oleh wundang-undang ini untuk
menotong pajak adalah juga Wajib Pajak orang
pri badi yang nenbayar atau terhutang bunga,
di vi den, dan sebagai nya.

Final berarti Wajib Pajak tidak lagi diwajibkan
menyanpai kan Surat Penberitahuan Tahunan hal nana
ber beda dengan istilah ranpung dal am sistem baru,
yang berarti bahwa Wajib Pajak masih wajib
menyanpai kan Surat Penberitahuan Tahunan.

Pasal 27 ...
Pasal 27

Dengan Peraturan Penerintah diatur [|ebih |anjut
penmenuhan kewaji ban paj ak sebagai mana di naksud dal am
Pasal 21, Pasal 23, dan Pasal 25, termasuk penerapan
tarif rata-rata atas penghasilan berupa uang pesangon
dan uang tebusan pensiun yang diterima atau di perol eh
sekal i gus.

Pasal 28
Paj ak Penghasilan yang telah dilunaskan dal am tahun
berjal an bai k yang di bayar oleh Wajib Pajak sendiri
maupun yang di pungut atau di potong ol eh pihak |ain,
jum ah kesel uruhannya dapat dikreditkan terhadap
Paj ak Penghasi | an yang terhut ang.

Cont oh :
Paj ak Penghasil an yang terhutang Rp. 10.000. 000, -
Kredit-kredit pajak :
- penotongan paj ak

dari pekerjaan berdasarkan

Pasal 21 Rp. 1.000. 000, -
- pungutan paj ak ol eh

pi hak | ain atas

penghasi | an dari

asaha berdasar kan

Pasal 22 Rp. 2.000. 000, -
- penotongan paj ak
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ol eh pi hak | ain atas

penghasi | an dari

nodal berdasar kan

Pasal 23 Rp. 1.000. 000, -
- Kredit paj ak penghasil an

| uar negeri berdasarkan

Pasal 24 Rp. 3.000. 000, -
-  Penbayaran sendiri

ol eh W4ji b Paj ak

dal am t ahun berj al an

ber dasar kan Pasal 25 Rp. 2.000. 000, -
Jum ah Paj ak Penghasil an yang dapat
di kredi t kan Rp. 9.000. 000, -
Paj ak Penghasi | an yang nasi h harus
di bayar Rp. 1.000. 000, -
Pasal 29 ...
Pasal 29

Dal am contoh seperti di kemukakan pada Penjel asan
Pasal 28, meka kekurangan Pajak Penghasilan yang
terhutang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah)
harus dilunasi terlebih dahulu sebel um di sanpai kannya
Surat Penberitahuan Tahunan, sel anbat-|anbatnya pada
akhir bulan ketiga sesudah tahun pajak yang
ber sangkut an ber akhir.

Pasal 30
Ayat (1)
Seti ap Sur at Penber it ahuan Tahunan yang

di sanpai kan oleh Wajib Pajak yang nel akukan
kegi atan usaha atau pekerjaan bebas dengan
peredaran atau peneriman bruto Rp.60.000.000, -
(enam puluh juta rupiah)atau | ebi h, har us
di | anpi ri dengan Laporan Keuangan.

Ayat (2)

Kewaj i ban menyanpai kan Sur at Penber it ahuan
Tahunan, nerupakan kewajiban untuk newuj udkan
ket ent uan- ket entuan tentang nateri pengenaan paj ak
nmenj adi penbayaran uang paj ak ke Kas Negara. d eh
sebab itu undang-undang i ni nenetapkan bahwa Sur at
Penberitahuan Tahunan harus nenuat data-data yang
dapat di pakai sebagai dasar untuk nenentukan
besarnya Pajak Penghasilan yang terhutang, serta
kekurangan at au kel ebi han penbayaran paj ak.

Ayat (3)
Pada prinsipnya setiap Wajib Pajak diwajibkan
menyanpai kan Sur at Penberit ahuan Tahunan.

Kewaj i ban ini tidak berlaku bagi Wajib Pajak orang
pri badi
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a. yang tidak nenpunyai penghasilan lain dari
pekerjaan sebagai mana di maksud dal am Pasal 21,
kecual i Waj i b Paj ak or ang pri badi yang
menperol eh penghasilan dari pekerjaan |ebih
dari satu penberi kerja.

b. yang ...
b. yang nenerima atau nenperol eh penghasilan netto
yang tidak nelebihi jumah penghasilan tidak
kena paj ak, m sal nya: seorang, Wajib Pajak kaw n
dengan tanggungan keluarga 3(tiga)orang sedang
isterinya tidak nenperoleh penghasilan dari
pekerjaan atau dari usaha, naka penghasilan
ti dak kena paj ak adal ah sebesar Rp. 2.880.000, -
(dua juta delapan ratus delapan puluh ribu
rupi ah) .
Apabi |l a penghasilan netto sebesar Rp. 2.880.000, -
(dua juta del apan ratus del apan pul uh ribu rupiah)
atau kurang, naka ia tidak diwajibkan nenyanpai kan
Sur at Penberitahuan Tahunan.

Ayat (4)

Dengan ketentuan ini di maksudkan, bahwa Wijib
Paj ak yang telah nenghitung dan nenbayar besarnya
paj ak yang terhutang secara benar berdasarkan
ket entuan undang-undang ini, serta nmelaporkan
dal am Surat Penberitahuan Tahunan, kepadanya ti dak
perlu | agi diberikan Surat Ketetapan Paj ak ataupun
surat keputusan dari adm nistrasi perpaj akan.

Ayat (5)

Apabi l a di ket ahui kemudi an, berdasarkan hasil
peneri ksaan atau berdasarkan keterangan yang
di perol eh lain daripada peneriksaan, bahwa pajak
yang di hi tung dan di | apor kan dal am  Surat
Penberitahuan Tahunan yang bersangkutan tidak
benar, m sal nya penbebanan bi aya ternyata mnel ebi hi
yang sebenarnya, naka D rektur Jenderal Pajak
nmenet apkan besar nya paj ak yang t er hut ang
sebagai mana nestinya nmenurut undang-undang.

Pasal 31
Ayat (1)
Kel ebi han penbayaran paj ak dapat di kenbal i kan at au
di per hi tungkan dengan hutang paj ak | ai nnya.

Cont oh :
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Paj ak penghasil an yang terhutangRp. 10.000. 000, -
Kredit-kredit pajak :
- Penot ongan paj ak

dari pekerjaan berdasarkan

Pasal 21 Rp. 1.000.000, -

- Pemungut an paj ak ...

- Permungut an paj ak

ol eh pihak lain atas

penghasi | an dari

usaha berdasar kan

Pasal 22 Rp. 4.000. 000, -
- Penot ongan paj ak

ol eh pihak lain

at as penghasil an dari

nodal berdasar kan

Pasal 23 Rp. 1.000.000, -
-  Penbayaran sendiri

ol eh W4ji b Pajak dal am tahun berjal an

ber dasar kan

Pasal 25 Rp. 6.000. 000, -

Jum ah Paj ak

Penghasi | an yang dapat

di kr edi t kan Rp. 12. 000. 000,
Kel ebi han penbayar an

paj ak Rp. 2.000. 000, -

Kel ebi han penbayaran paj ak sebesar Rp. 2.000. 000, -
i ni dapat dikenbalikan atau diperhitungkan dengan
hut ang paj ak | ai nnya.

Ayat (2)

Di rektur Jenderal Pajak atau pejabat yang ditunjuk

berwenang untuk nengadakan peneri ksaan atas

Laporan Keuangan dan sebagainya dari Waji b Paj ak,

sebel um di | akukan pengenbalian atau perhitungan

kel ebi han paj ak.

Hal - hal yang harus nenjadi pertinbangan sebel um

di | akukan pengenbal i an atau perhitungan kel ebi han

pajak adal ah :

. kebenaran nmateriil tentang besarnya Pajak
Penghasi | an yang t er hut ang;

b. keabsahan bukti-bukti pungutan dan bukti-bukti
pot ongan pajak serta bukti penbayaran pajak
oleh Wajib Pajak sendiri selama dan untuk tahun
paj ak yang ber sangkut an.

O eh karena itu, untuk kepentingan penelitian dan

peneri ksaan, Direktur Jenderal Pajak atau pejabat

lain yang di t unj uk di beri wewenang unt uk
mengadakan peneriksaan atas Laporan Keuangan,
buku- buku dan catatan |ainnya serta peneriksaan
lain yang berkaitan dengan penentuan besarnya

Paj ak ...
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Paj ak Penghasi |l an yang terhutang, kebenaran juni ah
paj ak yang tel ah dikreditkan dan untuk menentukan
besarnya kel ebi han penbayaran pajak yang harus
di kenbal i kan. Maksud peneri ksaan ini adal ah untuk
menmast i kan, bahwa uang yang akan dibayarkan
kembal i kepada Wajib Pajak sebagai restitusi itu
adal ah benar nerupakan hak Waji b Paj ak.

Yang di maksud dengan peneri ksaan lain-lain
t er masuk peneri ksaan set enpat , nmel akukan
pencocokan terhadap pihak lain yang nenpunyai
hubungan dengan Waji b Paj ak, dan sebagai nya.

Pasal 32
Sebagai mana tel ah diurai kan dal am bagi an Urum dar
penj el asan ini, ketentuan-ketentuan yang berkenaan

dengan tata cara pengenaan paj ak di atur dal am Undang-
undang Nonmor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan
Tata Cara Perpaj akan yang nengatur tentang tata cara
pemungut an, sanksi-sanksi berkenaan dengan kesal ahan,
ket i dakpat uhan, pel anggaran, dan kejahatan, kecuali
apabila tata cara pengenaan pajak ditentukan lain
dal am undang- undang i ni .

Pasal 33
Ayat (1)

Bagi Wajib Pajak yang tahun pajaknya nerupakan
tahun buku, maka ada kemungki nan bahwa sebagi an
dari tahun pajak itu termasuk di dalam tahun
takwim 1984. Menurut ketentuan ayat ini, naka
apabila 6 (enam) bulan dari tahun pajak itu
termasuk dalam tahun takwim 1984 Whjib Pajak
di per kenankan unt uk mem |ih apakah mau
menper gunakan O donansi Pajak Perseroan 1925 atau
Ordonansi Paj ak Pendapatan 1944, ataupun nmemlih
pener apan ketentuan-ketentuan yang ternuat dalam
undang- undang ini. Kesenpatan nmemlih semacamitu
berlaku pula bagi Wajib Pajak yang lebih dari 6
(enam bul an dari tahun pajaknya termasuk di dal am
tahun takw m 1984.

Ayat (2)
Huruf a
Fasilitas perpajakan yang jangka waktunya
t er bat as m sal nya fasilitas per paj akan

ber dasar kan Undang-undang Nonmor 1 Tahun 1967
t ent ang Penananan Mbdal Asing dan Undang- undang

Nonmor 6 ...
Nonor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Moda
Dal am Negeri yang sudah di beri kan sanpai dengan
tanggal 31 Desenber 1983 masih tetap dapat
di ni kmat i sanpai dengan habisnya fasilitas
per paj akan tersebut.

Huruf b
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Fasilitas perpaj akan yang jangka waktunya ti dak
di t ent ukan, tidak dapat di ni kmat i | agi
terhitung nul ai t anggal ber| akunya undang-
undang ini, msal nya:

- fasilitas perpajakan yang diberikan kepada
PT  Danareksa, berupa penbebasan Paj ak
Perseroan atas |aba usaha dan penbebasan
Bea Meterai Modal atas penenpatan dan
penyet oran nodal saham berdasarkan Surat

Keput usan Ment er i Keuangan No. KEP-
1680/ MK/ I'1/12/ 1976 t anggal 28 Desenber
1976,

- fasilitas perpajakan yang diberikan kepada
perusahaan Perseroan Terbatas yang nenjual
saham sahamya nel alui Pasar Mdal, berupa
keringanan tarif Paj ak Per ser oan,
ber dasar kan Keputusan Menteri Keuangan No.
112/ KMK. 04/ 1979 tanggal 27 Maret 1979.

Ayat (3)

Ordonansi Paj ak Perseroan 1925, dan Undang-undang
Paj ak atas Bunga, Dividen dan Royalti 1970 beserta
semua peraturan pel aksanaannya tetap berl aku
t er hadap penghasil an kena pajak yang diterim atau
di perol eh dal am bi dang penanbangan m nyak dan gas
bum dan dal am bidang penanbangan |ainnya yang
di | akukan dal am rangka perjanjian Kontrak Karya
dan Kontrak Bagi Hasil, sepanjang perjanjian
Kontrak Karya dan Kontrak Bagi Hasil tersebut
masi h berl aku pada saat berlakunya Undang-undang
ini.

Ket ent uan undang-undang ini baru berl aku terhadap
penghasi | an kena pajak yang diterima atau
di perol eh dal am bi dang penanbangan m nyak dan gas
bum yang dilakukan dalam bentuk perjanjian
Kontrak Karya dan Kontrak Bagi Hasil, apabila
perjanjian Kontrak Karya dan Kontrak Bagi Hasil
tersebut dibuat setelah berlakunya undang-undang
I tu.

Pasal 34 ...
Pasal 34
Cukup j el as.
Pasal 35
Dengan Peraturan Penerintah diatur |ebih |lanjut hal-
hal yang bel um cukup di atur dal am Undang-undang i ni.
Perat uran Penerintah di maksud antara | ain nmengenai
a. Penerapan faktor penyesuaian untuk nenghitung
penghasi |l an yang berawal dari keuntungan Kkarena
penj ual an harta sebagai nana di maksud dal am Pasal
4 ayat (1) huruf d dan penerapan tarif efektif
rata-rata atas keuntungan tersebut;
b. Pedoman penyusutan dan anorti sasi;
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c. Senua peraturan yang diperlukan, agar undang-
undang ini dapat dilaksanakan sebai k-bai knya,
termasuk pul a peraturan perali han.

Pasal 36

Ayat (1)

Ayat ini nmenegaskan bahwa Undang-undang Paj ak
Penghasilan 1984 nulai berlaku pada tanggal 1
Januari 1984.

Bagi Wajib Pajak yang tahun pajaknya sama dengan
tahun takwi m nmeka undang-undang ini berlaku bagi
nmereka itu sejak tahun pajak 1984. Untuk Whjib
Paj ak yang nenpergunakan tahun buku yang berl ai nan
dengan tahun takw m maka undang-undang ini akan
berl aku untuk tahun buku yang dinmulai sesudah 1
Januari 1984.

Ayat (2)

Cukup j el as.
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